BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a.

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI WAKATORBI,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
mengamanatkan untuk menyusun kebijakan dan
pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar
pelaksanaannya dilakukan secara berdaya guna dan

berhasil guna sesuai dengan ketentuan pengelolaan
keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun Anggaran 2024,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Qulawesi  Tenggara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistern Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856});

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5533} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3S7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.03/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawal Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan Pemmbangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781});

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799j;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi

(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor J);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2024,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urUsan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Wakatobi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Walkatobi
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan
milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah
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Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan
daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah
peraturan daerah Kabupaten Wakatobi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
Pengguna Anggaran.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari
DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
Bupati.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang
selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD.

Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah vang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan Sebagian
tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang keéwenangan
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Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan

satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
mengelola dan menatausahakan serta mempertanggungawabkan
barang milik daerah pada unit kerja SKPD.

Pengurus Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan obat dan bahan
medis habis pakai pada unit kerja SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan pe€raturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Yan8

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen peréncanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
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Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)} adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1
(satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk

setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumbelj
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulap
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemud Jenis
sumber daya tersebut sebagai ~masukan finput} untuk
menghasilkan keluaran (owtput) dalam bentuk barang/jasa.
Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran foutput} adalah barang atau jasa yang dihasilkan o}eh
kegiatan yang dilaksanakan unfa_l_k_ mendukung pencapaian
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Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi peherimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mehgakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menherima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban
untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajb dibayar kepada
pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan,
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan
kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua
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Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh
bank dan memiliki imbal jasa berupa bunga deposito yang
biasanya lebth tinggi dari tabungan biasa.

Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat
berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin
pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia
sesuai masa berlakunya.

Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat SBI adalah
surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai
pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan
3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga.

Pengelolaan Kas Transitoris adalah pengelolaan atas kas non
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen

pelaksanaan anggaran badan keuangan selaku bendahara umum
daerah.

Rancangan Ringkasan DPA-SKPD adalah formulir yang digunakan
untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya bersumber
dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, kelompok, dan
jenis pendapatan yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD,
akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis
belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang diisi dalam DPA
Pembiayaan.

Rancangan DPA-Pendapatan SKPD adalah formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun
anggaran direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan.

Rancangan DPA-Belanja SKPD adalah formulir yang digunakan
untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah belanja menurut kelompok
dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan
SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD.

Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD adalah formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah belanja
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian
objek dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD.

Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD adalah formulir yang
digunakan untuk menyusun DPA penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang
direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan pembiayaan dan
~oamrslnaran namhiavaan mennrut kelompok. ienis. Obiek. rincian
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objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur Kketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Penetapan Besaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP
merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam

Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP yang
dilakukan oleh BUD.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uUang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD vang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Pengadaan Barang
dan Jasa, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk pengadaan
barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan
jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu
yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaj
dan tunjangan, vyang selanjutnya disebut SPP-LS gntuk
gt s A s aan adlabh dolimen vane diaiukan
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oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran
pembantu untuk permintaan pembayaran gaj dan tunjangan

dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD, yang selanjutnya
disebut SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas
transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya
disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang
selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SpP2D
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli .atau
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepgda
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam mt?lakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagal akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu} tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Uang Operasional kegiatan Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja

T e N e Fh M -t S e L g
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dan lumpsum dalam melaksanakan perjalanan dinas serta belanja
kedinasan lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa
oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD /APBN yang

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan
barang milik daerah yang befada dalam penguasaannya dengan
sebaik-baiknya.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengurus
Barang adalah pejabat dan/atau jabatan fungsional umum yang
diserahi tugas mengurus barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima,
menyimpar, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa
pengguna barang.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada
Institusi lain, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi,
pemantauan dan  kegiatan pengawasan lain  terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya
disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang
menyatakan  kesanggupan  dan/atau pengakuan  bahwa
bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia
mengganti kerugian negara.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya
disingkat SPTJB adalah surat pernyataan yang dibuat oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang
menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas segala
pengeluaran SP2D pada unit kerja SKPD yang dipimpinnya.
Resume Dokumen Kontrak adalah rincian isi dokumen kontrak
pengadaaan barang/jasa termasuk biaya penunjang lainnya yang
dapat distribusi sebagai nilai aset.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut
Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa
berdasarkan kontrak,

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola, yang selanjutnya
disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang
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dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah,
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan
anggaran belanja dari APBN/APBD.

Kegiatan Lembur adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pegawai
Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di luar jam kerja secara
berturut-turut minimal 1 jam sehari.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, Tbesarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Pihak Ketiga dalam Proses Penatausahaan Pendapatan Daerah
adalah wajib pajak, wajb retribusi, dan pihak-pihak yang
melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah.

Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan
dalam atau luar wilayah Kabupaten Wakatobi ke tempat yang
dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat
kedudukan semula.

Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat
resmi yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
diinstansi atau lembaga tertentu, dimana isinya menugaskan
pegawai/staf dan/atau pihak lain untuk melaksanakan suatu
pekerjaan.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SpD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh kepala SKPD dalam rangka
pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor satuan kerja perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah.

Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan
dinas.

Luar Daerah adalah luar daerah Kabupaten Wakatobi.

Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD,
pegawai ASN, Pegawai pemerintah daerah dengan status Non ASN
dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih
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Pengumandahan (detasering} adalah penugasan sementara waktu.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang
selan jutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui
TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang

merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai
BUMD/BLUD.

Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah
suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang

merugikan daerah, maka yang Dbersangkutan diharuskan
mengganti kerugian.

Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah
suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dengan
tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh
perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya
sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak
langsung, daerah menderita kerugian.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat KKPD
adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan
pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah
kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank
penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu
yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang
disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.

Hari adalah hari kerja.

BAB Ui
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Keuangan daerah meliputi:

a.

b.

hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
serta melakukan pinjaman;

kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;

penerimaan daerah;
pengeluaran daerah;

kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan/atau

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
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Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk

masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk melalukan penerimaan dan pengeluaran
daerah.

BAB Il
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan
APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh
Daerah dan/atau masyarakat;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g menetapkan KPA;

h. menetapkan  bendahara  penerimaan dan  bendahara
pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
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k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat
kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara
penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu,
bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara

khusus lainnya yang diamanatkan Peraturan Perundang-
undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya
yang berupa = perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah
dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
terdiri atas:

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

Pasal 5

Bupati dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan
sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau
pemegang saham pada perseroan daerah.

Ketentuan mengenai kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peratuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a
arlemttnm damaan meran dar fonesinva dalam membantu Bupati
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menyusunkebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan
daerah.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Perda tentang
APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan

rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koofdinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;dan

f. memimpin TAPD,

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b. koofdinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah; dan

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

Dalam melaksanakan tugashya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab
kepada Bupati.

Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan
terkait dengan peran dan fungsi Sekretaris Daerah membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat {6) huruf b adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsuf
penunjang urusan pemetintahan pada pemerintah daefah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;
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menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dengan Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Bupati.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.

b
G
d

™ o

k.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pungutan pajak daerah;
menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman
atas nama pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah;

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal peherimaan
dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah; dan

menetapkan pembantu kuasa bendahara umum daerah.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a.

=3
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metigelola investasi,

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
membuka rekening kas umum daerabh;

membuka rekening peherimaan;

membuka rekening pengeluaran; dan

meNyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak

daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perclehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari
investasi tersebut.
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Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Pasal 8

PPKD sejaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;

¢. menerbitkan SP2D;
d

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
ditun juk;

e. mengusahakan dan mengatu’ dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f.  menyimpan uang daelah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas
beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama
pemerintah daerah;

j.  melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

k. melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak teftagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
teltagih atas investasi; dan

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melailui RKUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung

jawab kepada PPKD selaku BUD.

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa

BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah

uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban

kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan

oleh Bupati.
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Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 9

Kgpala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA] sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf ¢ mempunyai tugas:

a.
b.
%

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

mengawasl pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya,
menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas
lainnya, meliputi

a.

® a0 o

jif

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah (NPHD),
menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak
dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengeluaran daerah tersebut; dan

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

a.

menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
lratantnan Peratnran Perundang-undangan.
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b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah
(NPHD;

menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu
bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran
pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA

melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab
SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari
pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain
sebagai akibat:

o

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui

tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

d. akibat putusan sidang TPTGR yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

e. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:
a. perjanjian atau perikatan;
b. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa,
PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensij sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan weweénangnya
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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(11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat

(1)

(2)

(3)

(4)

melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan
pengelolaan keuangan.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

PA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA).

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan
oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub
kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakuKan terhadap
SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis
Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas
usul Kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan penhgeluaran atas
beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,

d. mengadakan ikatan/perjan jian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungjawabnya; dan

g melaksanakan tugas KPA lainnya sesual dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggungjawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya
memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengada}an barang Qan jasa,
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
Latomtinan meratnran nernimdano-undangan.
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KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA
mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus;
b. menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM,;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya,

1. menetapkan PPTK dan PPK-unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PA bertugas untuk
mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah
diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 11

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada PA/KPA.

PPTK mempunyai tugas mencakup:

a mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
dan

c. menylapkan dokumen pengadaan barang/jasa  pada
kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan

teknis kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan; dan

¢. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan;
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan dalam Xketentuan Perundang-
undangan; dan

c. Mmenyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat
yang dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD/unit SKPD.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi.

PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (11} merupakan pejabat satu tingkat di bawah
kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial
dan berintegritas.
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(13) Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan

(1)

(5)

6)

(7)

struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (11), PA/KPA dapat

menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 12

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD,
Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan
wewenang BLUD.

PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu,
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/
bendahara khusus, dan/atau PPTK.

PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti
kelengkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan Spp-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara
lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan
keuangan SKPD.
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Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 13

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA
karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1), KPA menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada unit SKPD.

Penetapan PPK unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan

¢. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PPK unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan

SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantuy;
dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
pembantu,

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu
dan bendahara pengeluaran pembantu.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
PPK unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.
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Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan

Pasal 14

Bupati menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan,

d:_sm' mempertanggungjawabkan  pendapatan daerah yang
diterimanya.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya
paling sedikit yaitu:

a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank vyang
ditetapkan oleh Bupati;

c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 15

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,
Bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada
unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupatl

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit meliputi:

a. meherima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang vang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;



(1)

(2)

(3)

(4

(1)

(3)

(4)

(1)

_08-

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

f menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 16

Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu
bertanggungjawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional

atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada bendahara penerimaan.

Pasal 17

Kepala SKPD atas usul bendahara penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
Kepala SKPD.

Pegawai yang membantu bendahara penerimaan dajam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bendahara
penerimaan.

Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan disebut
pembantu bendahara penerimaan.

Bagian Kesepuluh
Bendahara Pengeluaran

Pasal 18

Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKpD
dan SKPKD.
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Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang:

a.

b.

£

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif

kepada PA dan laporan_ pertanggungjawaban secara fungsional
kepada BUD secara periodik; dan

memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang
lainnya meliputi:

a.

b,

melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Bupati;

memeriksa kas secara periodik;

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal; dan

pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

Pasal 19

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati
atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu.

Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:

a.

b.

mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPP LS;

menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara
pengeluaran;

menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang

Adilrrlalanva:
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e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,

f  meniliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional
kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang
lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Bupati;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati
menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang setara dengan
bendahara pengeluaran.

Pasal 21

Bendahara  pengeluaran  pembantu  secara  administratif
bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara administratif
dengan  membuat laporan = pertanggungjawaban  secara
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional
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atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada bendahara pengeluaran.

Pasal 22

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
bendahara  pengeluaran  untuk  meningkatkan  efektivitas
pengelolaan belanja daerah.

Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan
Kepala SKPD.

Pegawai yang membantu bendahara pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Pasal 23
Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang:

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau
penjualan jasa;

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung; dan

d. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ berlaku juga terhadap bendahara penerimaan
pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara
khusus.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang
berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Bagian Kesebelas
TAPD

Pasal 24

Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang
dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘gerdiri atas Pejabat
Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan
kebutuhan.

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
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b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;

¢c. menyusun dan meMmbahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA SKPD:

membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;

g melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan
perubahan DPA SKPD;

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman
penyusunan RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BABIlV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD

Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 25

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah
yang dikelola oleh BUD.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, pencatatan
penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan setelah adanya
pehgesahan BUD atas laporan dari PA.

Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat
dilakukan secara elektronik diantaranya memuat informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen,

Pasal 26

PA/KPA, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan
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Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimmaan
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab

terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.

Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang

dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang
bersangkutan.

Pasal 27

Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari
yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1)

(1)

Pasal 28

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan
Surat Penyedizaan Dana (SPD) atau dokumen Jlain yang
dipersamakan dengan SPD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat dilakukan
jika dalam keadaan darurat melalui pergeseran anggaran yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan
dalam APBD.

Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip ekonomis,
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 29
Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat yang diberli wewenang menandatangani SpM;

c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan  surat
pertanggungjawaban;
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e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
bendahara khusus;

g bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran
pembantu; dan

h. pejabat lainnya dalam pelaksanaan APBD.

K.eputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun
anggaran berkenan.

Pasal 30

PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 31

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap
uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam
penguasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD
membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang
sehat.

Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Bupati.

Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang
bersangkutan.

Pasal 32

Dalam pengelolaan kas, Uang daerah yang belum digunakan dapat
dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek.

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa
dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui deposito, surat utang
negara, dan sertifikat Bank Indonesia.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui langkah-
langkah sebagai berikut:
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a. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek
sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah,
tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;

b. sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang

digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan
digunakan dalam waktu dekat (idle cash),

c. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jangka pendek kepada Bupati;

d. rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf
¢ mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan
investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi;

e. berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan
jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan
keputusan Bupati,

f. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf e, BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan
(SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas
umum daerah ke dalam investasi yang dipilih; dan

g. investasi jangka pendek harus disetor ke rekening kas umum
daerah paling lambat per 31 desember.

Pasal 33

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD.

Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat “(1)
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dokumen vyang digunakan dalam proses penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. buku kas umum (BKU);
b. register SP2D; dan
c. register surat penolakan penerbitan SP2D.

Pasal 34

Berdasarkan nota kredit atau bukti penerimaan laiq yang sah,
BUD mencatat pada buku kas umum pada sisi peénerimaan pada
kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

BUD mengidentifikasijenis dan kode rekening pendapatan.

BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas
Umum.
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Pasal 35

Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran
uang dari RKUD.

Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen SPM yang diterbitkan
oleh PA/KPA.

Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada BKU pada sisi
kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

Pasal 36

Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam
pengelolaannya,

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
BUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Laporan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam
bentuk:

a. laporan posisi kas harian (LPKH);
b. rekonsiliasi bank atas posisi kas harian.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setiap hari
dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya
kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

Disamping laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD
membuat buku kas umum BUD dan register SP2D yang telah
diterbitkan.

Register SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara
otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan
daerah yang terintegrasi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Yang Tidak Melalui RKUD

Pasal 37

Pencatatan dan pengesahan penerimaan yang tidak melalui RKUD

yaitu:

a. berdasarkan bukti penerimaan yang sah dan lengkap,
Bendahara yang berwenang menyusun laporan realisasi
penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dan
menyampaikan kepada Kepala SKPKD selaku PA yang
ditembuskan kepada Kepala SKPD;

b. Kepala SKPKD selaku PA menyampaikan surat permintaan
pengesahan penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD
dilampiri laporan realisasi penerimaan kepada BUD;

c. berdasarkan surat permintaan pengesahan pénerimaan yang
tidak dilaknkan melalui RKUD dari Kepala SKPKD selaku PA,
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BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer
(SP2T) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan/atau informasi yang diterima langsung oleh BUD dari
pemerintah, BUD menerbitkan SP2T sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

berdasarkan SP2T dimaksud, BUD melakukan pencatatan

penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pencatatan dan pengesahan pengeluaran yang tidak dilakukan
melalui RKUD yaitu:

a.

Bendahara yang berwenang melaksanakan pengeluaran yang
tidak dilakukan melalui RKUD dengan melakukan tahapan
meneliti  kelengkapan dokumen pembayaran, menguji
kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran, dan menguji ketersediaan dana untuk
pengeluaran yang tidak dilakukan melalui RKUD;

dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
terpenuhi, Bendahara yang berwenang dapat menolak
permintaan pengeluaran belanja dari PA/KPA dan PPTK;

Bendahara yang berwenang mencatat setiap terjadi transaksi
belanja pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku
Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;

Bendahara yang berwenang menyusun Laporan Realisasi
belanja berdasarkan buku kas umum dan/atau buku
pembantu, informasi penerimaan yang tidak dilakukan melalui
RKUD, dan rekapitulasi realisasi belanja;

Bendahara yang berwenang menyampaikan laporan realisasi
belanja setiap bulan kepada Kepala SKPD/Pejabat lainnya
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk
mendapat persetujuan dengan melampirkan antara lain npota
permintaan pembayaran, dan bukti-bukti belanja vang lengkap
dan sah;

Laporan realisasi belanja serta lampirannya sebagaimana
dimaksud pada huruf e serta Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) pejabat penanggung jawab anggaran,
disampaikan kepada PA melalui PPK SKPD untuk dilakukan
verifikasi;

PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan
realisasi pengeluaran yang tidak dilakukan mejalui RKUD;

Verifikasi dilakukan untuk menguji:

1) kelengkapan dan keabsahan dokumen serta bukti-bukti
belanja;

2) perhitungan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran
yang tidak dilakukan melalui RKUD setiap bulan;

3) kesesuaian belanja dengan DPA SKPD, dan informasi
penerimaan yang tidak dilakukan melalui RKUD dari

e e m vl amdAdreAaraaT MAcCATA -
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4) kesesuaian SPTJM yang ditandatangani oleh
PA/KPA/Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dengan informasi alokasi

anggaran dan penggunaan dana yang tidak dilakukan
melalui RKUD.

dalam hal hasil verifikasi tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui
Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan
rekapitulasi realisasi belanja kepada PPTK/Pejabat Lainnya
sesuai dengan Kketentuan Peraturan Perundang-undangan
untuk diperbaiki;

Hasil perbaikan atas verifikasi disampaikan kembali oleh
PPTK/Pejabat Lainnya sesuai dengan Lketentuan Peraturan

Perundang-undangan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD
kepada PPK SKPD;

berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j,
PPK SKPD menyiapkan Surat Perintah Pengesahan Belanja
(SP2B)  selanjutnya, disampaikan kepada PA untuk
ditandatangani;

PA menyampaikan SP2B yang dilampiri rekapitulasi belanja
kepada BUD untuk menjadi dasar penerbitan Surat
Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD; dan

SPB sebagaimana dimaksud pada huruf 1, menjadi dasar PA
melakukan pencatatan realisasi belanja sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitolis

Pasal 38

(1) Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

(2)

a.

C.

pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara
khusus lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga
seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4
ayat (2), dan/atau PPN;

potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai penerima
upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, kepala desa/perangkat
desa dan pegawai lainnya, simpanan peserta taspen, PPh Pasal
21, taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan
kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian; dan

jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi
belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar
pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari
dokumen kelengkapan transaksi.
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Penerimaan kas transitoris diperlukan sebagai hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK).

Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang
pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK).

Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak
mempengaruhi SiLPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran Namun informasinya disajikan dalam neraca
sebagai utang PFK dan di laporan arus kas (LAK) di bagian
aktivitas  transitoris sesuai dengan  standar akuntansi
pemerintahan.

Pasal 39

Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah kas daerah,
tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

Pasal 40

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/
bendahara khusus lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan
sebagai wajib pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-
undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja
melalui UP/GU/TU/LS.

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/
bendahara khusus lainnya sebagai wajib pungut pajk sesuai
Peraturan Perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara.

Atas pungutan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu/bendahara khusus lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan melakukan
pencatatan pada buku pembantu pajak.

Pasal 41

Penyetoran kas transitoris pada Kuasa BUD atas potongan pajak

dan potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme
LS dilakukan langsung oleh bank.

Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga
atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan
vang telah ditentukan.

Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan apabila pihak bank persepsi belum dapat melakukan
mekanisme penyetoran dimaksud.
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Bagian Kelima
Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Pasal4?2

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran kas SKPD berdasarkan
DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Rencana anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kuasa BUD.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rencana anggaran kas SKPD

paling lJama 2 (dua) hari sejak diterimanya rencana anggaran kas
dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi rencana angggaran kas
SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD:

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana
penarikan dana dalam DPA-SKPD.

Bagian Keenam
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 43

Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 ({tiga) hari
setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh

setiap Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD

meliputi:

a. pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

b. rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan;

c. sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

d. rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
rencana penarikan dana setiap SKPD;

f batas akhir penyerahan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat 6 {enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; dan

g batas akhir penetapan rancangan DPA-SKPD.
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Pasal 44

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat
pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD
yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari
setelah surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

a. rancangan ringkasan DPA-SKPD;

b. rancangan DPA-pendapatan SKPD;

¢. rancangan DPA-belanja SKPD;

d. rancangan DPA-rincian belanja SKPD; dan
e. rancangan DPA-pembiayaan SKPD.

Pasal 45

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama
dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, atau

paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-
SKPD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurhaan rancangan
DPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran.

Pasal 46

Kuasa BUD berdasarkan rencana anggaran kas SKPD yang telah
diverifikasi menyusun rancangan anggaran kas pemerintah
daerah.

Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran Kkas
pemMmerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lambat | (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas
pemerintah daerah diterima.

Bagian Ketujuh
Surat Penyediaan Dana

Pasal 47
Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran
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Rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.

Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada
Kepala SKPD.

Pasal 48

SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan
SKPD atau unit SKPD setiap periodik.

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapat kondisi sebagai berikut:

a. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak.

Perubahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar permintaan pembayaran berikutnya.

Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Bagian Kedelapan
Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah

Pasal 49

Semua penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD dan
penyetorannya melalui RKUD.

Dalam hal penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD
melakukan pengesahan dan pencatatan penerimaan daerah
tersebut.

Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran pellerimaan
dapat melebihi 1 (satu) hari.

Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan
sah atas setoran.

Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
meliputi dokumen elektronik.

Pasal 50

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai
dan/atau non tunai.

Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Ailalcuilkcan dengan cara:
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a. penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan
dengan penerbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain
yang sah; dan

b. penyetoran penerimaan pendapatan secara non tunai

dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota  kredit/media
elektronik lainnya,

Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota
kredit/media elektronik/dokumen lain yang dipersamakan.

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya:

a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis
daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari;

b. atas nama pribadi.

Pasal 51

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran,
pendapatan daerah dapat dibedakan:

a. pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
melalui pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen
penetapan pendapatan daerah; dan/atau

b. pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).

Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran
pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah
dilaksanakan sebagai berikut:

a. penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan
oleh Bupati, didasarkan pada dokumen surat ketetapan sesuai
dengan jenis pendapatan yang diatur dalam Peraturan
Perundang-undangan; dan

b. penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajb
pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan.

Penatausahaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) didasarkan pada dokumen/bukti meliputi:

a. surat ketetapan pajk daerah (SKP-Dj;

b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-D);

c. surat setoran pajak daerah (SSPD);

d. surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD)

e. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);

f surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan
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g surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
h. surat tanda bukti pembayaran (STBP);

1. surat tanda setoran (STS}

j- nota kredit dari bank;

k. surat perjanjian;

l.  dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

m. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

n. bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau
pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan
pendapatan daerah.

Penetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D);

b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-Dj;

¢. surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD);

d. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); dan
e

dokumen penetapan lainnya yang sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Surat ketetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada wajib pajak/retribusi sebagai dasar
pembayaran dan Xkepada bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan.

Pasal 53

Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas
pemungut yvang ditunjuk oleh PA/KPA.

Bendahara  penerimaan/bendahara  penerimaan  pembantu
melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan
berdasarkan dokumen penetapan.

Pasal 54

Penagihan atas pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara
manual, surat elektronik, nofitikasi sistem secara digital dan/atau
media elektronik lainnya.

Langkah-langkah penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:

a. petugas pemungut Dberdasarkan dokumen = penetapan
pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak
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b. penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan
jadwal yang tercantum dalam dokumen = penetapan
pendapatan.

Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a. petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b. dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pihak ketiga; dan

c. petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen
kepada  bendahara  penerimaan/bendahara  penerimaan
pembantu dan PPK-SKPD.

Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:

a. petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b. petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu atas
pengiriman surat elektronik pendapatan.

Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis
sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media
lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki
kewa jiban untuk membayar pendapatan daerah.

Bagian Kesembilan
Pembukuan Bendahara Penerimaan

Pasal 55

Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harys
melakukan pengendalian atas penerimaan dan Ppenyétoran
pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya.

Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan buku-buku
sebagai berikut:

a. laporan penerimaan dan penyetoran;

b. register STS; dan

c. buku kas umum.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen
tertentu sebagai berikut:

a. tanda bukti penerimaan;

b. surat tanda setoran,

c. nota kredit bank; dan

d. bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen

. R B
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Bagian Kesepuluh
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 56
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara
penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus

menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab secara
administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban
bendahara penerimaan memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Pasal 57

Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban administratif kepada PA melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban fungsional yang merupakan hasil konsolidasi
dengan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 58

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan Jlaporan
pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat
tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(1)

Pasal 59

Laporan pertanggungjawaban (LPJ} bendahara penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan
pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penérimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara.

LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
surat ketetapan pajak/retribusi daerah;

BKU;

laporan penerimaan dan penyetoran,

register STS;

bukti penerimaan dan penyetoran yang langkap dan sah; dan

S S - N B~ A

pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.

Pasal 60

Verifikasi LPJ bendahara penerimaan dilakukan oleh PPK-SKpD
sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
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Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. meneliti transaksi penerimaan beserta tanda  bukti

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait;

b. meneliti transaksi penyetoran  beserta tanda  bukti

penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait; dan

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses penierimaan pendapatan dan penyetorannya.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

PPK SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara
penerimaan kepada PA.

Bagian Kesebelas
Rekonsiliasi Penerimaan

Pasal 61

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku
BUD melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi melakukan
verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.,

Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, meliputi:

a. kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan;

b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan
c. analisis capaian realisasi penerimaan,

Rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ~ayat (1)
dilakukan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara
hasil rekonsiliasi.

Bagian Keduabelas
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan

Pasal6?

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau
retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan Surat Ketétapan
Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan
penerimaan pendapatan daerah,

SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB);
b. surat ketetapan retribusi lebih bayar (SKRLB).
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Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yang sudah disampaikan.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
b. rekomendasi APIP;

c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI};

d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah
tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau

e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

Bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi

kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Setelah proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
bendahara penerimaan menyiapkan SKLB.

SKLB disahkan dan diterbitkan oleh pejabat yang diberi

kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan
daerah.

Pasal 63

Pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 ayat (1) terdiri dari:

a. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yang bersangkutan;

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
tidak berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan; dan

c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya
tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, bendahara penerimaan SKPD/SKPKD
melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses
pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah
Aan memhehankannva nada rekening belania tidak terduga.
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Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 64

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang
dimaksud.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
termasuk untuk belanja wajib dan mengikat, keperluan keadaan

darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan UP yang
dikelola cleh bendahara pengeluaran.

Dalam proses belanja menggunakan UP, bendahara pengeluaran
dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada
penyedia barang/jasa atau penerima lainnya dan/atau melalui
pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening bendahara pengeluaran ke rekening PPTK dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK.

Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud
kepada bendahara pengeluaran melalui transfer ke rekening
bendahara pengeluaran.

Dalam hal uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, bendahara pengeluaran membayar kekurangannya kepada
PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.

Bagian Keempatbelas
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun
Anggaran

Pasal 66

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas lkatan perjanjian/
kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
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a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
terselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun berkenaan;

b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa;

c. keadaan di luar kendali pemerintah daerah dan/atau penyedia

barang/jasa termasuk keadaan kahar (force majeure] sesuai
Peraturan Perundang-undangan; dan

d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui mekanisme perubahan APBD.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/
kontrak/perikatan lainnya sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang
melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelimabelas
Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak

Pasal 67

Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak

(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan
Daerah.

Sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki kriteria:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan
satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12
(dua belas) bulan;

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap Dberlangsung pada pergantjan tahun
anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rur_nah
sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan Jasa
cleaning service,

c. jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampauj masa
jabatan Bupati; dan

d. dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sUb kegiatan tahun
jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun
anggaran.

Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan
Larearma atitara Bunati dan DPRD.
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Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

dgandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan
PPAS.

Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4}
sekurang-kurangnnya memuat:

a. nama sub kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
¢. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun,

Bagian Keenambelas
Belanja Wajib dan Mengikat

Pasal68

Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti:

pembayaran gaji ASN;
pembayaran jasa listrik;

pembayaran jasa air;
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pembayaran jasa internet; dan
e. pembayaran iuran jaminan kesehatan.

Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan  pemenuhan  pendanaan  pelayanan  dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga.

Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum DPA-
SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan.

Bagian Ketujuhbelas
Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 69
Pembiayaan daerah terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a bersumber dari:

a. SiLPA;
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c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d- penerimaan pinjaman daerah:;

€. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
i

penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Peéngeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat digunakan untuk pembiayaan:

a. pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
penyertaan modal daerah;
pembentukan dana cadangan;

pemberian pinjaman daerah; dan/atau
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pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pentausahaan penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui RKUD.

Dalamn hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah
tersebut.

Pasal 70

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

a,

b.

menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi belanja,

mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia
angggarannya;

membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
melunasi kewa jiban bunga dan pokok utang;

mendanai kenaikan gaj dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya
kebijakan pemerintah;

mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia
anggarannya; dan/atau

mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
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Pasal 71

Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD

dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan
sesuai peruntukannya.

pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang
bersangkutan mencukupi.

Remi_ndahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan sesuai
peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan

yang ditetapkan dehgan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
Dana Cadangan.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD,

Pasal 72

Penerimaan kas atas penerimaan kemball pemberian pinjaman daerah
melalui RKUD.

(1)

(2)

(1)

(3)

Pasal 73
Pinjaman daerah bersumber dari:
pemerintah pusat;
pemerintah daerah lainnya;
lembaga keuangan bank;

lembaga keuangan bukan bank; dan
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masyarakat.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan
Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 74

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan dana cadangan
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana
Cadangan.

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap
tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk dana cadangan
pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk
deposito dan/atau Investasi jangka pendek lainnya yang beresiko
rendah.

Dalam hal terdapat bunga dana cadangan atas pemanfaatan dana
cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga dana
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(4) A‘lo!«:asi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipindahbukukan dari RKUD ke rekening dana cadangan.

(9} Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 75

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik

negara/daerah dan/atau badah usaha lainnya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 76

(1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan
pembebanan melalui RKUD.

(2) Tata cara pembayaran pokok utang yangjatuh tempo diatur dalam

peraturan bupati dehigan mengacu pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 77

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD
berkewa jiban untyk:

a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
Kepala SKPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Bagian Kedelapanbelas
Penetapan Besaran Uang Persediaan

Pasal 78

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub Kkegiatan, SKPD
diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD,

(2) Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS.

(3) Penghitungan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran
belanja yang menggunakan LS.

(4) Perhitungan besaran anggaran belanja yang menggunakan LS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam rencana
pencairan dana yang diajukan oleh PA kepada BUD untuk
diverifikasi yang berisi rencana pembayaran belanja dengan
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Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Bupati tentang Besaran UP.

Keputusan Bupati tentang Besaran UP sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada
awal tahun anggaran dan dilampiri dengan rencana pencairan

dana SKPD yang telah diverifikasi oleh kuasa BUD dan disetujui
oleh PPKD.

Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja
pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/retail online
termasuk Bela Pengadaan, maka Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing
SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja
modal melalui mekanisme UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPD diatur tersendiri dalam
Peraturan Bupati Wakatobi tentang Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah (KKPD).

Bagian Kesembilanbelas
Permintaan Pembayaran

Pasal 79

Permintaan pembayaran dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai proses
awal pembayaran oleh pemerintah daerah kepada pihak terkait
sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja.

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. SPP uang persediaan (SPP-UP);

b. SPP ganti uang (SPP-GU);

c. SPP tambah uang (SPP-TU), dan

d. SPP langsung (SPP-LS).

SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu terdiri
dari:

a. SPP tambah uang (SPP-TU);

b. SPP langsung (SPP-LS).

Pasal 80

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian UP yang mengacu
pada Keputusan Bupati tentang Besaran UP-

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakgkan oleh
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PA/KP{\ melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang
persedlaan.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. surat pengantar SPP-UP;
ringkasan SPP-UP;

rincian SPP-UP;

SK Bupati tentang Besaran UP;
salinan SPD; dan

graft Pernyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani oleh
A

Pasal 81

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui
PPK-SKPD dilampiri strat pengesahan laporan
pertanggungjawaban UP.

Besaran GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh
bendahara pengeluaran.

Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
darti:

a. surat pengantar SPP-GU;

b. ringkasan SPP-GU;

¢. rincian SPP-GU;

d. laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP disertai

dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk
dokumen perpajakan terkait;

e. draft surat pernyataan pengajuan  SPP-GU untuk
ditandatangani oleh PA; dan

f. salinan SPD.

Bukti transaksi yang sah dan lengkap sebagai syarat dokumen
SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf d disimpan
pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kall dalam sebulan disesuaikan
kebutuhan dan ketersediaan dana.

Pasal 82

Bendahara  pengeluaran/bendahara pengeluaran  pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.
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Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk mempercleh persetujuan dari

PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang
persediaan.

Dalam rangka pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), PPTK menyusun TOR/KAK yang minimal memuat jadwal
kegiatan dan rincian rencana penggunaan dana ‘TU dan
disampaikan kepada PA untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), PA mengajukan permohonan pengajuan TU kepada PPKD
yang dilampiri dengan TOR/KAK untuk disetujui.

Persetujuan pengajuan pengajuan TU oleh PPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pengajuan permintaan
pembayaran TU.

Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
untuk membiayai:

a. kegiatan yang sifatnya mendesak; dan
b. kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan
rencana pencairan dana yang telah disetujui oleh PPKD.

Untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pencairan
dana dengan melalui mekanisme TU, namun pelaksanaannya telah
selesai maka mekanisme pembayaran dilakukan melalui LS
dengan melampirkan alasan perubahan tersebut.

Kegiatan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a diperuntukan dalam rangka menunjang tugas
SKPD vyang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda
pelaksanaannya.

Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b digunakan untuk membiayai
kegiatan tertentu yang merupakan satu kesatuan aktifitas/
pengelompokan belanja.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:

a. surat persetujuan TU oleh PPKD;
surat pengantar SPP-TU;
ringkasan SPP-TU;

rincian rencana penggunaan TU;
salinan SPD;

™0 a0 o

draft surat pernyataan pengajuan pengajuan SPP-TU untuk
ditandatangani oleh PA; dan

g. surat keterangan TU.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke RKUD dilampir!
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(13) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(1)

(2)

pada ayat (12) dikecualikan untuk:
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 {satu} bulan;

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah
ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali

PA/KPA yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
sah.

Pasal 83

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh
bendahara pengeluaran untuk pembayaran:

a. gaj dan tunjangan;
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa;

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan; dan

d. belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola, serta
kegiatan operasional lainnya yang telah ditetapkan dalam
rencana pencairan dana dibayarkan melalui mekanisme LS.

Pengajuan SPP LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan

sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan Kketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 84

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai Peraturan
Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna
memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaj dan tunjangan serta
penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. surat pengantar SPP-LS;

ringkasan SPP-LS;

salinan SPD; dan
lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan
serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {2],
mencakup:

b
c¢. rincian SPP-LS;
d
e

a. pembayaran gaj induk;
b. gaj susulan;

c. kekurangan gaji

d

gaj terusan,
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surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
surat keputusan kenaikan pangkat;

surat keputusan pengangkatan dalam jabatan;
kenaikan gaji berkala;

surat pernyataan pelantikan;

surat pernyataan mendudukijabatan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu

permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil
(KP4);

fotokopi surat nikah;

fotokopi akte kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
surat keterangan masih sekolah/kuliah;

surat pindah;

surat kematian;

e-billing; dan

Peraturan  Perundang-undangan mengenai penghasilan
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Bupati/Wakil Bupati.

Penerbitan SKPP Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf p
dilengkapi dengan:

a.

g

-~ 0 a0 o

Surat Keputusan Pensiun Asli bagi pegawai yang pensiun;
SK Pindah;

SKPP dari SKPD;

pas foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
surat keterangan bebas barang milik daerah;

surat pernyataan bebas kredit dari bank untuk pegawai yang
pindah keluar Kabupaten; dan

surat keterangan bebas temuan untuk pegawai yang pindah
keluar Kabupaten.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaj dan
tun jangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai
dengan peruntukannya,

Pasal 85

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa untuk
disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka
pengajuan permintaan pembayaran.

Dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud
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surat pengantar SPP-LS;
ringkasan SPP-LS;
rincian SPP-LS; dan
lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup:

a.
b.

salinan SPD;

e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani
wajib pajak (untuk belanja kena pajak);

surat perjanjian kontrak/SPK pengadaan barang/jasa antara
PA/KPA dengan pihak ketiga (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00});

Nota/bukti pembelian/pembayaran untuk pengadaan
barang/jasa sampai dengan Rpl10.000.000,00 atau Kuitansi

untuk pengadaan barang/jasa sampai dengan
Rp50.000.000,00;

surat perintah mulai kerja (SPMK) (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan/penyedia {untuk
belan ja kena pajak},

fotokopi rekening bank a.n. perusahaan/penyedia;

surat perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah daerah
dengan pihak ketiga (khusus untuk pengadaan barang/jasa
diatas Rp50.000.000,00);

berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh
KPA, pihak ketiga dan konsultan pengawas dan/atau direksi
teknis yang ditunjuk dengan keputusan Kepala SKPD (khusus
untuk pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh KPA,
konsultan pengawas, pihak ketiga dan direksi teknis bila ada

(khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

setiap tahap permintaan pembayaran termin dan permintaan
pembayaran 100% (seratus persen} harus melampirkan back up
data kemajuan realisasi hasil pekerjaan (khusus untuk
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

fotokopi sah surat jaminan uang muka/pelaksanaan dan/atau
jaminan pemeliharaan dari bank atau yang dipersamakan yang
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank

(khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

berita acara penyelesaian pekerjaan untuk pekerjaan
konstruksi (khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);
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n. berita acara serah terima barang / Jjasa (khusus untuk
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

0. berita acara pembayaran (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

p. kwi_tansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak
ketiga dan PPK serta disetujui oleh PA/KPA (khusus untuk
pengadaan barang/jasa diatas Rpl10.000.000,00);

q. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan
oleh bank atau lembaga keuangan non bank (khusus untuk
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

r. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang
dilaksanakan di luar wilayah kerja (khusus untuk pengadaan
barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

s. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan
dari PPK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan (khusus
untuk pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00);

t. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian
pekerjaan (khusus untuk pengadaan barang/jasa diatas
Rp50.000.000,00);

u. screenshot Penilaian Kinerja Penyedia melalui aplikasi SPSE
untuk pencairan 100% (kecuali pengadaan barang/jasa yang
melalui mekanisme pencatatan);

v. potongan Jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek) (khusus untuk
pengadaan barang/jasa diatas Rp50.000.000,00); dan

w. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya
menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dan
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan
bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti kas
dan bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam
surat penawaran.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai
peruntukannya dan dicantumkan dalam resume kelengkapan
dokumen pembayaran LS barang/jasa, dan disimpan pada SKPD
yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, maka bendahara
pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang/
jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PA setelah ditandatangani oleh
PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD.
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Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang/jasa dapat juga dilakukan oleh bendahara pengeluaran

pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan
barang/jasa oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga] hari sejak diterimanya
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pasal 86

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga
lainmmya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh
persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD.

SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pembayaran antara lain:

hibah berupa uang;
bantuan sosial berupa uang;

a.
b
c. bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD);
d. subsidi;

e. bagi hasil;

f.

belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
dan

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

Dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;

¢c. rincian SPP-LS;

d. salinan SPD; dan

e. lampiran SPP-LS.

Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e,
mencakup:

a. hibah berupa uang:
1. surat keputusan bupati tentang penerima hibah;
NPHD;
proposal penggunaan,
pakta integritas;
fotokopi rekening penerima hibah;

» ook W N
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fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hibah kepada
panitia pembangunan masjid);

laporan realisasi penggunaan dana hibah tahap
sebelumnya;

SPTJM,;
bukti kas; dan

dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

bantuan sosial berupa uang:

o H GG RE R E

keputusan bupati tentang penerima bansos;
proposal;

fotokopi rekening penerima bansos;

fotokopi KTP penerima bansos;

bukti kas;

SPTJM;

bukti kas;, dan

dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) :

1.

peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di
Kabupaten Wakatobi;

rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan
desa;

surat permohonan pencairan dari kepala desa;
SPTJM kepala desa;

pakta integritas;

fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa;
NPWP desa;

fotokopi rekening desa,

rincian penggunaan dana desa;

. SPTJB (untuk permintaan tahap II dan IlI);

.realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan

tahap III);

. bukti kas; dan

.dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan

perundang-undangan.
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d. subsidi:

1. keputusan bupati tentang penerima subsidi;

2. permohonan pencairan dari BUMN dan/atau BUMS;

3. SPTJM Kepala SKPD terkait;

4. perjanjian Ker'ja sama;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak Badan (NPWP); dan

6. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

e. bagi hasil pajak dan retribusi daerah:

1. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah
setiap desa di Kabupaten Wakatobi;

2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan
desa;

3. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;

4. surat pelunasan PBB;

5. SPTJM kepala desa;

6. bukti kas; dan

7. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

f. belanja tidak terduga wuntuk pengembalian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya:

1. surat ketetapan lebih bayar (SKLB);

2. surat ketetapan penggunaan BTT untuk pengembalian
kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan
provinsi; dan

3. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK:

1

3.

3.
4,
S.

surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban pemda atas
putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK;

surat rekomendasi dari instansi/lembaga terkait yang
berwenang;

fotokopi rekening penerima;
fotokopi KTP penerima; dan

dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada ayat {4) digunakan sesuai peruntukannya dan disimpan pada
SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
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Pasal 87

Pengakuan belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola,
serta kegiatan operasional lainnya yang telah ditetapkan dalam

rencana pencairan dana dibayarkan melalui mekanisme LS dapat
dimintakan melalui SPP-LS.

Khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
bertahap dan pembayarannya dilakukan berdasarkan progres

pekerjaan, dengan tahap I dalam bentuk uang muka maksimal
40%.

Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. surat pengantar SPP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS; dan

d. lampiran SPP-LS.

Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
mencakup:

a. salinan SPD;
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD terkait;

c. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani
wajib pajak;

surat keputusan penunjukan panitia;
bukti kas;

daftar penerimaan;

nota pesanan dan faktur pembelian; dan
surat tugas, SPPD; dan

i. bukti kelengkapan lainnya yang sah.

Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola
mencakup:

BERe =B

a. salinan SPD;

b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatanganj
wajib pajak;

c. kerangka acuan kerja (KAK)/term of reference (ToR);

d. surat keputusan PA tentang pembentukan tim pereéncanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan Jalan
dan jembatan;

e. rencana anggaran biaya (RAB);
f. laporan pertanggungjawaban (SPJ);

g laporan harian yang ditandatangani oleh PPK, tim pelaksana,
dan tim pengawas;

h. laporan mingguan yang ditandatangani oleh PPK, tim
pelaksana, dan tim pengawas;
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i. Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh PPK, tim
pelaksana, dan tim pengawas;

j. foto/buku/dokumentasi tingkat kema juan/penyelesaian
pekerjaan;

k. gambar hasil pelaksanaan pekerjaan asbuilt drawing; dan

1. backup data.

Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sesuai peruntukannya dan
disimpan pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan

administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional

Pasal 88

Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:

a.

=
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(1)

(2)

buku kas umum;

buku simpanan/bank;

rekening koran bank;

buku pajak;

buku panjar;

buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan
register SPP-UP/GU/TU/LS.

Pasal 89

PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU,
SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran.

Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara
pengeluaran untuk dilengkapi.

Bagian Keduapuluh
Perintah Memhayar

Pasal 90

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki PA/KPA
untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD.

Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
didahului dengan proses verifikasi oleh PPK SKPD/PPK Unit SKpD.

PPK Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari bendahara pengeluaran pembantu.
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Dalam hal dokumen SPP dinyatakan memenuhi syarat, PA/KPA
menerbitkan SPM.

Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak memenuhi syarat,
PA/KPA tidak menerbitkan SPM.

Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara dan/atau tetap, dapat

ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 91

Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan Keputusan Bupati tentang Besaran UP.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sesuai, PPK SKPD menyiapkan rancangan Perintah

Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk
ditandatangani PA.

PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian disampaikan kepada BUD, yang terdiri dari

a. SPM-UP;

surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA (bermeterai);
surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh PA (bermeterai);
surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan

checklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD.

o po o

Pasal 92

PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ penggunaan
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari bendahara
pengeluaran dengan langkah berikut:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

¢. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan
dokumen perpajakan terkait, dan

d. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LpJ
penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbajkan
dan/atau penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran paling
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD
menyiapkan  pengajuan  perintah  membayar GU yang
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh
A
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PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri dari:

a. SPM-GU sebanyak 2 {dua} rangkap;
b. surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA (bermeterai);

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM} oleh PA
sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2
tidak bermeterai,

d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) oleh PA
(bermeterai};

e. berita acara rekonsiliasi pendapatan dan berita acara
rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi;

f. Dberita acara rekonsiliasi persediaan dari bidang aset;

g. asli bukti tanda terima laporan Realisasi dari Inspektorat
Daerah Kabupaten Wakatobi;

h. laporan P3DN {Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri),
i. laporan pajak;

j. laporan inflasi (khusus OPD yang mengelola kegiatan terkait
pengendalian Inflasi);

k. laporan stunting inflasi (khusus OPD yang mengelola kegiatan
terkait penanganan stunting},

1. laporan SPM Inflasi (khusus OPD bidang urusan wajb
pelayanan dasar};

m. laporan bansos (khusus OPD yang mengelola kegiatan terkait
Bansos);

n. laporan kemiskinan ekstrim (khusus OPD yang mengelola
kegiatan terkait penghapusan kemiskinan ekstrim)

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan

p. checklist kelengkapan dokumen SPP-GU yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD.

Pasal 93

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang disertai
dengan daftar rincian rencana belanja TU, PPK-SKPD/PPK unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan perintah membayar TU.
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Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
perbaikan  dan/atau  penyempurnaan kepada  bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar

TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk
ditandatangani oleh PA.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri
dari:

a. SPM-TU;
b. surat persetujuan TU oleh PPKD;

c. rincian kegiatan (TOR/KAK) yang paling sedikit memuat jadwal
kegiatan,;

d. surat pernyataan pengajuan SPM-TU oleh PA/KPA (bermeterai),

e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) oleh PA/KPA
(bermeterai);

f surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, 1 rangkap
bermeterai};

g. checklist kelengkapan dokumen SPP-TU yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD; dan

h. rencana pencairan dana.

Pasal 94

Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang dilengkaI_Ji
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan  jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem;

d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan

meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan L3 dengan
dokumen pendukungnya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan
Aan/atan ketidaksestiaian. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta
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perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada  bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar

LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA.

Pasal 95

PA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS gaji dan tunjangan
paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang
terdiri dari:

a. SPM-LS (2 rangkap);
b. daftar gaji;
¢ e-billing pajak;

d. SPTJM oleh PA sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai
dan lembar ke 2 tidak bermeterai),

e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

f. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD (2 rangkap),

g. pembayaran gaj induk;
h. gaj susulan,

i. kekurangan gaji;

j. gaji terusan,

surat keputusan pengangkatan calon pegawal negeri sipil;

= =

surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil;
. surat keputusan kenaikan pangkat;

surat keputusan pengangkatan dalam jabatan,

kenaikan gaj berkala;

surat pernyataan pelantikan,

surat pernyataan menduduki jabatan;

surat pernyataan melaksanakan tugas;

»w %o w° 0 B 3

surat keterangan pembayaran tunjangan kgluarga/ka{:‘tl_l
permohonan penambahan penghasilan pegawal negeri SIpPl
(KP4,

fotokopi surat nikah;,

fotokopi akte kelahiran;

surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
. surat keterangan masih sekolah/kuliah;

L
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y. surat kematian;
z. e-billing; dan

aa. Peraturan  Perundang-undangan  mengenai  penghasilan

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Bupati/Wakil Bupati.

pengajuan SPM LS gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berjalan.

Pasal 96

PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang /jasa
yang merupakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling
lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan
sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri
dari:

a. SPM LS (2 rangkap),

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA
sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2
tidak bermeterai);

c. resume kontrak;

sertifikat tanah dan surat pelepasan hak atas tanah dari
notaris untuk pengadaan tanah yang masih atas nama pihak
lain;

e. surat ukur dan akta jual beli untuk pengadaan tanah yang
belum bersertifikat;

f. permohonan pensertifikatan tanah pemda (permohonan hak
pakai) yang telah diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional;

g. bukti tanda terima dokumen kontrak untuk permintaan uang
muka ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi,

h. bukti tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan untuk
permintaan termin ditandatangani oleh SKPD dan penyedia
yang telah diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat
Daerah Kabupaten Wakatobi,

i bukti tanda terima dokumen berita acara serah terima
pekerjaan untuk permintaan pembayaran 100% (seratus
persen) ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi,

j. sertifikat badan usaha (SBU) atau dokumen lain yang
menyatakan kualifikasi penyedia;
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bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan untuk
permintaan 100% (seratus persen);

faktur pajak;

e-billing pajak;

fotokopi rekening koran giro/bank a.n. perusahaan/ penyedia;
fotokopi NPWP a.n. perusahaan/penyedia;

surat perjanjian, kontrak/SPK/nota pesanan (lembar 1, lembar
tanda tangan serta pasal yang mengatur cara pembayaran),

surat perintah mulai kerja (SPMK) khusus pekerjaan
kontraktual;

Surat pernyataan tanggung jawab penyedia (khusus pengadaan
kendaraan bermotor);

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai), dan

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD (2 rangkap).

PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS kepada pihak
ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan paling lama 1 (dua) hari sejak proses verifikasi
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada
Kuasa BUD, yang terdir dari:

a.

b.

hibah berupa uang:
1. SPM LS (2 rangkap),

2. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeterai) (lembar 1 bermeterai dan
lembar ke 2 tidak bermeterai};

3. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

4. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

5. surat keputusan bupati tentang penerima hibah;
fotokopi rekening penerima hibah; dan

7. fotokopi NPWP penerima hibah (kecuali hibah kepada
panitia pembangunan masjid).

bantuan sosial berupa uang:

1. SPM LS (2 rangkap);

2. surat pernyataan verifikast PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

3. SPTJM PA/KPA anggaran sebanyak 2 lembar (lembar 1
bermeterai dan lembar ke 2 tidak bermeterai);

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar ]
T mdmrmd Ao lambar 9 +idale hermeterail
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checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

surat keputusan bupati tentang penerima bansos; dan

fotokopi rekening penerima bansos.

c. bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD):

1,
2.

SPM LS (2 rangkap);

SPTJM PA/KPA sebanyak 2 (dua) lembar, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterail;

4, checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

5. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di
Kabupaten Wakatobi,

6. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan
desa;
surat permohonan pencairan dari kepala desa;

SPTJM kepala desa;

9. pakta integritas;

10. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa;

11. NPWP desa;

12. fotokopi rekening desa;

13. rincian penggunaan dana desa;

14. SPTJB (untuk permintaan tahap Il dan III);

15. realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan
tahap I11); dan

16. dokumen kelengkapan lain berdasarkan  Peraturan
Perundang-undangan.

d. subsidi

1. SPM LS (2 rangkap};

2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKpD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeterai);

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterail;

5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang

1o datamoani oleh PPE-SKPD (2 rangkap!:
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surat keputusan bupati tentang penerima subsidi;

Nomor Pokok Wajib Pajak Badan; dan

dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

bagi hasil pajak dan retribusi daerah:

1L
2.

8.
g.
10.
11.

SPM LS (2 rangkapy;

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeterai);

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai),

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap);

peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah
setiap desa di Kabupaten Wakatobi;

rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan
desa;

surat permohonan pencairan dana dari kepala desa;
surat pelunasan PBB;
SPTJM kepala desa; dan

dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan
penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya:

1.
2.

SPM LS (2 rangkap),

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, {lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeteraij;

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkapy);

surat ketetapan lebih bayar (SKLB);

surat ketetapan penggunaan BTT untuk pengembalian
kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan
provinsi; dan

dokumen kelengkapan lain berdasarkan  Peraturan
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pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK:

1. SPM LS (2 rangkap),

2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang
dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai
dan lembar 2 tidak bermeterai);

4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkapy);

6. surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban Pemda atas

putusan  pengadilan, rekomendasi APIP dan/atau
rekomendasi BPK;

7. fotokopi rekening penerima;
8. fotokopi KTP penerima; dan

9. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

(3) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang/jasa
yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling lama
2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri
dari:

a.
b,

h.

i

SPM LS (2 rangkap);

SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai dan
lembar 2 tidak bermeterai);

bukti validasi setoran pajak;
daftar rincian penggunaan anggaran;

khusus untuk belanja honor dilampirkan dengan sulat
keputusan penunjukan;

KAK/ToR (khusus untuk LS swakelola pemeliharaan rutin
jalan;

surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai);

checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani
oleh PPK-SKPD (2 rangkap); dan

relicana pefncairan dana.

{4) Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

Batas waktu akhir pengajuan SPM ganti uang persediaan, SPM
tambahan uang persediaan, SPM LS rutin kegiatan, dan SPM LS
Barang/Jasa diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bupati.
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Pasal 98

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat
(1) diajukan pada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

(1)

(2)

Pasal 99

Dokumen yang digunakan oleh PA/KPA dalam menatausahakan
pengeluaran perintah membayar mencakup:

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS;
b. register surat penolakan penerbitan SPM.

Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 100

Setelah tahun anggaran berakhir, PA/KPA dilarang menerbitkan SPM
yang membebani tahun anggaran yang berkenaan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)
(8)

Bagian Keduapuluhsatu
Pencairan Dana

Pasal 101

Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana atau SP2D
berdasarkan SPM yang diterimanya dari PA/KPA yang ditujukan
kepada bank operasional mitra kerjanya.

Pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, SP2D-LS rutin kantor
dan SP2D-LS gaji dan tunjangan, ditransfer dari RKUD ke rekening
bendahara pengeluaran dan/penerima yang berhak sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 1 oleh SKPD selaku penanggung
jawab anggaran, ditransfer dari RKUD ke rekening bendahara
pengeluaran.

Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 2 oleh lembaga/perangkat
daerah lain, swakelola tipe 3 oleh Ormas, swakelola tipe 4 oleh
kelompok masyarakat ditransfer langsung dari RKUD ke rekening
pelaksana swakelola.

Pencairan SP2D-LS belanja barang/jasa yang dipihakketigakan
ditransfer langsung dari RKUD ke rekening penyedia barang /jasa.

Pencairan SP2D-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditransfer langsung
dari RKUD ke rekening penerima.

Penerbitan SP2D paling lama 2 {dua) hari sejak SPM diterima.

Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai surat
pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK unit SKPD dan surat
pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA, Kuasa BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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(10)

(11)

(12)

(2)
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a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM; dan

d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam SPM.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA
apabila:

a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak
PA/KPA;

b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-
unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

c. tidak dilengkapi dokumen kelengkapan lainnya yang
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3),
Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (4), Pasal 95 ayat (1}, dan Pasal
96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan

d. pengeluaran tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana
tidak tersedia.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan
dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu)
hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Dalam hal proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan
dana yang didokumentasikan dalam Sp2D.

Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluhdua
Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Pasal 102

Dalam penatausahaan belanja daerah, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus melakulfan
pengendalian atas  pelaksanaan belanja yang menjadi
kewenangannya.

Dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut:

a. buku kas umum;
buku pembantu bank;

buku pembantu kas tunai;

L 0T
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)
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e. buku pembantu per jenis pajak
f.  buku pembantu panjar; dan
g register SPP/SPM/SP2D;

Pencatatan buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersumber pada data, antara lain:

a. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
SPP UP/GU/TU/LS;

SPM UP/GU/TU/LS;

SP2D;

rekening koran;

bukti peNerimaan dan penyetoran pajak; dan

@ ™0 a0 g

dokumen pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-
undangan.

Buku kas umum bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajb
ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan
PA/KPA.

Penutupan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri
berita acara pemeriksaan kas.

Bagian Keduapuluhtiga
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Pasal 103
Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib

menyampaikan Laporan Pertanggulgjawaban (LPJ).

Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat
tanggal 31 Desember.

Dokumen yarg digunakan dalam menatausahakan
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:

a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ);

b, register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran
(SPJ); dan

c. register penutupan kas;

Pasal 104

LPJ Penggunaan UP dilakukan bendahara pengeluaran pada setiap
pengajuan GU,
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(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan UP disampaikan kepada

(3)

(3)

(1)

(4)

PA melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP-GU dengan
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Pada akhir tahun, LPJ penggunaan UP disampaikan secara khusus
(tidak menjadi lampiran pengajuan GU)}, sekaligus sebagai laporan
sisa dana UP uang tidak diperlukan lagi.

Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.

Pasal 105

Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu

sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

a. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait tersedia,;

b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran; dan

c. meneliti keabsahan bukti belanja.

Pasal 106

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/ GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bujan berikutnya.

Bendahara pengeluaran menyiapkan LPJ bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ bendahara pengeluaran
pembantu.

Bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan LPJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) setiap akhir bulan untuk disampaikan
kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri:

a. BKU; dan

b. laporan penutupan kas.

PPK-unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani KpA untuk
mendapat persetujuan.

Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran,
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realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per
kegiatan yang dilampiri.

a. BKU; dan
b. laporan penutupan kas.

PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dengan langkah-langkah
sebagai berikut:

a., meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang
terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait;

b. meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait; dan

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
belanja dan pengeluaran kas.

Apabila dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6} PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka
PPK-SKPD melakukan pengajuan penandatanganan dan
persetujuan LPJ bendahara secara administratif kepada PA.

PA menandatangani LPJ bendahara pengeluaran yang sudah
diverifikasi sebagai bukti persetujuan.

Pasal 107

Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggungawabnya
dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD selaku BuD
melalui bidang akuntansi dan pelaporan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setelah mendapat persetujuan oleh PA.

Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ bendahara
pengeluaran pembantu, dilampiri:

a. laporan penutupan kas;

berita acara pemeriksaan kas beserta lampiran;
laporan keadaan kas pemegang kas;

register penutupan kas;

rekening koran,

BKU;

buku pembantu bank;

Ewm e &R o

buku pembantu kas tunai;

[

buku pembantu pajak;
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buku pembantu per jenis pajak;

k. bukti setoran pajak;
1. register SPP/SPM/SP2D;

m. rekapan kartu persediaan;

n. kartu persediaan metode FIFO; dan

o. LPJ bendahara pengeluaran pembantu.

(4) Lampiran LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
sebagai bahan rekonsiliasi belanja dan dituangkan dalam berita

acara.

Pasal 108

Bukti pendukung dan sahnya setiap pengeluaran uang pada bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, mencakup:

a. pengadaan barang/jasa:

1. pengadaan barang:

sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah):

a)

b)

1)

2)

3)

4)

tanda bukti kas yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran, Pengguna Anggaran, serta Penyedia
Barang/pegawai yang melakukan pembelian barang
(bermeterai  Rpl0.000,00 untuk belanja  diatas
Rp1.000.000,00);

bukti pembelian/bill/nota pembayaran (yang dibubuhi
tanda tangan dan/atau stempel dari Toko/penyedia
barang serta tanda tangan dan stempel dari PPK yang
dicantumkan nomor dan tanggal serah terima oleh PPX);

faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena
Pajak);
dokumentasi/foto barang (khusus untuk belanja modal

dan belan ja barang yang diserahkan ke
masyarakat/pihak ketiga); dan

bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung
makan /restoran.

diatas Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiahj:

1)
2)

bukti kas bermeterai Rp10.000,00;

Kuitansi yang dilengkapi dengan rincian nomor kuitansi,
jenis barang, spesifikasi, jumlah, dan harga satuan (yang
dibubuhi tanda tangan dan/atau stempel dari
Toko/penyedia barang serta tanda tangan dan stempel
dari PPK yang dicantumkan nomor dan tanggal serah
terima oleh PPK);
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3) berita acara pemeriksaan pekerjaan (khusus untuk
belanja modal dan belanja barang yang diserahkan ke
masyarakat/pihak ketiga);

4) berita acara pengujian fungsi perangkat (khusus mesin,
aplikasi dan alat elektronik;

S) berita acara serah terima pekerjaan;

6} berita acara serah terima pekerjaan dari ppk ke pengguna
barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang
diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga);

7) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena
pajak};
8 dokumentasi/foto barang (khusus untuk belanja modal

dan belanja barang yang diserahkan ke
masyarakat/ pihak ketiga);dan

9) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk
pembelanjaan makan minum di Tumah makan/ warung
makan /Testoran.

c) diatas Rp50.000.000,00 (sepuluh juta rupiah):
1} bukti kas bermeterai Rp10.000,00;
2) surat perintah kerja (SPK)/Kontrak;
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia;
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan,

5 berita acara pengujian fungsi perangkat (khusus mesin,
aplikasi dan alat elektronikj;

6) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;

7) berita acara serah terima pekerjaan dari ppk ke pengguna
barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang
diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga);

8 faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena
pajak);
9) dokumentasi/foto barang (kKhusus untuk belanja modal

dan belanja barang yang diserahkan ke
masyarakat/pihak ketiga);dan

10) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk
pembelanjaan makan minum di fumah makan/ warung
makan/restoran.

2. pengadaan konstruksi:
a) bukti kas bermeterai Rp10.000,00;
b} surat perintah kerja (SPK)/Kontrak;
¢) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
d) berita acara pemeriksaan peketjaan;
€) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;
f) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna



g
h)

i

j)

faktur pajak dan e-billing pajak;
dokumentasi (hard copy/ soft copy),

bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan;
dan

fotokopi jaminan pemeliharaan untuk pembayaran 100%
khusus yang menggunakan SPK dan Kontrak.

Pengadaan Jasa konsultansi:

a)
b)
¢
d)
e)

f)

g
h)

bukti kas bermeterai Rp10.000,00;

surat perintah kerja (SPK)/Kontrak;

laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;

berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke PPK;
berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK;

berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna
barang;

faktur pajak dan e-billing pajak;
dokumentasi (soft copy/hard copy).

pengadaan jasa lainnya:

a)

b)

sampai dengan Rpl10.000.000,00 {sepuluhjuta rupiah):

1) tanda bukti kas yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran, Pengguna Anggaran, serta Penyedia
(bermeterai  Rpl10.000,00 untuk  belanja  diatas
Rp1.000.000,00);

2) bukti pembelian/bill/nota pembayaran (yang dibubuhi
tanda tangan dan/atau stempel dari penyedia serta tanda
tangan dan stempel dari PPK yang dicantumkan nomor
dan tanggal serah terima oleh PPK});

3) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja Kena
Pajak); dan

4) dokumentasi/foto barang/Jasa.

diatas Rp10.000.000,00 {sepuluh juta rupiahj;

1) bukti kas bermeterai Rp10.000,00;

2) kontrak;

3) laporan hasil pekerjaan (tidak termasuk sewa menyeway;

4) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena
pajak).

Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan:

a)

b)

tanda bukti kas yang ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran, Pengguna Anggaran, serta Penyedia/pegawai

yang Mmelakukan pembelian barang/jasa (bermeterai
Rpl10.000,00 untuk belanja diatas Rp1.000.000,00);

bukti pembelian/bill/nota pembayaran (yang dibubuhi tanda
tangan dan/atau stempel dari pehyedia barang/jasa serta
tanda tangan dan stempel dari PPK yang dicantumkan
nomor dan tanggal serah terima oleh PPK), dan
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6. pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring

a) bukti kas (bermeterai Rpl0.000,00 untuk belanja diatas
Rp1.000.000,00),

b} surat pesanan;
c) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaar;

d) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat
(khusus mesin, aplikasi dan elektronik);

e} berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK:

f) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna
barang;

g (f;lealll;tur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja kena pajak);

h) dokumentasi/foto.
honorarium ASN dan Non ASN:
1. bukti kas;

2. daftar rincian penerimaan;
3. keputusan penunjukan; dan
4.e-billing pajak.

honorarium narasumber, moderator, pembawa acara dan
rohaniwan:

1. bukti kas;

2. daftar rincian penerimaan; dan

3. e-billing pajak.

belanja uang lembur dan/atau belanja makanan minuman lembur:
1. bukti kas;

2. surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan lembur
kepada kepala SKPD;

surat perintah kerja lembur dari kepala SKPD;
daftar hadir kegiatan lembur;

daftar rincian penerimaan; dan

6. e-billing pajak.

S

belanja beasiswa pendidikan diatur tersendiri dengan Peraturan
Bupati.

Keikutsertaan peningkatan kapasitas SDM:
1. bukti kas;

2. undangan kegiatan;

3. fotokopi sertifikat/tanda lulus;

4

surat perjalanan dinas (SPD}, bukti pengeluaran tiket
pesawat/kapal laut, boarding pass dan laporan perjalanan dinas
(kecuali diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan);

5. surattugas;dan

Tvritnmeai dan fatan hill kenesertaan
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
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Medical Chek up:
1. bukti kas; dan
2. bukti pembelian/bill/nota pembayaran.

kelengkapan bukti belanja perjalanan dinas diatur terpisah pada
BAB VIII yang mengatur tentang perjalanan dinas;

belanja pehgadaan tanah:

1. bukti kas;
2. bukti pembayaran yang sah/kwitansi /bukti transfer /daftar
penerimaan;

3. Surat Ukur dari Kantor Pertanahan;

4. Bukti tanda terima dokumen permohonan hak pakai
instansi/badan pemerintah dari Kantor Pertanahan;

5. berita acara pelepasan hak atas tanah yang diterbitkan oleh
notaris dan/atau sertifikat dan/atau surat lain yang sah; dan

6. keputusan bupati tentang pembentukan tim pengadaan tanah.

BABV
BEKERJA DI LUAR JAM DINAS/LEMBUR

Pasal 109

Untuk kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai
Negeri Sipil dapat diperintahkan untuk bekerja diluar jam
dinas/kerja lembur.

Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan
berdasarkan surat perilitah kerja lembur (SPK-Lembur) yang
dikeluarkan oleh kepala SKPD/unit kerja.

Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur dalam sehari paling
sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 3 (tiga) jam.

Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur yang dilakukan pada
hari libur, dalam sehari dapat dilakukan selama lebih dari 3 (tiga)
jam dan maksimum selama 6 (enam) jam.

Besaran Uang Lembur serta Uang Makan dan Minum Lembur
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 110

Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya yang disesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sebagai berikut:
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a. Bupati diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
anggaran;

b. Wakil Bupati diberikan sebesar 40% (empat puluh persen} dari
pagu anggaran.

BABVII
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

STRUKTURAL/TEKNIS FUNGSIONAL DAN PELATIHAN PRAJABATAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 111

Bagi pejabat/pegawai/calon pegawai yang akan/telah menduduki
jabatan tertentu yang ditugasi mengikuti pendidikan dan pelatihan

(diklat) kepemimpinan struktural/teknis fungsional diberikan
biaya diklat.

Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan
prajabatan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri

Sipil diberikan biaya pelatihan prajabatan sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Besaran biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
struktural/teknis fungsional dan pelatihan prajabatan diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Asas Umum Perjalanan Dinas

Pasal 112

Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas ‘dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat
kedudukan semula.

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
sebagai berikut:

a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan,

b. efisien yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan
secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata,

c. efektif yaitu perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian
kinerja SKPD; dan

d. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perj_alanan
dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan
dinas.
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Bagian Kedua
Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 113

Perjalanan dinas digolongkan menjadi

a.

b.

perjalanan dinas dalam negeri yaitu perjalanan dinas ke luar

tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik
Indonesia,;

perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang
melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufa terdiri dari:

a.

perjalanan dinas biasa, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati
batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah,
pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

perjalanan dinas tetap, yaitu perjalanan dinas tetap yang
dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang
melaksanakan perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk
pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas oleh tenaga

penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan
lainnya;

perjalanan dinas dalam kota, yaitu perjalanan dinas di dalam
kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap,
dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 {delapan) jam
termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam
rangka menghadiri rapat, seminar dan se jenisnya;

perjalanan dinas paket meeting dalam Kkota, yaitu perjalanan
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan se€jenisnya yang
dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah
penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah
penyelenggara di dalam kota daerah peserta dan biaya
peljalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah
peserta; dan

perjalanan dinas paket meeting luar kota, yaitu perjalanan
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah
penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah
daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung
oleh pemerintah daerah peserta.

Biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah
penyelenggara maupun pemerintah daerah peserta sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi:
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a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau

narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari
luar kota;

b. biaya paket meeting (hal fiday/ fullday/ fullboard),

uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber
baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan

d. uang  harian dan/atau biaya penginapan peserta,
panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami
kesulitan transportasi.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
pula perjalanan dinas dalam hal:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. mengikuti rapat, seminar, pelatihan, workshop, pameran,
promosi daerah, lomba dan sejenisnya;

c. pengumandahan (detaseringy,
menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

e. Mmemberi keterangan atau menjadi saksi terhadap kasus terkait
tugas dan jabatan;

f. mengikuti pendidikan tugas belajar setara diploma/S1/S2/83;

g mengikuti pendidikan dan pelatihan;

h. menjemput/mengantarkan ketempat jenazah bupati dan wakil
bupati/pimpinan dan anggota DPRD/pegawai ASN yang
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

i. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah
bupati dan wakil bupati/pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai

ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke
kota tempat pemakaman; dan

j. pegawai negeri sipil diluar instansi pemerintah daerah yang
melakukan perjalanan dinas sesuai nota kesepakatan atau
perjanijian kerja sama dengan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Pasal 114

Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang
berwenang dan tertuang dalam SPT.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai

berikut:

a. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil
Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati;

b. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris
Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas
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c. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan
Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila

berhalangan atau tidak berada ditempat dapat ditandatangani
oleh Wakil Ketua DPRD;

d. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD,
Staf Ahli Bupati, dan Asisten Sekretaris Daerah, SPT

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas persetujuan
Bupati;

e. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan eselon III, eselon IV

dan staf dari setiap SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala
SKPD;

f  untuk perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan
Anggota TP-PKK dan/atau Dekranasda yang biaya perjalanan

dinasnya dibebankan pada SKPD, SPT ditandatangani oleh
Kepala SKPD.

g. untuk perjalanan dinas khusus masyarakat yang mengikuti
kegiatan seminar, workshop, lokakarya, monitoring, sosialisasi,
studi banding, kegiatan promosi, kursus, lomba dan sejenisnya
yang dilaksanakan di luar daerah dan merupakan bagian dari

pelaksanaan kegiatan SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala
SKPD.

Kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

c. waktu pelaksanaan tugas;

d. tempat pelaksanaan tugas; dan
e. maksud pelaksanaan tugas.

SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan
Surat Perjalanan Dinas (SPD).

SPD pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran.

Setiap pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan
hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang menerbitkan SPT dan
terhadap hasil perjalanan dinas yang bersifat khusys dijaporkan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 115
Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari:
biaya transportasi,
biaya penginapan;
sewa kendaraan dalam kota;
uang harian;
uang representasi;

biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri; dan

I =B Be B

biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/rapid test
antigen/PCR test/swab test/pemeriksaan sejenis} sepanjang
dalam masa pandemi COVID-19,

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Biaya yang dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bilamana telah dilengkapi dengan bukti yang sah.

Khusus untuk Dbiaya pemetian jenazah termasuk yang
berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (4) huruf h dan huruf i dibayarkan sesuai
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti yang sah.

Khusus untuk biaya angkutan jenazah termasuk yang
berhubungan dengan pengurusan jenazah sebagaimana dimaksud
pada pasal 113 ayat (4) huruf h dan huruf i dibayarkan sesuai
dengan biaya riil yang dilengkapi dengan bukti vang sah.

Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur terpisah melalui Peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah.

Pasal 116

Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
ayat (1) huruf a meliputi biaya transportasi laut, darat dan/atau
udara pergi pulang (PP} dari pelabuhan bandara/terminal/stasiun
keberangkatan suatu kota ke pelabuhan/bandara/terminal/
stasiun kota tujuan.

Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta
biaya retribusi lainnya.

Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost
(sesuai bukti pengeluaran) dan dapat diberikan uang muka biaya
transportasi.
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Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari standar yang

ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti
pengeluaran.

Khusus untuk biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (4) huruf h dan huruf i diberikan
tambahan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

Satuan biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 117

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1)
huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel
atau tempat menginap lainnya.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara at coast (sesuai bukti pembayaran/bill payment).

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel
dalam ibu kota provinsi tempat tujuan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan
secara lumpsum.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan Sejenisnya,
seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabubaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2024, maka pelaksana perjalanan dinas
menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada
hotel/ penginapan dimaksud.

Satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum

Pasal 118

Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal.
115 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati
dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas,

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
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Pasal 119

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1)
huruf d merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi
pelaksana perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk:

a. uang makan;
b. uang transport lokal; dan
¢. uang saku.

(2) VUang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
secara lumpsum, yang besarannya diatur dalam Peraturan Bupati

tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi
Tahun Anggaran 2024,

Pasal 120

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1)
huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD/Pelaksana Tugas
Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Pelaksana Tugas Kepala Dinas, dan
Kepala Badan/Pelaksana Tugas Kepala Badan selama melakukan
perjalanan dinas.

Pasal 121

(1) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 115 ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan
untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali
perjalanan taksi antara lain:

a. satuan biaya taksi keberangkatan dari kantor tempat
kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun
keberangkatan ke tempat tujuan;

b. satuan biaya taksi Keberangkatan dari
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun  kedatangan menuju
tempat tujuan;

c. satuan biaya taksi kepulangan dari tempat tujuan menuju
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke
tempat kedudukan asal,

d. satuan biaya taksi Kepulangan dari bandara/pelabuhan/
terminal/stasiun  kedatangan menuju kantor tempat
kedudukan asal.

(2) Dalam setiap satu kali perjalanan dinas dalam negeri, pelaksana
perjalanan dinas diberikan biaya taksi maksimal sebanyak 4
(empat) kali perjalanan taksi.

(3) Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dibayarkan secara lumsum berdasarkan
besaran yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran
2024,
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Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat melebihi
besaran standar biaya yang telah ditetapkan sebagaimana

di_maksud pada ayat (3) sepanjang didukung dengan pengeluaran
rill (pembiayaan secara at cost).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hanya berlaku untuk perjalanan dinas wilayah luar
daerah Kabupaten Wakatobi.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD dibayarkan secara
lumpsum.

Pasal 122

Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/rapid test
antigen/PCR test/swab test/pemeriksaan sejenis} sepanjang dalam
masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
ayat (1) huruf g dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas
yang dalam perjalanannya disyaratkan untuk melakukan rapid
test/ PCR test/ swab test.

Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara at cost.

Bagian Kelima
Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 123

Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam
daerah dalam rangka rapat koordinasi maksimal 3 (tiga) hari.

Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar
daerah sebagai berikut:

a. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua)
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari;

b. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan
waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari;

c. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 {satu sampai dua)
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari;

d. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 {tiga) hari diberikan
waktu perjalanan dinas maksimal 6 (enam) hari;

e. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) hari diberikan
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari; dan
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f. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi
dengan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) hari diberikan
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari.

Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kajian antar daerah
ditentukan secara selektif dan dibatasi waktunya maksimal 5 {lima)
hari untuk luar provinsi, dan 4 (empat) hari untuk dalam provinsi.

Khusus Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan kegiatan
perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi yang
kegiatannya bersambung disesuaikan dengan jadwal kegiatan
sampai selesai dan dibayarkan uang harian sesuai jumlah hari
pelaksanaan tugas.

Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dalam melakukan
kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi
mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan uang harian

sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas mendampingi Bupati dan
Wakil Bupati.

Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat/
sosialisasi/ seminar /bimtek/ diklat/workshop dan sejenisnya
diberikan jumlah hari perjalanan sesuai surat undangan
pelaksanaan kegijatan.

Peserta diklat/workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya diberikan biaya
kepesertaan secara at cost (sesuai kwitansi dari penyelenggara
kegiatan).

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat
untuk melakukan pemeriksaan dalam daerah dapat dilakukan
lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat tugas.

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pengurusan Kepegawaian
dapat dilakukan lebih dari 7 {tujuh) hari sesuai kebutuhan dan
surat tugas.

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan konsinyering
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat
dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat
tugas.

Perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/seminar/
bimtek/Diklat/workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh
badan/lembaga Diklat kementerian dapat dilakukan lebih dari 7
(tujuh) hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan sampai selesai.

Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses anggota DPRD
dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari disesuaikan dengan jadwal
kegiatan dan surat tugas.

Perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka sosialisasi peraturan
perundang-undangan dilaksanakan paling lama 4 (empat} hari
disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan surat tugas.
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Pasal 124

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari
sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) dan
tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPD, dapat
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan.

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan
sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dimintakan pada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan
melampirkan dokumen berupa:

a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala
bandara/perusahaanjasa transportasi lainnya; dan/atau

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
PA/KPA membebankan biaya tambahan wuang harian, biaya
penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA-
SKPD yang bersangkutan.

Dalam hal hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPD dan SPT, pelaksana SPD harus
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada
PA/KPA,

Bagian Keenam
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 125

Satuan biaya transportasl luar negeri diperuntukan bagi pembelian
tiket pesawat udara dari bandara tempat berkedudukan, pindah
pesawat ke berbagai bandara kota tujuan diluar negeri PP.

Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta
biaya retribusi lainnya.

Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost
(sesuai bukti pengeluaran) dan diberikan uang muka biaya
transportasi.

Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari standar
yang ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti
pengeluaran.

Jika bukti pengeluaran (tiket) lebih besar dari uang muka, maka
akan mengajukan reimburstment (tambahan biaya) kepada
bendahara pengeluaran dan/atau bukti pengeluaran (tiket) lebih
kecil dari uang muka, maka kelebihan uang muka akan
dikembalikan ke kas bendahara pengeluaran.
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Uang harian dan operasional luar negeri ditetapkan untuk
komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri perhari meliputi

biaya penginapan dan uang harian (uang saku, transport lokal dan
uang makan).

Perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin dari

pejabat yang berwenang dan melaporkan hasil perjalanan dinas
kepada Bupati secara tertulis.

Perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukkan bagi kegiatan
yang merupakan agenda Pemerintah sebagai berikut:

a. kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung dengan
undangan resmi dari kementerian/lembaga negara dan badan
dunia/internasional untuk bertindak mewakili pemerintah
daerah dan/atau pemerintah pusat;

b. kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat signifikan
bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya harus mendapat
persetujuan Bupati.

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Pegawai ASN
dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri
dapat diberi fasilitas sewa kendaraan sesuai dengan
peruntukannya dan diberikan secara at cost (sesuai pengeluaran).

Besaran satuan biaya perjalanan dinas luar negeri diatur tersendiri

dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Daerah.

Format kelengkapan dokumen perjalanan dinas tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 126

Pelaksana SPD mempertanggungiawabkan pelaksanaan perjalanan

dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada

PA/KPA paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah perjalanan dinas

selesai dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:

a. bukti kas;

b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;

. SED yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggara dan pejabat ditempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadt
tempat tujuan petjalanan dinas (lembar 1 dan lembar 2}

d. rincian perjalanan dinas;

e. tiket penumpang dan boarding pass {(khusus tiket pesawat),

f bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa
kwitansi atau bukti pembayaran lain_nya yang dikeh:lark?n oleh
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bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;

h. bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan);

1. bukti pengeluaran riil (jika ada); dan

J. laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana
perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada_ ayat (1) bagi Operator Speed dan ABK Speed
dengan melampirkan dokumen berupa:

a. bukti kas;

b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;

c. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (lembar 1); dan

d. rincian perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
melampirkan dokumen berupa:

a. bukti kas;

b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang;

c. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat
pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi
tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 1 dan lembar 2j;

d. kuitansi tanda terima pembayaran Dbiaya perjalanan dinas
lumpsum yang dihitung untuk seluruh komponen biaya
perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ;

e. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang
komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
perjalanan dinas sesuai Surat Tugas;

f. laporan hasil perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana
perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto
kegiatan; dan

g dokumen pengeluaran riil yang sah (seperti boarding
pass/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan) yang akan
digunakan untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan
perjalanan dinas.

Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(2} huruf j minimal memuat:

a. dasar perjalanan dinas;

b. maksud dan tujuan perjalanan dinas;

c. waktu pelaksanaan perjalanan dinas; dan

d. laporan hasil kegiatan.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau hotel atau

tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya
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perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pemateri/narasumber
kegiatan seminar/rakor /sosialisasi/pelatihan/ kegiatan sejenis
melampirkan dokumen berupa:

a. surat permohonan narasumber dari SKPD;
b. surat persetujuan sebagai narasumber /surat perintah tugas;
rincian biaya perjalanan;

tiket penumpang dan/atau boarding pass (tiket pesawat},

bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan}; dan

c
d
e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
i
g. bukti kas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta Kkegiatan
seminar/ rakor /sosialisasi/ pelatihan/lomba/kegiatan sejenis dalam
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa:

a. undangan;

b. daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif};
c. tiket penumpang; dan

d. bukti kas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta Kkegiatan
seminar /rakor /sosialisasi/ pelatihan/lomba/kegiatan sejenis Juar
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa:

a. undangan;

b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1);

tiket penumpang dan/atau boarding pass (tiket pesawat);
bukti rapid test atau sejenisnya (menyesuaikan),

bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnyva;
daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif); dan
bukti kas.

e @ R

Pasal 127

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan
biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputt:

a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari
Kepala SKPD pelaksana SPD;

b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan
dinas; dan
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pemyataan(tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berupa:

a.

b.

biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
atau

sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ re fund.

BABIX
PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 128

Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)} antara lain:

a.

program, kegiatan, dan sub kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang belum tersedia dan/atau belum tercukupi
dalam tahun anggaran berjalan;

pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau
pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja, rincian
objek belanja maupun uraian dalam rincian objek belanja

dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan
dalam DPA;

pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk
teknis/petunjuk operasional terhadap kegiatan yang bersumber
dari dana transfer pemerintah pusat dan/atau dana transfer
pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya;

pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dari
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana
transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;

pergeseran yang disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah
pusat;

pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau
pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan
penanggulangan bencana alam/bencana sosial;

penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-
obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam
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RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan
kegiatan dimaksud;

h. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa yang dilanda

bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja
bantuan keuangan;

i. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan/atau
keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran; dan

j. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis dan Mekanisme Pergeseran Anggaran

Pasal 129

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat
(1) dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar
program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok,
antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau antar sub
rincian objek.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD.

Pergeseran angggaran yang menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a yaitu:

pergeseran antar organisasi
pergeseran antar unit organisasi
pergeseran antar prograrn,
pergeseran antar kegiatan;
pergeseran antar sub kegiatan;
pergeseran antar kelompok; dan
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pergeseran antar jenis.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:

a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang
sama pada sub kegiatan berkenaan; dan

d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek;
Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
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Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dapat dilakukan atas pelsetujuan PPKD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
dapat berupa perubahan lokasi, perubahan uraian keterangan,

perubahan harga satuan berdasarkan jenis barang/jasa, dan/atau
volume.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ dapat dilakukan melalui perubahan RKA
SKPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati
tentang perubahan penjabaran APBD;

Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan melalui
penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan
tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati tentang perubahan
penjabaran APBD;

Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4} tidak dapat dilakukan untuk
kelompok belanja modal bilamana pefgeseran tersebut
menyebabkan perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah.

Pasal 130

Pada kondisi tertentu, pergeselan anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2)
huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui
Peraturan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional maupun daerah diantaranya:

a. plogram dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang belum
tersedia dan/atau belum tercukupi dalam tahun anggaran
berjalan;

b. penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun sub
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan,

c. penyesuaian belanja pada program, kegiatan, maupun sub
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya, dana darurat yang diterima daerah pada tahap
pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan;
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d. adanya kebijakan mendesak dari pemerintah pusat yang
menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar organisasi,

unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
dan/atau jenis;

e. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan/atau masyarakat;

f. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih
perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau
pergeseran  belanja  tidak terduga untuk  bantuan

penanggulangan bencana alam/non alam, dan/atau bencana
sosial; dan

g. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:

1. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima
pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan
pembayaran; dan

2. akibat putusan pengadilan yang telah mempunya kekuatan
hukum tetap (incrachf) dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib; dan

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan.

Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum perubahan APBD, pergés€ran anggaran
ditampung dalam Perda Perubahan APBD.

Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam japoran
realisasi anggaran.

Pasal 131

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahap APBD
yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 129 ayat (2) buruf b, dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Pen jabaran APBD
terlebih dahulu.
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Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang dilakukan setelah ditetapkannya
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD harus dilaporkan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Semua pergeseran dapat dilakukan berdasarkan perubahan DPA-
SKPD.

Pasal 132

Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menyusun
perubahan DPA-SKPD.

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Pergeseran Anggaran

Pasal 133

Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran untuk evaluasi
oleh TAPD disertai dengan:

a. penjelasan latar belakang dilakukannya pergeseran;
b. rencana perubahan DPA,;
c. realisasi anggaran yang akan mengalami pergeseran.

Hasil evaluasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran
tidak merubah perda APBD;

b. tidak menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran
anggaran merubah perda APBD; dan

c. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran
merubah  perda APBD  disebabkan kondisi tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1).

Sekretaris Daerah berdasarkan berita acara persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar objek
dalam jenis yang sama pada sub kegiatan berkenaan.

PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek
dalam objek yang sama dalam satu jenis pada sub kegiatan
berkenaan,
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PPKD berdasarkan Dberita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf a menerbitkan surat keputusan
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar sub rincian objek
dalam rincian objek dan dalam objek yang sama dalam satu jenis
pada sub kegiatan berkenaan.

PPKD berdasarkan Dberita acara persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan
persetujuan terhadap pergeseran anggaran atas uraian dari sub
rincian objek.

Berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢

a. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD;

b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan
Bupati; dan

c. PPKD menyiapkan surat Bupati perihal pemberitahuan atas
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada
pimpinan DPRD.

PA menyiapkan rancangan perubahan anggaran kas.

Berdasarkan rancangan perubahan anggaran kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), PA menyiapkan rancangan perubahan
DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

Format kelengkapan dokumen pergeseran anggaran tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BABX
PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama

Pasal 134

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 {enam) bulan berikutnya.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambar}{an
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode
Januari s.d. Juni pada tahun anggaran berkendan serta
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

a. pendapatan-LRA;
b. belanja;

c. transfer;
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d. surplus/defisit-LRA;
e. pembiayaan; dan

sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pasal 135

PPK-SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD

dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk
ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepg_tan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam
penyajlan data dan informasi yang tercantum pada laporan

realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang
diserahkan oleh PPK SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD.

Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester
pertama berakhir.

Dalam hal laporan realisasi semester pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terlambat disampaikan, maka akan
dilakukan penundaan penerbitan SP2D Ganti Uang.

Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), PPKD selaku BUD melalui bidang akuntansi dan pelaporan
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
dengan:

a. pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

b. pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada
di BUD.

Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dinyatakan telah sesuai, PPKD selaku BUD menggabungkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognhosis
pemerintah daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Draft laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
pemerintah daerah hasil penggabungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk mendapat
persetujuan,

Setelah disetujui, draft sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat
minggu ketiga bulan Juli.
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{10) Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD

(11)

dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat
akhir bulan Juli

Laporan realisasi semester pertama sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (4) di dilampiri dengan:
a. pernyataan tanggungjawab kepala SKPD per 30 Juni 2024,

b. hasil verifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan
bendahara pemerintah daerah semester II tahun anggaran
2023 dan semester [ Tahun Anggaran 2024 dari Bidang
Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wakatobi;

c. rekening koran per 30 Juni 2024,
d. penjabaran LRA per 30 Juni 2024;

ringkasan LRA Pendapatan dan Belanja Daerah per 30 Juni
2024,

register SP2D UP/GU /TU /LS/nihil per 30 Juni 2024,
SPJ pendapatan fungsional per 30 Juni 2024,
SPJ belanja fungsional per 30 Juni 2024,
STS pengembalian pembayaran per 30 Juni 2024;
STS pengembalian TU per 30 Juni 2024,
buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah per 30 Juni 2024;
jurnal penyesuaian per 30 Juni 2024 (jika ada);
. jurnal koreksi per 30 Juni 2024 (jika ada);

bukti memorial jurnal dan pembukuan per 30 Juni 2024 (jika
ada);

o

BErETEER

o. SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer) untuk
pengakuan pendapatan transfer dana desa;

p. SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi) untuk
pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan

q. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan
JKN pada FKTP per 30 Juni 2024;

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 136

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran
untuk ditetapkan sebagai laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 bulan
Januari tahun berikutnya.

Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
terlambat disampaikan, maka akan dilakukan penundaan

W R TR W I - .. (.
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Pasal 137

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136
ayat (1) terdiri atas:

a.
b.
c
d

€.

laporan realisasi anggaran (LRA);
neraca;

laporan operasional {LOY}

laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan:

a.

b.

ol B B

5 0

pgmyataan tanggung jawab kepala SKPD per 31 Desember
2024,

hasil verifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan
bendahara pemerintah daerah semester 1I tahun anggaran
2023 dan semestel 1 Tahun Anggaran 2024 dari Bidang
Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Wakatobi;

rekening koran per 31 Desember 2024;
penjabaran LRA per 31 Desember 2024;
register SP2D UP/GU/TU/LS /nihil per 31 Desember 2024;

BKU bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran
tahun 2024,

SPJ pendapatan fungsional per 31 Desember 2024;
SPJ belanja fungsional per 31 Desember 2024;
STS pengembalian sisa UP/TU per 31 Desember 2024,

STS pengembalian akibat kesalahan pembayaran per 31
Desember 2024,

buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah 31 Desember 2024;

rekap piutang pendapatan tahun 2023 yang terbayal pada
tahun 2024,

daftar piutang pendapatan per 31 Desember 2024;

rekap penyisihan piutang pendapatan tahun 2023 yang
terbayar pada tahun 2024;

daftar penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2024;
berita acara rekonsiliasi persediaan per 31 Desember 2024,

Tekap berita acara peThitungan fisik persediaan 31 Desember
2024,

kartu persediaan per 31 Desember 2024 (metode FIFO);
rekap persediaan per 31 Desember 2024;

rincian barang persediaan per 31 Desember 2024 (khusus
persediaan obat lampirkan obat program dan obat kadarlualsa
s.d 31 Desember 2024},
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=

mutasi penyesUaian aset tetap dan aset lainnya per 31
Desember 2024,

laporan rekapitulasi penyusutan per 31 Desember 2024,
daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2024;

daftar mutasi aset lainnya per 31 Desember 2024
daftar beban pegawai per 31 Desember 2024:

daftar beban jasa per 31 Desember 2024;

. daftar penyelesaian utang jangka pendek lainya sd 31
Desember 2024;

o. daftar utangjangka pendek lainnya per 31 Desember 2024;

perbandingan prestasi pekerjaan dengan realisasi keuangan per
31 Desember 2024;

aa. daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan
barang/jasa SKPD per 31 Desember 2024;

bb.jurnal balik per 31 Desember 2024;
cc. jurnal penyesuaian per 31 Desember 2024;
dd.jurnal koreksi per 31 Desember 2024;

B N ¥ K g <

Po

ee. bukti memorial jurnal dan pembukuan (jika ada) per 31
Desember 2024;

ff. register data kontrak per 31 Desember 2024;

gg. SP2T (Surat Pengesahan Pendapatan Transfer)] untuk
pengakuan pendapatan transfer dana desa;

hh. SP2DK (Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi) untuk
pengakuan pendapatan dana kapitasi; dan

ii. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan
JKN pada FKTP per 31 Desember 2024;

jj. rincian penerimaan dan pengeluaran dana BOS sd 31
Desember 2024;

kk. rincian penerimaan dan pengeluaran dana JKN pada FKTP s.d
31 Desember 2024; dan

Il. rincian penerimaan dan pengeluaran BLUD s.d 31 desember
2024.

Pasal 138

PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan
cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Laporan keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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laporan realisasi anggaran (LRA);

laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSal);
neraca;

laporan operasional (LO);

laporan arus kas (LAK};

e a0 TP

laporan perubahan ekuitas (LPE); dan
g catatan atas laporan keuangan (CalLK).

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur
standar akuntansi pemerintahan dan dilampiri dengan ikhtisar

realisasi kinerja, laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah,
dan laporan realisasi APBD.

Pasal 139

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat
(2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran
berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Wakatobi.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan pertanggungjawaban Bupati yang
menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil
pemeriksaan BPK.

Pasal 140

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 141
Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
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dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan

kenangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibahas Bupati bersama

DPRD untuk mendapat persetujuan bersama yang dituangkan
dalam berita acara persetujuan.

Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 142

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
141 ayat (1) dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati.

Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang t_elah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada DPRD.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 143

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah
dilaksanakan oleh Bupati.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakgkan dalam
bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta
penelitian dan pengembangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dajam
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan
bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 144

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB XII
HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pasal 145

Bat'as pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK)
setiap bulannya adalah tanggal 25 bulan sebelumnya.

qugajuan SPM Tambahan Penghasilan PNS untuk tahun berjalan
diajukan setiap bulan setelah terbitnya rekomendasi dari
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam rangka penyerapan anggaran, pengajuan SPM disesuaikan

;iengan Rencana Anggaran Kas (RAK) dan Rencana Pencairan Dana
RPD).

Untuk kegiatan yang progres pekerjaannya kurang dari 50% (lima
puluh persen) sampai berakhimya masa kontrak, maka PPK
langsung melakukan pemutusan kontrak setelah melaksanakan 3
(tiga) kali Show Cause Meeting (CSM).

Setelah pemutusan Kontrak, PPK wajib melakukan:

a. mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan;

b. mengembalikan sisa uang muka yang telah dibayarkan; dan
¢. merekomendasikan Penyedia ke dalam daftar Black List LKPP.

PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia yang masa
pelaksanaan pekejaannya ftelah berakhir maksimal 50 (lima puluh)
hari kalender dengan pertimbangan bahwa pekerjaan tersebut
dapat diselesaikan 100%, dengan terlebih dahulu melakukan
addendum Kkontrak dan perpanjangan masa berlaku jaminan
pelaksanaan (apabila ada).

Untuk kegiatan yang mekanisme pencairanflya lewat SPM-LS
pengadaan barang dan jasa (selain LS Rutin), wajib menggunakan
rekening penyedia.

Pengadaan barang melalui e-purchasing/toko daring dengan nilai
sampai dengan Rpl0.000.000,00 dapat melalui mekanisme Uang
Persediaan (UP).

Untuk pengadaan tanah, wajib melampirkan Kesesuaian Kegiatan
Penataan Ruang (KKPR) yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi.

Penyedia dapat mengajukan uang muka setelah PPK menerbitkan
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sesuai dengan klausal yang
diatur dalam kontrak.

Pembayaran biaya perencanaan teknis didasarkan pada
pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan
dengan ketentuan dilakukan sebagai berikut:

a. tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas persen);
b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen);

c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima
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d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan
gambar detail dan penyusunan rencana kerja dan syarat, serta
rencana anggaran biaya sebesar 20% (dua puluh persen);

e. tahap tender penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 3%
{lima persen}; dan

f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen).

Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan secara
bulanan atau tahapan tertentu didasarkan pada prestasi atau
kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik
sampai dengan serah terima pertama (provisional hand over)

pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan
puluh persen); dan

b. pengawasan konstruksi tahap Pemeliharaan sampai dengan
serah terima akhir (final hand over) pekerjaan konstruksi
sebesar 10% sepuluh persen).

Pencairan Permintaan untuk pembayaran LS yang masa
kontraknya berakhir antara tanggal 20 s.d. 31 Desember dengan
progres kemajuan pekerjaan 95% (sembilan puluh lima persen)
atau menurut pertimbangan PPK pekerjaan tersebut dapat
diselesaikan, maka dapat dilakukan pembayaran sebesar 100%
(seratus persen) dengan ketentuan penyedia harus menyetor
jaminan/Garansi Bank ke PPK senilai besaran progres pekerjaan
fisik yang belum terselesaikan.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Wakatobi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor
7} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 147
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 25 -1- 2024

BUPATI\WAKATOBI,
«

HAIJANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 2% - \ ~ 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOB]I,
<
NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 2



FORMAT

1. Buku Kas Umum BUD

KELENGKAPAN

KABUP

= 198 5

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
ANGGARAN 2024

DOKUMEN PELAKSANAAN APBD
ATEN WAKATOBI

PEMERIN TAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA .......

BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN ............

BUKL KAS UMUM

Pe 1

-2 L -

. | Tangg al

No. Bukti

Ural an

Penerimaan |Pengeluaran Saldo

Disiapkan oleh,
BUD /Xuasa BUD




2. Register SP2D
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PEMERINT AH KABUPATEN WAKA TOBI
REGISTER SP2D

L= [ ¥4

L TANG GAL

N3 871D

ENISEPM LAL AN

NILAL S$PID

0 Tl

e ;‘- 895
Funse BUD

mT Ty

eamaT i o :._J
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3. Register surat penolakan penerbitan SP2D

| PEMERTNTAHNKARUPATEN WAKATOR §
| REGISTER SURAT PENCLAKAN PEMERBITAN SP2D
| e
[ :
“h oh - | nasem i b | i | Lar S
. . H H H
——a ==l i Lo = =l _.‘.____4
4
1
Vg awd
LT L
[J =
I
|
|
P e = ==  aeeiw
L -




4. Laporan Posisi Kas Harian
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. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1111111

SP2D SIS | Lain-lain

| LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Tahun Anggaran.........
Hari 8
Tanggal 3 i
Periode S
No. o, ST ilcalol Uraian Penerimaan | Pengeluaran

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:
SaidoBank1 :Rp
Saldo Bank2  :Rp
dst. :Rp
Total Saldo Ka*:Rp

*Toto! Saido Kas harus sama gengon Posisi Kas (Hj

Jumleh

Perubahan Posisi Kos hariini

PosisiKas {H-1}
PasisiKas (H)

Disiapkan oleh,
BUD/Kuasa BUD

4
2

g

Nama
NP2




5. Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

RE KONSILIAS] BANK
Tahun Anggaran

i PEriogde . eeneniens
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1. Saldo ¥as Umum Daerah menurut Buku
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank
[ Soks it

Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang tel ah dicatat ole h Buku,
belum dicatat oleh Bank

| b. Bukti iain yang sah
. Dst...

| B. Pengeluaran yang tei ah dic atat oleh Buky,

| bel um dicatat oleh Bank
a SP2DNo....
b. Bukti Lain yang sah

| c Dst....

C. Penerimaan yang tel ah dicatat ole h Bank,
belum dicatat deh Buku

a NotaKredit No ...
b. Pendapatan Bunga
¢. Pendapatan Jasa Giro
d. Bukti lain yang sah

D. Pengeluaran yang tel ah dicatat oleh Bank,
bel um dicatat oleh Buku
a NotaDebitNo....
b. Biaya Administrasi Bank
. Bukti Lain yangsah

{5 O R erree e o
B iciinns sniovimasiiruaa
Bl i) i iy
Rp..... "
Rp..us
ROt cree taiii B L st g soee
(11 0) AR B S e
B scssaiissipisinsaaes

..................

FETPTTT T I TP

------------------

..................

-----------------

Bendahara Umum Daerah

8

Nama
IR
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6. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan DPA-SKPD

Beritakcara Hasil Verifikasi

Pada Hlan i, oo nggml ............ |3 1TRI | D Tahtit eeieviiasnne sanp hertandz togan

dibaraich wp Tun Anpgere s Peaermizh Daersh (TAPIDN. den sesu dowgen Surat Sehretarss

Deerh Kabgpaten Wehaobi No Tanppal . perhdl penyusunan dan
pemampiian rancangae DPA-SKPD Tohun Anpgaran , toleh enelehuhan veritthas

erhedep DPA SKPD Tabun Anpparan 2620 sang diasuban vleh
Nawte Lenghap
NP

abar

EmrERd aRadE

Adgpun hestl senitfbha_s mensetehan balis g DPACSKPD Teloh seseai 7 Tidoh Sesuai dengan
Peraturan Bupatt tentang Penjebaran APED yang drethan sehagar bonhut

Nama SKiMD

No. | ~ Uredan I Jumish Anggermn

Jumizh | Rp.

Demshian Berite Acers i dibual hn dtandetengant wiauk diguichen sebagetinans sty e,

Pihak SKPD Tun Aogy oran Pemerintah Dacrah(d AP D
o baten
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7. Format Persetujuan Sekda atas Pengesahan DPA oleh PPKD

OGO
FEMEIUNTAH
OAERAH

PROVINSLRABUPATEN 'KOTA...,

PERSET.JUAN REKAPITILAS]
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN RERJA PERANGKAT DAERAH

DEA-SKPD

TAHUN ANCGGARAN ...,

derdususkun hasi verfices: m Anggeran Pemenntah Dpesud stas seluruh
dolkumen pelaksanuan angyeran satuan kera prrangkst dacrah:
& Nume
b RIE

¢ Jubalun

menyeioiul unmtuk  dtlmkuken pengesadian was dokumen pelaksunean  ehggacen

sutusn ket perangkat duerh Pemenntah PrownsKebupaten ‘Rote . sehege:
dasur peluksanaun engpgeten caersh Tahun Anggaran

Rode Na:mw Formubr
DORPASKPD Ringkasan OPA SKPD
DEA-PENDAFATLAN SRPD Rincen Anggaran Pencdapatun SKPD
SPA-BELANJA SRPL Rincan Asggesws delanc e SAPD
DER-PESRAAYAAN SRED Rincien Anggeran fembiayaen Deccun SKED

Demukiun disampaixan dan dipergunakan sebagamana mestinya,

. Tanggal.

Oisetua: oieh, Oisuhgum oieh,
Sekretunis Dueran FERKD
ﬁ
Narma

R




= 12]1 -

8. Format DPA-SKPD

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVING / KABUPATEN XOTA

DOKUNWEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERAINGKAT DAERAHM
1DPA-BKPD

TAHUN ANGGARAN

URUSAN PEMERINTAHAN X
BIDANG URUSAN XXX
ORGAXNISAS] XK, XX

JPengguna Ar ggaran

a Nama
b NI
¢ Jahamn

Kode Nama Formalir
DPA.PENDAPATAIN SKPD Rinc:an Angearan Per.dapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belania SKPD
DPA-PEN.BIAYAAN SKPD Rncian Angearan Pe:mbavean Daerah SKPD

Disah<an o.eh . Tangga.
PPKD Pengguana Anggeran
Y
a v a
o} (9]

NP NP
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9. Format Ringkasan DPA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Priovis

VRa!ixoaten/ Kot *
lanun Angeere:s .

Formans
PPASKI?D

Qrganisas.

XK. XK

Ringkasan Dekumen Pelaxsansan Aaggaran Pendapatan, Beianga dan
Per.nay vaan Satuan Kerja Pérangxat Daerah

Kode Jumialk
i Urmiss
Recering (R
3 5 3
Pendasatan
Belana
Sures/ Delis:z)
Peremmass Pe m3@we =
Pengeigran Pemblayaarn
Pemizavaen Meso
Rencans Rea.isas: Re.~carna Penamixan
Pe:ierymaan oer Hu.an v, Damas per :18n ° .TBTERA!
Januan Ko Janz amt Lo Pengguna Anggaran
Pricumed Row .. Febro ar: Ro.. L
Mare: RO .. Mare: Ra L K
Aol Ro.. AR Ro (a]
Ned iz Me: R .
dand B H Jung Bl Nama
Jud B2 ., Juald R NIBE L fhiriad
ARASILS Bai ¥ Alatial Ro..
Sexember Ry Se rember Ro Mengesahkan,
Oxrober Ro.. Ok ohes R . PPKD
Nove mber Ko .. MNove mber ol
Dese.mlmer RS .. Desecmber Ro .. au
Jamlan R2... ramiat Bia. a
Nama
{1, ] —
i An&qarﬂn Pe:nermtah Daerah ==
No. Naiza NIP Jabatan | Tanda Tangan
1
2
st

= Sesua: dengan

senodisas: SPD
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10. Format DPA-Pendapatan

DOKUMEN PELARSANAMN ANNGGARAN

SATUAN KERJA PERANGEAT DAERA fpmuity GPE-
BENENRINERN
Ergsns:, Kabupaten HKota.... i SRED
Tehun Anggaran.
| (X BRISAS: X0 30 i ansn sas
Rir cian Dokumen Pelaksanaan An ggaran Pendapatan
Sptuan neria Peman ghat Dacrah
Kod Rincian Perinitumgsn Jumiah
Rc?:in:!ng - valume Satuen s ~B 1R
Jumlah
Rencana Realisssi Fendapetan pes BulanT]
Januari Rp... eontBGRREL,
Februari Rp .. Pengguna ANESREIAN
Maret Rp ...
April Rp. ...
Mal o P
Junt Rp.....
Juth Rp...
Agu stiis o Mengesahkan.
Seprember Rp.. FERDY
Cktober Rp... x
November . P
Desember Rp ..
Jutmilan - T
Tim Anggparan Pemerintsh Daerah:
Ne. Nama NiF Jabetan Tanca TRngan
1
2
dat

= Sesus! periezisas] SFT
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11. Format DPA-Belanja

COKUNME S FOL ARSAN adN AT ARAN
Foomtaor
e aBELYN A
Ta o= snzsazar ShPD
Drganisam X O XX
Rewapitulayw Usicamen I!Aw—:m Proegrarm keg.sies co- $4o Kegiatan
Rade saiaas
Talun o
slrels|5]. & Uracan " "
ilzs é'l e P S Leeadd Jos s dane | mang | = | aeana| . Tar ume!
£l = E § 4 ? aperen, | Hede | st TR
=" =l=l= < Sriege
i ] . [ L] - [] [ F [l ®
Iadanrg Urusarn
Program
hezatar
Suz Kepata=
a4
k2gpa
Sub Kegaias
a8
AT S PETET AN wTulAn
Bosh £ 3. a3E
BT
E
ra=aPerasadiums
==
EY
a:
Jramint
R CACA PRr AiKAIARCATED o8t
Jizmears [ CETEEE.
Frxuarn e
B 5 [ Uleatu jul oleh. Dishs plian olub,
Aoe (78 Pernggune Acggarss FPRD
I [
Ro
Jagi w3
k=
By
Kz Mama Bagma
L
e R

v Sepun Jrrgas penadisawl SPD
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12. Format DPA-Rincian Belanja

SanlA e PECARSANAADN ANGGARAN
SATLAN KEHOA PERANGAAT DaEiLAH

Foarmulr DPAs

RINCLAN

Proviisl/sahupeie R/ Aats. HELANIA S AP
Talhun Arggara::

hamar OPA L

Lrusss: Peve muak an | x

Hidarg Lruasars X

Pr nar = T XX S _—

‘ e i

Jrgormast A
Fihsie %00

Alolk sm Tk i . K. ferbiing)

R qerbilone:

He uerbuo: g

I dlegnor des Talek Ckor Bunena Armaros

ks ar
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13. Format DPA Pembiayaan

DOKUIVEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHK

Formulir DPAY
PEMBIAYAAN

Provins: jKaloupaten ‘Kota
Tazun Angearan

SKPL

Rincian Dolcamen Peipg sanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pemitayaan

Sat-aan Kera Perangkar Daerah

Organisas: HOO0DCK
Jumiah
}.(ode Uraan -
Rexening 1R
Jumiah Penerimaan Pemavaan
am.ah Pengeiuaran Pemavaan
Jumiah
Rencana mea:5as! Pendapaian per
Huan*
Januar: R arn gga.
Fe'xuar: R Perggana Anggaran
Mares Ro
Aortl Ro
Me Ro. Namae
gl Ro NP
Jull RD. N
AgusTus Ra Me ngesah san,
Sexember R PRKD
Olsmoier R %ﬁ
November Ko -
Desemaer o] Name
Jumlah|Ro. ... e NI
Tim Anggaran Permerntah Daerad
No. Nama Nip Jabaran |lTanda Tangan
2
| ds:

= Sesuam dengan penedisas: SPD
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14. Format Rencana Anggaran Kas (RAK} SKPD
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15. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Al s e Y i | H i I !
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16. Format Surat Penyediaan Dana (SPD)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEIABAT PENGELOLA KFUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAFRAH

SURAT PEN YEDIAAN DANA ANGGARAN BELANIA DAE RAH
TAHUN ANGGARAN

PPKD SELAKU 8UD

Menimbang - bahwa untuk meiaksanak an anggaran belanja suh kegiatan tahun anggaren . . berdasarkan
DA SKPD/Pe rubahan DPA-SKPO dan anggarankasyangte s dietapkan, peru disiagkan
orrvianann de armh e e e he kan St Pervediann DianaiSPM-

Mengingst 1 PerpturanDoeroh te 0 tang ge ne to o on APBDSPAPBD Provinsi/Kabutaten/

Kot 8. T ah b n Angg aron, 2
1 PerstumsnkepaiaDaerahNomor Tahun .. tentongPen;obaran APED
Provinsi jKabupoten/lots T ahun Anggaron_ ..
3. DPA-SEPD/Perubah an DA SKPD® P ravinsi/Xabupaten/Kote.. .. Tahun..

ansmpame

MAEMU TUSKAN:
Bardasarkan Pe raturan Oae rah ProvinsiXabupatenKota .. . Tanggal.. Sulan
Tahuh,.....tertang Anggarsn Pentapar on dar Beanjadaerah Frovnsi/kabupate n/Kots Tahun Anggaran
. Menetspkan/menyedakan kredit anggacan 3 cbagaibe rikt:
1 Casar Penyediaan Danx
DPA-SKPD/Penyhahon DPA-SKRD

1 Dtunjukan ke pada SKPD

3 KepalaSkPo

4 Iumiah Penyediaan Dana

L R —
TR ——

L T e e e ]

{Terbiang. - -
S Untuk Ke butuban E TV P | VRSP 3 MO
6 Ikhttsar Penyeciaan Dana
3 lumiah DanaDPA-SKID/ Parubahan AP e o o o e e v e o
DPA-SKPD {Tertuigng I
b Akumulas SPDSebelumnya 3
(Terbilang !
¢ SisaDana ysng behun diSPC-kar TR e i e e e 37
(Terblong. !
diumiahDanayangdiSPD-kansoat i Kp, RS
i 2 1 T S
e Sisalumiat Dana DPA- fip
SKPD/Pe rubahan DP&-SKPD yang (Fesbilang i
betum diSPD-ran
Ketentuan-ke: entuan n
Ditstapkand:
Pada Tanggal

MPKD SELAKY BUD

@
L
Tembuicr dips moskon s ada.

§ At Nama

MNP s e
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17. Format Lampiran Surat Penyediaan Dana {SPD)

Lampiran ; Surat Perwediaan Dana {SPDY

Nomor SPD e s

Tanggal e
PR M
Periode el e e
Tahwn Anggar an R

Nomor dan Yarggal DPA
SKPO/Perubahan DPA - SKPD

|__Piogam, Kegiatan dan Sub Kegatan | Nonadast [ eviak SP|  Ssa
ke | Kode | Naga | i s & |Periode ] Anggacsn |
|
|
fumiah | |
Jurmtah Peryediaan dang B

RCEN T I D ——

Ditetapkan $:.. euen
Paia Tanggali .

PRRD SELAKY BUD

Nama
NIP:.....
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18. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)

C. Forme: Sura: Penatausanhaan Petenmaan

Sure: Ketetapan Puak Daerah

PEMERIN TAE SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NO. URUT:
KABUPATEN WAKATOBI (SKP- DAERAH)
nlasa
Tabuar
Hana i
Al a S
Nomar Pakak Wajit Papk Deerslt
WEEPEE 000 e
Tar.gRal jamlt weoipo
NO. HKODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JU;::?“

Jumlab Ketetapa:n Posox Pa@ax

Junilah
Sonks: a2 Bunga
b Kenatian

Jumlan Keselarabhan

L

Dengan hura?

PERHATIAN ¢

Harap peryetoran dilskukar peda Bark, Beridahara Pererunsan

Apsbils S£PD 1 tidak sty kurang dibsyar lewar wake paliusg

s &30 an

sctelals SKFD diterim s atsu 1ranggsl iawl temipol dikerskars sanksi adsinistrasi
borups bunge scbessr 2% per bular

...... ., anggal

Pe:abat Penge.nia
Keuangan Daerch

agedsgrangagrreddpaanpecidl,

NP

Tar.da Teriia

Nama
Alamiar
NPWPD

[ZEET R B B

.. targaal

Yar.g Menerisa,

n Curet yang Udak peric

e lalart

Peoetapan joniady SKP-Laersh didasarkan padznots perintungan secage: dasar jmnslapan pajak.
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19. Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D)

2, Forma: Bura: Ketetapan Remious: Daeraf

PEMERINTAH SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH NO. URUT:
KABUPATEN WAKA TOBI {SKR - DAERAH)

Masa
Taken

- k -
Alsizat R
Narmor Pokak Wajib Rewisusi

Sacrak (NPARII 0 eaessis
Tar.ggal jarub tempa

JUMLAH

KO, KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH Ry

Jamah Keretapan Posowr
Retrpus.

Jumlah
Sanxs! B Bunga
o Kema:i<an

Jumiah Keselurahan

Dengan haraf ...

1 Herep paiverorarn dilakukan pads Back Batdakars Pereriniaan ...
Apabils SXPD ini tidak atau kursrng dibsvar lewst waktu pslicgisnta A0 har
getelal SKPD ditecripia atau tanggal jatuls wpsl dikenakern saithsi
sdniiisirast berups burngs scbesar 2°: per bular

FYl

ERPTTEH

Perubal Penperiola
RKevunpen Daesah

aEsEsearafssazapelasiiiy

NIP
Prcrpe el sust
N Lot
Tarnda Terinss
Nait g . TargRal
Alanat )
NPWPD Yarg dlererinig.

" Coret sanig Lddk peric

Catatan: :
Penelepan jornlal SKR-Uasrab didzsarien padanols pertulongai sgegs dssar penstapun
Helribea |
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20. Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATORBI

B L PR Ncr O W - et Al F O G oY gl R S L

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

SSPD

{SURATSETORAN FAJAX DAY RANH)

| Tansgla

Nomor P an/ SSPDY,, 200,
Tanggal i e S
fiava
Aanm SRATARTH, RTINS 2ET2E, .
LavaJdsana
AT JSta
L el
My &2z e lamean -[:FU: [:]51’52 n7SE5T
[::]Sm“—':l’ 5=T 5 I thoiraTar
Ds-ﬁ:«i L__Is\‘-'en:r.-r at- ok

FAPRL Ll - = -] 2i2
R ERETEN il AR i SR T3 bt =
Za-atavios xat 3 D‘_ﬂa Bane
LA T 1 - © BANKS S TEA N, Bee! LISTEIXINCIIE
deaan Fa Rran Maar St . . Tangs 200
SEGET DA & AMAIT ST DT AR AR

R o oleEu g RR LR T

T T A s Ma<a” oo
Jomac ] .00
Terzany | TGHES FATOIR QLS FEMNUET HTL ADan
F.ag.taTeaay A lien ! N g, L. 3R
and Ras smTa 12T angan ABITEE AT ey T oepERe
S, =t S v wWABICFENATI=AN
¥

waemde) zpe 1|
A
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21. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD}

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOB!L

Bacy -'e-;a:s: A " X>I.s Zaaar e L
EEE NS frene 0503 warataE LD owat 2ieudt8d 2T R AT e e
T - T
SPPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daer ah)
Pajak ....

SATACEY T 7

& - ¢ angtary

SETALA BATANPENGELD A FARN & RETRIBIS! TAR A

FwFo

3 T J328
LETATEM o
LS A e

PERHATIAN:
I ~230C5 Jeanaid . XA slomg 8 T ETAG
1 Be WITEUIAD BATT AN IS AT RTLSLARTAT A TF 28T
1 SactentiE N

ATIEI; ;A0 Doy LA

A AEEIITIEAT &Y, M IIRTIORES 2 D ENF.A T et eIl BEEXITG w3k

" TEIROEE 33T CATATISATA4RT «AWI3 D agBsoan Pengeiola Pajak dan Rettlbusl Daersh. 23 =3

A DIIS CLEH WA2IB PAJAK [ PENANGG UNG PATAK

1. Dew Doy Pl

e - T a8
R Jans 1Mz

-3 33°3 1)
ASF e hie g

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK /[ PENANGG UNG PAJAK SELF ASSE SMENT

JMatSevIaardt 28T PABe . TN p L tas a taad 5oedrj) AT R CIHCLEE oo TR

“a Ui

g S s Teuzang Spmo gt e

JumaDzerst 23

A AERT O A

iy amsioer d
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C PERNYATAAN

DETaT METYAIAY BAC &N AU ERSAIM XN 4537 - BIGE ST 3 (EE B Hg-FdangaT

. B33 F3. X3 i3 L8 3 YeS.ATaa A3 W30 ME30 WY Zeflat.t el Ixas idema
AUIAT-AMIATVANIA X, e TA eR
WG -
waljlb pajak
e e

0. DIISI OLEH PE TUGAS PENERIMA

S maTavgsa

“aTa PE_gE

nie

oo e s s i senas s a5 )
s N —p— —— i — — GO R e e e e . — ——— -
No>. Formullr
TANDA TERIMA

Nama

Alamat

Nama Usaha

- Vs o
wi; e s
1

=ad, R e ey

woare- I8 i
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22. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB)

e er—

PEMERINT AH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAE RAH

Im oh a Lt Fve Marcar Bl s o avgacg Se st oM 00

SURAT KETETAPAN PAJAX DAERAH KURANG BAYAR
(DITETAPKAN SECARA JABATAN)

Nomor 3 Tohuft & .ooiiiere
Mesa Pajak

s B R i
e 1
Lo !

e IS T 1
Lpal oty 1
NI t
Tz ko Tmioo §
SO eans e Eongln i
L ‘

Berosmmcess pess T Lesmngactiang OMor B e 2000 Wt DA S 1A FE. aEatGat 30818 1 O 2e33753°
LL 0 R

L) £ Y S T I EEea Sam Ppageenyt (Rp) | Game Temuaeg 2]

5 =
Pl g

1D 2o Jemet < 583 7RG SR RS 8N LYTEDatar DeTOSTUTEET B SGEUETeT 33 08.5 a2 5 a¢ WIS et

P an
A pEg euieng an
1 sreciiam
A UOUDEEM <E43TDTIET [8TL S MOR LTV 3o
ER 8 4 oy R TN 2
A LS L]
S
A%y
3 Dema At AP I eIl 2w gL
— e
4 Jums ven o anen S omrBD e e ik -
T Sa~ 5 acTEgE
s @unga i3
EREC TV 22 s
R TSR I SR B O R et
L lomar o8 SaEETLIE o 42 .
S L T
EEBUMAILAN |

- B Somea S Mhe Bn SE i JenTs e S T NERE B . o3 lamat SANK SUUTRA A ek, 10501020000038, oge-
g eaest SoranBetat Up mlera ol )

i tosom SAFIeln tim ES. A SHENS Y EEE fel cB. DRy 370 M onaoaEmms SAFIMA o sopeomp ZeBgean 28T
SRS ET B3 DR 08 5Lk 3 eamsiion 2 - AT

Sy 8Ty
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HIF
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23. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT)

»

- PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
- BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Zm ks Wallide Maroee Ul et herge ey et 480 s o)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAER AH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Nomor J—— Twhun2D2..
Masa Pajak ¥ emiberas B i 8l waima #2002,
s e s T i
famst i
e usane i
Lame: Lte i
D ]
T a2l ]
oy s Per, g i
eiTangaT i

1 becsmmces sae (7D Gt oo ang oo IoaR RN AT S@meedt OETIOT ARAT 0D LARNETRTRET MF BB SRACIAT BT

w8587
3 l Beve g Yaae s Fpea Sgenr Megee pardp) | wies Tetieg 2o,
T T n e [ T = TR
LT E ) 1.0

DA S Adesn TR, LEETATGES 8- TETEEDLS X808 DEOGTILOGET LTIAY (97 MEST TLE T ON IS AT RIS TETA |

I Dage Fonpensn- a5
i Bgiga cangiraeng B,
§ ammpe P

& samDEtEaM KSSDTAT 8T 2. 3e0s. TR L1 o

0 Eoe P maE 13 bl

R &5 =0

2 donsh g seon oesYtiy * e
& Dumian N BTREEE TIOR8 80 Dovam e on | IS ] L) HEy
£ Samus somemt 7

8 3 3 FsS

5 ersant L N

P R T L 'b__ 332
§ dmse . RS CMLE AT b Qe
Jengen el Seooun jRe TD BN

PERHATIAN

| BAD 22T 8B B LAST N Ba JeTTaTsEYefer Taas AB. YRS Jaerat HEavn SULTRANe, Rek. 10581 020000038 ce-g-
Aty ananh o S oran Yanas Sarat R

1 ioaos S¢De] B otam 8T SLcEmEE r ¢ EEEN S ShaMS 20T 873 Y o=ar mac S0Pl s pEema Shrradam RNE
EmAR-SE D Do eorat 128 3-p
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Spmgeng
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24. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BADAN PENGELCLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

v v o live Varce: Ul vendatgedang Seacar a0 Mo

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAY AR

Namar L

PR Tahun i 202,
Mans Prjai (QEErnr e, . W T N b 28

ha m4a T i

Ayt i

e 39 i

LaTar.gta ]

A AN i

Tangs b= Temos i
‘ot BEratagan |
L !

| Deriamacaas sess 1T caangarcetg oo EEanot iNlE e sisces smprTet cmsiata, c €5 B ST M MIEE JES4S3TAAT
LR N

% Amemn o Inae S S Jpasr Smecemmas Xp, | Ve Teratseg 22l

EEL Y fa%e) ] =423

1 e severissss mia. sESEUGT 4 TEHENT IEEG JEGTILGET LTNAT (87 TS TETLAI S8V SS8AT M0808 DRt el
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4 FgEe pEnprETOUSTG 2 s
3 arexive e
B ImoETENE 0T £ T OIS LTS REDRL T 4n 25
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25. Format Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

T

PEMERINT AH KABUPATEN WAKATOBI
TANDA BUKTI PEMBAY ARAN
NOMOR BUKT! i
Wrirad & wH3 1
e T B TR R I T
Baam
@ a2
~3E
f A E o
W XODE NEKENING URALAN RINCTAN OBYES :.::u
Bakke

WIESE G

e,

B Syied gl el Pomoayas | Myers:

L R . & =
v L i B @ W TaR B M4 e's e @ Tas et le e
s v L EL




- 140-

26. Format Surat Tanda Setoran (STS)

3 Format Sura: Tanda Setoran

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
SURAT TANDA SETORAN

(STS)

SOEI NS . Bank
Xo. Rekening

Harap ditenimia uss.gsebesar
L e e ciinsns e e RED Burut]

Deger, rfirciar, pererin: AR sebagst berikor:

Jurslaly Ry
No KadeRekerirg Urmar, Jr.cien Qevek

JUML AH

Uning terscbut diterir: o pada tatiggal.

Mergerakuir
PergRura ALRRAreL: merdaiiara Pererintasn,
Auasa Pergguins ArRRAran Berdanars Pererim gan Peribantu
e  —————
NP WP

Lersbar Asi Urrok Pentbavar Penyetor:Pik sk Ketigs
Salirar | 11k Berdalara Pererintpan, Sersdakara Penericisar Penchanu
Salirar 2 : Arsip

Canatan;: S8 di'anpin Shp Sesaron

v Coret yarg tidak perlu

Cera Prosgisiar

1. Holom Aode Rekering diisi dengan kade rekenic g s:_ti.sp rir.21at obek perdstaue:

2, Xalap"ralsr Ri- cigr Cbyek disi vraiar rama rirciarn abvek perdatsst;

3 Ralae: Jurileh diist junitak rial pontice! penermaarn setiap nician abyek pendeparan.

Caisrarn:

Farm

m dgunckon uRndk TEMpEior punguen deersh pawck daerah, rembls dan
pér enmagn

TNy G
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27. Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERTH TAH PROVINSI/NABUPATEN/KDITA ...

TARUN ANGGARAN..........

LARAN PENERMAMN DAN PENYETORAN

PaRoo®; . ov e

= e = II._-'

1€ | ]
Jumtia b Denetimasn:
Tunai Rp
on Tunal rek SXPD 1 Rp
w (e
OTAL Np
Jumah Pemygtorsa:
17w Rp
ol s g
from he
00K g diBan P enanmain
u e Ky
ol :
e 2 T TR L] Jumamaolsr
Panggume hnggaran Nuasa Penggane Bandabars Penpnenppn]
Ang it bny Bendstian Pensrvmasn
Harma Mama

L [ Je—
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28. Format Register STS

‘f B BRERINTAK PR OVINGKAS UPATINKO TA
PO
r' TAHUM AN GGAR AN
REGISTER 478
L LI T
o No. 575 Tongps | ¥ode faxming Ursigh Sade [
]

|

| :

| |

Dt Deh,
BerggurmAngzaay Kusma
Feguoa Arggwan

Mama
[ p—
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30. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN
BENDAHA RA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE H
A Penerimaan 17—
1. Tunat melalut bentahara penenimaan. Rp. :
2. Funai melalui hendahara penenmaan pembaniu By ot
3 Malahii ke mekening Dendahan poneameg wo R 4
4 Malislue ke micening kds umum daersh Rp
B Jumiah penerrmaan yang harus disetor<an (AlvAZrA3) Rp.
€. Juodah penyetor an Rp avacia
D Saldo Kas ch Bendahara Rp. )
1. Bendaharadererimaan |
2 BendaharaPererirmaan Pembantu ... Ap. ...
Bendanara Pererimaan Pémbanty .., B nbionin
4. dst B
Disetujui olch, Risiaphan olrh,
Pengruna Angeaiary Bendahaia Penes imaany/
Kyasd Pengguts Angear a1 Bendehard Penerimane Perben 1y
U 3
F a
8] 2]
Rarng MHama

NP e, | p—



- 145-

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Administratif

. Format Laporan Pertan ggungawasan Beadahara Penemaan

Admusnsiras?
PRI BARAT I TN R T |
APORNY FER' 8 EhERL
(5F] FINDRIATAN - ADS INISTRATIF)
i ViR
g

Aigan

St g

DR s L
N

e
[ ..I__ L S LS f—
- ’ epay [— | i
o . sy el | e
a
B P |
| -
1 == ¥ + 1
=] 1 1
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32. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Fungsional

2. Fungsional

AT A R ) T LA 1A
LAFORAN PE T ANG GLMGIAWARANBE MO LHARA M NE RIMAAN

TRHPEN TP ATAN RO NAL)

o b

Baiw o

s

St Sy

R R
- s

-
T s SE s v
L) e L l B
E=1] B LETTee [rp———
daa [rp———ry
| Bendinnt e it -
| ik
[T
| \
| [
|
I e
= E By —
- -

H‘_ i : e — |
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33. Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan

2L ADHYAKSA HDM0WANGHWANG] SELATAN Tiip. D100 ZEDNIOFu:. G400 KRN

PEMERINTAH HABUPATEN WAKA TOBI
@ BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH
mald dpgicell | sstiwotwlitys oM

ANTARA SIDANG AKINI‘M‘H nmmmm BFKAD KAB. WAKA TORI

DENG AN -+ co vov s 00 ssts aomsus v srmm e weinen_ KAB, WAKATOR
N‘mcr IWAK'FU Jm

ok 9 L sererow 4 B s akas s Pe anoren BIKAT K

RS N LT O A Alab CEIAD S T CWRE B5T.088 ol CANA il A0S RNAN SEoran . N AR LY

b L PR L LA & O R ST SRAL N panalil s S

Rewe a Keange . PHAK KEDUA

s Tart el e K FeT AL [ anea st o . Pendepeten OPDumtuk pardode ... ot ... A demgen cans
mummn—a—ummummmmmu
antiten siovstansl dengan date peds entites p Amgen hasll sehagei baviios :

TEEG. oREe lemiTim | DEET hberusut Alouniersd Mt OPD licmh K
3 om AR =
B . = =
i
| = e =
Zas lgeie s, = = -
Seldo K - = =

weroar Dento A ot It R AR 110 oDl 3 Ll aar, sefen e G Ll 6 L e AP, TED T e Kl rLan s
ekt Cer i LTl TUSREYE

WIZ T T
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34. Format Nota Pencairan Dana (NPD)

MOTA FENCAAN DANA [NPL)
[, [ RPRRESNE, T 7T | O —

lerts NPLD O Panjar O Tanpa Panjer
FPTK R
Progran
| Eaglalats

Sarky Mgk ol iy
NOo DPA
Tolhuway ATggaran

Uisatofui ole b,

Pangy ura Angedddy Kissa
Pempuima Argy e s

NP

Edisd aprkeains clely,
Po jadsat Pw |4 Wodmh bk oin Hegs A

Noma,

NP
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35. Format Rencana Pencairan Dana

PEMERINT AH KABUPATEN WAKATOBI

REN CANA PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN

MODEREKENING

Uraia f

ragsu

REMCANA PENCAIRAN

ARGGAR AN

UriGu

L'

AuMia

3

L]

4

3

7= & 5=0

ReiLad

Seng - g
PengpunsAnggsran
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36. Format Surat Pengantar SPP-UP

2. Format Sural Pengantar SPP-UP

| At

ECL R R L

IR "
LaLE]

Bt aa et e

i § Ak petr &

- L s A

PEMPEINTAMNABLFATEN WARATORD
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)

i
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37. Format Ringkasan SPP-UP

KAR. WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
Nomor.

Uang Persadiaan

SPP-UP

- [rama SEPDAING Kera

2. [xama Pengguns
Anggaran/K uasa
Pengguna Angdi an

3. [Nama Bendahara
Fengel upt an

4, |KPwP Bendahara
Fengeluatan

. Juntuk Keper luan

%
. [Homar Rakerng gank
3
8

Dasar Pengeluarantt

Uraian

1 | sPD

Tangsal | Romor

H_|SPIC Sebelumnga

Tanggal - | Womar - e

Padda SPF i dielapkan lampirar-lampit an yang dipedukan sabagasmans tertera pads daftar kelengkaparn
dokumedt SRR

Wangewangt.
Bandashara Pangel usran

*liocet yang tdak perly.

Lembar Aslh  Uniuk Poiogguna Aniggosst#PK-SKPD
Salinan 1 Untuk Xsasa BUD

Salinan 2: Unfuk Bendnhara Penyelunrsn

Salinan 3 Untuk Arstp Bendatara Pengeluaran
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38. Format Rincian SPP-UP

KAB. WAKATOB!

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor: . i
Tahun Anggaran:
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
[ mNe | Kode Reksning | Uraian | Jumibah
Total
terbilang: empat ratus jta fma puluh delapan nburupian
MengetahuMenyatujy: wang-wang,

Pangguna Anggsron/Kudta Pengguns
Anggarsn

Bendshars Pangeluaran
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39. Format Draft pernyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani
oleh PA

G. Format Susat Pernyatasn Pengwuan SPP-UP

PEMERINT AH KABU PATEN WAKATOBI

SURAT PERNYATAAN PENGAJAN SPP-UP

Nomaor. ... wbud
Serooungan oergar Senl Perintiac Pembavann vang Persagaan (SPP-UR
L] P8 LB Lol YISUE T o L] ~ [Terbiigng:
————tr: M| T LT O kb hakatot o Tarer
AnggaTar ZErgar wimEnatakan sengar 3ebenarrya Catwa:

L.urar Uarg Periapac [P erEeOLT SUNTRE ANAT SipAfZo R0 LRILK AGOAr LA gura

FEMD @ AR JATAN AT BN IAKE G 18Tl DPA-SKED

2 . AP 30D FarSeams | UP TEIENLILZAN AN NPuTAKAT wrlon e DRNR S Ze ANEA

-perElran gAry Mercfll Keleriuar yarg bEriaks Fard Seahukan Cenghr P ™ gaArn
angiurgis

Carkariorat P e mamn r Le tun tuk MESgRADIparivanatar okogapdr SFF-UPSKPD
e

IMergeTar.
FergaXRggaATEr (AAPRT GELNANEIRAT

.2

Hoergelduwas (08
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40. Format Surat Pengantar SPP-GU

2. Forrmmt Surat Penganter SPP.GL

MEERINTANASLIA TH A KA TON &
SURAT PEAMINTAANPEMBAY ARAN GANTT UANG PIRSEDTAMN SPP-GUY)
.

SAAF MRRATaS

A

WEATIE M. oA

ey

z waan

Wi AR W & W e T " W o LT . T

EE RN R el e aEt TRy [ WL Sy

o
T Eal el e
i 2P w e rile e M
L
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Format Ringkasan SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSKABUPATEN/KOTA™ ..
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomar: o
Canti Usng Persediazn
P.GU
hama SKPD
= Nama Peagguna Anggaran
1 NamabBandabara Pangetaran
< NPAPBendavara Pengeuaran
& Nama Baus
&  Namvs RexsnlngBask
T Untuk Keperiuan
& Dasa Pengeluman SPD, Kapps. fatigad.
Sehesar: Rp
Temunr g,
sy Prajias
1 1
T 1

| |SPD

Iranzea Nas Rz

[Targga! amar Re

a2 14 Re
1 [SP2D Sebelumnya

anggl . Namar. P 1

ITangaa hamar ke

On L | [
Pade SPF i ditetapesn ampran-azpan veng diperickan sebagaarana leriers pads daftar ke nghagpar dokumern STTim

s tanggEl.

Bende hars Pengatusran
agedE BEEER
rEmw fsngkep

NP,
Lemparhst e T g opAggia T3 @I
Wl oL i
Sahegn 2 ooumdeni kBT geedt
Saiman)  rlochdTACR 2R AR
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42 Format Rincian SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTAY} .....
SURAT PERMIINT AAY PEMBAYARAN GANTI UANG PERSE DIAAN [SPP-GU)
Moo iR
Tahus Angg 2rani. ...

RINCIAN REXCANA PENGGUNAAIN

Regening [raian I Nz Rupizh

T N AN XXX

R L35 SRR Lo

L

. [P .t e p
SAIEA Afgialan YU Aegialan £

4, Jadimnnass

(x1)

- AKX UARX

6, PG X AR DUARS

» PRI UNRX

*
It

AORIAL. et

Meagetshi | Menraravl L£mpat Tangesl

Penggona Anggaran Bendahata Pengeluaran

Yams Lenasani Yama Lenpdam

1| A MR s



- 157 -

43. Format draft pernyataan pengajuan SPP-GU untuk ditandatangani
oleh PA

wrenat Surat Pernyataan Pengaiuan SPP-GU

PEMERINT AH KABUPATEN WAKATOBI
SKPD .. .

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-GL

Namon ..

Setuburgar  2ergar Sirar Pertiriasn Pect hag@r o Sern Uarg Persemdr (SPR-GC

K3 g sdeg. kaes:  p=kBr  sebeshr Rp w-  [Terbifang:
mimsimm e e eenef WOLLR KEpefiGEn  SKPD e fab  Askasb. Tarwn
Arggaran 24130 inimEfyatakan Sergar sEbEcarmya bahwa:

Loutlal Gantian g Perifcpdn (GO TFSEDLT Satal IKAr SCErZLABEER WOLE Keperiuac gura

raebgakegoatar 37 g k3 Mrlacasn sesaDP A-SMPD

o ar GantiengP esagir GO T0MEDLT DB REAN S@LrakBeorivk MR M Ll pRC REL AT -

SEAGRIAAS vArg MEfUrL EAIECIIr carg berdwe FInS Sodwkar cengec Per-bajaran
ArZLurgils’

S kg Surat Peroyataar irBoatintuk MERnNgRaL persvaratan Dergaar SPR-GUSKRD

Nrerngetina
Par g3 EAGEERATIRLISAFEr SR rgRAaT
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44, Format surat permohonan pengajuan Tambahan Uang Persediaan

2. Purmat Surat Permohenan Pengaican SPP-TU

SPED cersvsvssrrassssannnsns

Ly Y

g PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

200
Kepada
Nomor ¥:h. Peiabat Pengelo.s Keuengan
Lampran . Daeran Kab. Wakatoo:
Perteal Permionhonan Penga)aan di-
Tambdanan Usog Wang-\ang

Sehubungan dengan Kesuiunan HegiRlam HAm: maka

dengan i mohon Kepada Bapak <ranva dapar disenkan

Tambahan Uang Sedesar —

i ~ dengan Runclan

Program ........ Rp "
Kegiatan Ro -

Demucan Sure: Permononan it semoga Bapas dapas
menvesdili den atas KErasamanya <emi ucapdan tenma

wasih

Kepala SKPD
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45. Format Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

PEMERIN TAH RABUPATEN W ARA FOBRE
BADAN PENGELOLA KE LANGAN
DANASE T DAERAH
Jin. Adbyehsa No. 300 Wange-Wang: Selatan, KodePos: 5379!

Fimil: dpphad wuhotobi@ymabs sus

Wang-Wa_nps,
Newwr
ifal - Pers_ctujuan_Eambahan L gng Persedingn
Kepada Yib,

Pongpune Anggerdn  Kodss Pougpune Anggaren

KabkWebatob:
D:-
W\ ang,

. Dasar:

& Poergoren Montzr Delas Nogont Nomor 77 Tahun 228 tenmy Pedomen Tergal olean
Tedaes Pengeinlaen Keuengen Daereh.
b Surat Permohonan Fogsbehan Ueng Perseddzen dar PA KPA Mooy Ly gt

Ctenteng Pernohonzn Tembehun Uang Persodiaen,

Sehubungan dengen bur | lemebul distes, dengen mi diberthen porsetuuen Tambehan Uang

Persediaen sebosir Rpaeaceneaonaes (terbilung), unuk heport ven mondesek SKPD
L ;‘.IlgiMl rincin
hande
1 e il ale
Rek ralan
Jumiah | Ha, -

2, Teshelpan Uy Remsedscen wrsobut bdsk dapet digunchen untuk rioebiavar pangeue ran
yang anenurut hetentuan herus diighuban dengan Papbareran Lengsung (1.5}

3 Tombehen Uang Persedizen terscbut digunehen uniuh palog lave 1 isetul bulan sejeh tanggel

§P2D dilu‘l‘hllk‘;tl. Apebile Tambehen Uiap Pemsoden worsebut tdeh hzbis daleary selu bulan,

wiche sise dane veng ede pade Bewdahere Pongeluaran di sewrhan hembaeli ke Kas Daerah

Kabupaten Wahatob: Rak Nomnor: 165.01.02.000003.4 pade Bank Suitre Cubang Wkt

Dievarhran untuk inangedi perliian,

Repala BPRAD
Selaku BL'D.
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46. Format Surat Pengantar SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU)

ame
SLRATPENGANTAR

AT

LW R F R T Lo PRI
Iz

i ot

€732 TETIETET A TE A%« 033m HeERT MUI30E TR AT AT 3@ SendaRaTac far R oda Dardt <l WlaEmn TaRLT AtgdnaRt
bz atie SN EESIECE PTASIIE ATED ERSRITEHE bR mEEANAIS BLfER € mo Tt Fmo i NiRs CreIiTET Gas
L STSLERT R A

.o st
£ Sasrtpid.ay RLICTG

B ot Salyairl [ 1)

anr i s NI cse. sy

CRES ot o ot 0 Y i ] L)

TS
B 2N s PRAGEL A
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Format Ringkasan SPP-TU

PEMERIN TAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA"
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN {SPP}

Momoar: . 2

Tambaban Usne Persedinan

PP.-TL

NamaShPU LairRess

hode dar hama Sk Kegiatan

Nama FeRgguna ANEATRT ALASE FImgRuna Angeere s

Nama FPTR

Nana depdsharg Felige oprar Bepdanars Fecgellamn Femiantc

NFNF Sendahars Fecgeliatan Beodangry Fengecarac FEmiantc

Nama Hane

Ustik Repericat

LAS & FergrihiRn

RS

] A E A

o N HE

~ft Dwr HE
11 [8P2D Stelu moys

TR s L =€r

TROEE %L HE

Lt =5t HE

Fada §77 im dr etapaan Amprane aTESE yang A0 akan

Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan

tamda :yngan

STt RCHE L =)
xip

LembarAsy T SEgc Lopedr FRRRED
Saksanl . "wg 1325 O

Satn AR LaEdde ormgEne ATH
Saun 88 CThewESNT tTHEMar 2Tt W

Langga.
Decdabars Pepgeluaran/Beodshaca
Pengelunran Pembantu

zanda tangan

nama engLap
nip
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48. Format Rincian rencana penggunaan TU

PEMERINTAH PROVINS]/KABCPATEN/KOTAY......
SURAT PERMINT AAN PEM BAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TLU|
Namia k.

Tabun Anges man:

RINCIAN REN CANA PENGGUNAAN

Nz I kode Rexening ] Lrazan

Nama Kegiatan ' Sub K2 gatan !

o R0 RN

B SRS SR

3 st

NamaKegatan Sun Kegiatan 2

A R0 XCRRX

3, XX 00 L0000

B, s XX

X000 UK

5 |im

Nama Kepatan 'Subkegiatan 3

3, 0030 R XN KX

ket

Tertr), F% Limirinsusn TUREATES

Mengetzhu Mznvetaich Te et Tangzas

Bendahsra Pengeluaran/Bends hars Pengeluaran

Penggunn Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Pembantuy

ciamz Lengkan mETalengkay

LT IR s mserienrime
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49. Format Surat Keterangan TU

3. Formar Surar Keterangan Pengajuan SPP-TU

PEMERINTAH KABUF ATEN WAKAT OBI

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan dengan Surat Perntsh Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan SPP-TU)} yang kams ajukan sebesar Rp

{tetkahgperivan ... } .SKPD Tahun Anggaran

bewmataken dengan sebenarnya bahwa jumiah tambahan digunakan untuk

keperiuan

S:l" Kode Rekeaning Umaian Jn:gs;h
Jumiah

Demikian Surat Katerangan mi dibuat untuk melengkapi persyaratan

SPP -F40 SMEEn
Yengmtahul
FengjunafnggaranKussa Pangguna Angjaran
13n3Js @njan:
™arra Lengkad
NP
Catatan :

Coxurman i oen Bandahata PengewaranPPTK dan dia:catangsn: 2@ PenggunaAnggaran
Kugsa Penggunaingiaran pada eaa! pangajuan penaridan SP2D kepaia Kuasa BLD
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50. Format draft pernyataan pengajuan SPP-TU untuk ditandatangani
oleh PA

& Forma: Pernyetaan Pengauan SPP-TU

SURAT PERNYATAAN PENGAIUAN SPP-TU
e

Setoburgar sengan Serat Permirlian Perbacarar Tacbatatirg Perigtian SPP-Tu

N argga .¥ang kAt 3kan jeDedar Rp o (Terbiiang:
e e mnneeeer) | LPTUR KEpSTLAT  SKRD : w3z wakaraplarer
Arggan 2ergET i) raryRtALEN JengAr SEDECRITYN DANWE!

Lo.eriab Tarbar an Carg Perigziadn (14! teriabLl S@WL ZNEM SIORCJLABNAT Ltk keDeriLar gura
g bighe 2303 0 ANZKAM AKIACAKAT GE AP A-GPE
2.umiaf Tawrcatan UargPentzaar [TV eseb Tk 3hdr 23 erakanrlon/MerDiayal par gelann
SDECZRNAN Ang rensril kelBStidr yacp berak. Fars Zigilan zergan Poe o baean

AT GELTEiLS

Semikiar SUmt PEmyataan it SIbuat Latuh mesnghap persyaratac pergaaan SPRTUSEPD

Nigngétalc
Ferga eahrgarar (KAIaPE gL radgetic

e
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51. Format Surat Pengantar SPP-L.S

1. Format Surat Pengantar SPP-LS Gaj dan Tunjangan

1
FUMERINTAN CASUFATES WANKA TC]
SURAT FEEMINTAARPEMBAYARAN LANGSUNGRARANG DAN JASA
(SPP-LSBARANG DAN JASA)
-
At MasTAR
s
- b P
Wil
a0

LT e e e A L T gmie B
. B omwa e maad i L] WRE iR oA RS, ‘4 R 3k EH EEEE
-

s W

M

T
* RIS

- ey

LR Ry A

Rt o T SR RN L
LEFE
» . L2
FATAst P Shibed Sl § 0GRS P e LU
¥
B e b
poa i
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2. Format Surat Pengantar SPP-LS Gaji dan Tun jangan

A A TR
TRATPERMIN T 2AN P MRAMRA HILA NG SUNG GAXIDAN TUMIAMGAN
BFP. LS -GUAIE TUN AN GAN |

Bl ket

s -w =ty LaE ERT e - - o ldde W - -
- =y L3 ial ma L [y e i -
-
e
.
R ]
Fohm B dE
s
o -
+ v by L

mmra s wasa mE
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52. Format Ringkasan SPP-LS

PEMERIN TAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Neismag

Langsucy Gajf dic Tunjacgan

SPpL B

1 Nama SKPD) Ceo Kerie

Kode d2e Na—s Scb Kepintan

1 Nama Pesgguca Anggarse Koass Pesggiss Anggarss

e
T Nars PPIK

Qendabgre Pengivamn

NP Qendatars Penge: cazen

“gra Dang

g

Namas

Seoeanr

Aa Urzizn
T T
1 il
] PD
E— %y Ry
faogpe T e
] Lot =
(1 JPID Selumeva
— oo Ra
i i 2= Rg
L et R

Pads §PF =i drrupar jampias.erper yarg dFLEn sitguIans teneE pade dafrar elengeapar daiom

Pejabat Pelakeans Teknis Keglatan

Landa tangan

Samd ETg P
s

LembyrAib  rier
L8 lmAN1 s n
S IPWA 2 G TR R e

Saunen Y AR amETE CRC ace g et i

T e s o

T

Ber. dabars Pengelu mras

larle langan

(B E T LA IR
Wi
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nurnar

Lazpsusg Barang dae Juss
PP-LS

I ‘Nema EK mit Kena

Z Kok dar Nama S¢k Kegpimer

Nems Pengguna Angparas fumss Fenggurns Anggares

a Nama PR

= Nexa Dendabaze Fengelcarar Decdstare Peogelosmar Frobmatc
£ NPWP Dendgrars Fengelcssarn ‘Hendafars Penpeliamn Pemtant
7 XNama Gtk

4 Nomor Rekenicg Sank

5 Usruk Keperican

I Dasgs Pengaivaran [ Yo oar R
Seresar R
Tsblaey
Ns traian
1 1
1 jaPD
angEs Narar Rp
[Tanga Namar RE
=1 8 RE

1l jEPID Sehelumnya

TargEs e ar RE
ELY e 13
o 1] L5t 5

il
i
]
L]

nl direrapkan lammrancernren yang Epenan selaga Tars teriesa pada daltar kelengapas Sowrer SFF:n

Wnggs.
Dar dabata Pergeluatac /Ben dabas s Penge luatan
Pejubat Pel sksara Tekr in Kegiatas Frcilas i
LA da taligan Ands langhn
BADE ENZRAR fAlia AngRap
MR AP
e il

X T
[L e b R
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA™
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

o o

Langeung Pibak Ketigs Lalznyn

4PPLS

Nama SKPL Urn Rerp
2 Kode dan N 805 Kegatan
Y Naws Penggina Anggamat /Kuass Penggars Anggarsc
T Naima Rark
k. Noar Remrninglacik
§ UsmuniRepesrican
17 Casar Perprloacar ErC [T te-ges

Sezetar Re
Tezazrg
I—_——_>S]S i
b1 Tralis
1 I
' T

1 |SPD

Tanges. REL LA Ry

‘angEa arar Ry

Ce i R
1 |8P3D Beteln mrya

(e i Bl

Wr Y Wama | B3

ar Lt i

T AT pRAT (AT RN AT SIAN YArg Apesi - setaga T

=13 pads dafar ke FREEREAD doKaTen

LA gga
Pejabay Pelaksan g Teinin Kegintaz Ber dahara Pergeinasan
tatadn lar.gan tanda angun

fAnE shILAp
&P

[P T T R A PR S S
Spingnl T oem3nai D

TS QR R L LIRS L
Satnend e cic seTatigege gty
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53. Format Rincian SPP-LS

PEMERINTAH PROVINSE KABUPATEN/KOTA"......
SURAT PERMINTAAN PEM BAYARAN LANG SUNG (SPP-LS} GAJT DAN TUNJANGAN
famar: . ’
Tabur. Anggarar:

RINCIAN RENC ANA PENG GUNAAN

ya ‘ Kate Rekening I LUrainn I h.E Kogen

Nama Kegawn /'Sus Kagatan 1
SER.LVE 3]

3 P X000 MO0 XX

1 s
Namis Kegasan ‘SusKegatan 2

o poeoeonomone

Lo R ETEL BT

B [pRE o N

T Pt X KXY

 Em
hama Kegatan SusKegatan 3

7. [rosomecn oo

o

TOTAL.ciciiannee ‘
Teoueong, #* e oo TuEREN 00
Meapeadia (Manyehgal 1Tz, Tanga aa
Pengguna Anggaran Reodabats Peogelusnn

I, ME
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PEMERINTAH PROVINSI/HABU PATEN/KOTAY

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-18} BARANG DAN JASA

Nozaar:

Tahtn Anggara oo ..

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

h i Knce Rekening

Uraan Mile Rupiah

Nama Kegatan SubKegamn !

LN 00 XL XX X0

X000 106 00 00 XXX

LN B

Nara Keglazan /Sub Regiatan 2

44 L0 £ 0000

5 R R KXK

B, [0 RN

= | oo X

I3 =8

“ama Kegiaman Sub hegazan 3

4, A RN XXX

. f
| o g 0 P
SEfGhA Lh - -, TAZIG

Mengstaha Menyetujun

Pengguna Anggaran/Kuass Pengguna Anggaran

ama Lenggapi

S

Tempal Tanggai
Ben dahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluarin
Pembantu

8

Nam.aLangd En
AP
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA".....
SURAT PERMINTAAN PEM BAYARAN LANG SUNG |SPP-LS| Pihak Ketiga Lainnya
amar:,
Tahunitegarar: ..

RINCIAN RENCANA PENG GUNAAN

Ko Ragening Uraan Nl Repan
Nama Kegamn, ScoKagaman |
X XX

g LR R e R

3=
Nama Kegann 3ubKegauan &

o Jrmxemiaomy

EN LR SRR TR Y

& [usmomouxy

bl LRE R R

5, |5t
Kama Kegatan SusKagaan i

o LR SR ETE

14 I5s:

Terctang:#% ... .. nponrs

Men@uann, Menvemii, Temomr, Tangdl

Pengguna A.uunl.n Bendahara Pengeluaran

Nama Langan wamalenzean
SR, P
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54. Format Rincian Penggunaan LS Barang dan Jasa (untuk rutin
pendukung)

6 ltufas Rincds Peaggonans: Anggaran $8P (8. Darung dan Jusy ook belanin et

Fotaen I adh =
LT Lraan Tundd Kok = T Tkl T P iy Paaid n Pasi + Paral sl ah x
i 2 2 3 2 Dl druh Pk e
Niotal
Wangi=W ang. URY
MotigeHa bt
Kepulz BRI Benduligsa Pengeiucr.ol
s Py

Coniral wrntd safesl raibe WA srvk oogsant i3 o hada dae
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Format SPM-UP

PEMERINTAH PROVINSH/KABUPATEN/KOTAY
SURAT PERINTAH MEM BAYAR
Uang Persediaan (LUP)

Tabun Anggaran: No. 5PM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH IPalo:gln - potongas :
PEMERINT AH PROVINSL/ KABUPATEN/ KD TA Uraian

Ka. Jumlab Heterangan

e, R:hninﬂ_
Suyemeneraken SPD ks
Juman] K
— N Ieformasi: Tigoc memmomngsiman pe s oguc s SR
raiphas Lix Craian

- No. Jo mish Keternngan
3o RexeningBami Ne. thcninﬂ_
MamiEa se
APap Jumaz|Rz

Lapar Pe:mizavns

Lrns heoerocan

Pembebanan Pada Kegiatan B Yaog Dibaysrkan

KODE KEGIATAN IRAIAN 1m.u Juzan hanilmont K=
Junal Boongas K2

dumal k. . Juman Yanglmvarsan Rp,

angSaman

Jumlsk BPP Yang Dimicta: Rp.
H LS
enoeng PrCgruea A gEatar
cacdatanges
e it BT
Nomor dan Tenggal SPP 3

I ieojgk o AR, ar S gmegue: fow o ntnwe s dgf rrLaSiPZ




- 175-

56. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA

o=l

5. Formu: Surat Pernyatuan Pengaican SPN-UP

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
BB s e iaaci

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-UP

Lo Tp=1]

Seriboegan sergar Sotal Peucldr Aase baar JECE PECSAZBAN  SBNLUEY
Largge: . & © ggd r  seDelar  Mp
v AIPTLh K g DERAR SKPD

bés,
meaeamen,s [Terpigng:
£t shvakatsbn Taree

SN0 miMencatiian Cengar sebéramys DIrwa:

SEMIAT Jatg PETiedsar (P tersebul Zams giar Spergurakan ceivk weperiule gLrd
FECODIBEEZATIC (BT JRArM B SAT ARG S85_R) DPASRRD

2 ptAr Uarg Par e anoP sebulitizak AL B L LA A Yl Lo 1T F - X T 1% TR
Por QRaAR @R anurLl ketertuln R DECBNL Fans

Sk kan sergan Perrayran
P L TH

ZErwar Sueat PerevATaT f DibLdT LYILE Mekr gR30i0ers, Bratar serddLar SPY-UP SxPD
kam.,

hergutabe
Peragonabeogaar/wonfer 3@ wradrgd arke

4P,
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Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA

R Format Su ratPernydtann Tu.‘lggu:lg Juwab Moatiwic (SFTJIN untek TRIGU

1. Formue: Surat Pernyatuen Tenggong Jwwsd  Mutiek (ISPTUM untuk

LPiGT
PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI!
Nama SKPD......ccocnnen
Aln mar 3KPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM}
Nomaor i4

Yang bertanda tangan di aveeni

Nama 123
NiP 13
Jahatan %)

Dengan &n: menyatasan dengin sesun ggahaya bahwa

1. Perhitungnn .48 sedesar 16i.... . idengan huraf relah difiitang
dengan denar.

2 Apabila 4 wenvadian har terdepar desaehan danjaiau <e.edlian awas
pembayaran I tersedr, Sebagan  ateud  selarablnya. <aml
seranggung  awad sepenubinya  den  ersedin menyelorkan  Aes
wesajphan dan/atau <ei#dian pemdavaran tersel ¢ Kas Daerah

But-vuat dan docamen asit tersedat telaly diverfidasi olen Pegjabas
Peratausahasn Keuangan (PPK-SKPD! dan distmipan sesua. seteniian
vang oermica pade Satuan  Kena 1.} anTak Keleng£apan
adnunigTras: dan <eperiuan DEMEri<sasn 6Deral Dengawas IUngSiona.

Dem:man suraT pemyataan (o didua: dengan sebenaraya, dalam =eadaan
sadzr. dan nidexdibawai teganan,

Fhic)
Penggana An ggavan: Kuiasa Penggana
Anggaran,
Matera
it

Nama lengHan
ke
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58. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PEANYATAAN
VERIAKAS! KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAN LAMPIRAN SPP-UP

Saya yangbertanda tangan ditawah ini
hama

hip

Jebaten PPE-SKPC

Wenyatakan dengsn sesunggubnys batwe dikumen dan gmgiran Surat Permintzan
Pempaysran LP hamcr oo Tangga telah lengkap dan sah sesuai ketentuan
persturan perundang-undangan, Jka di kemudian hari perngtaen saya i udak bendr,
makasays bersediadiverikan sanksi sesum peraturan vang berlaku,

Cemikiznsurat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dzn tanba paksaandari pihak
manaoun.

Nangi-wangi. ...

PPK-SKPD.. . ..

NEt erai

NP,
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59. Format Checklist kelengkapan  dokumen  SPP-UP
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SURAT PENELTIAN KELENGKAP AN DOKUMEN SPP

SPP

RiEIRININIE

-ue
Surat pengantar SPPLP
nngkasan SPP-LP
rincign SPP.LP
5K Bucati tentang Besarzn LP
salinansPo

draft Pernyataan pangsjuan SPP-LP untuk ditandatangsni steh P4

PENELITI KELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Tangga!
NEma

NP

Tandz Tangan

LeMCEragn Asi untukPeagzunaAnggsan/PRK -SKPD
%3 nenl ‘UntukKuass BUD
Salinan2 :untyk BendaharaPengelussn/PPTK

Sinan3 s 4rpp Bendahara Pengeluwan /PPTK

yang
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Format SPM-GU
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PEM ERIN TAH PROVINS]/KABUPATEN /KOTA¥

SURAT PERIN TAH MEMBAYAR

Ganti Cang (GU)

Tahun Anggaran:

Ko. SPM:

Sumva menerinican SPE0 Keoads;

SKPL:

Gendanara niak A
Ko Regening Bank
hama Bank

SPAP

Dasa: Pecatavaran

KUASA BENDAHARA UM UM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI; KABUPATEN; KOTA

Potongan « potongan :

Crajan
Ke. ! Jumlab
{Ne. Rekening)

Keterengan

Jumlah) Rz

Loformasd | Tidox mengumngy umich sembagoman SR

Uraisn
Ko. Jumlah
{ko. Rekening|

Keterangan

Utk Kezecivan

Pembebanas Pada Kepistan

PH Yang Dibayarkas

Nomor dan Tecggal SPP

KODE KEGIATAX CRALK LAl [
|
Juman Fa le_
Langdaiinmia
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp..
tgal
PR Pengguch Anggarae

o=

00 iy 300, g splecglen, Snangmongnse Jug dptemps vee Tepaa SO0
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Format Surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA

6. Format Surat Pernyvataan Peaguuen SPM.GU

ANIBEAN Oy BEAT AN WENTIR T2 AN N
SOArDE IRV
“aNESA, it VE 302

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
L R —

SURATPERNYATAANPENGAJUANSPM-GU

L b - H—
SerLburgar 2engar Sural PEfrgar Wer-bdgar Sarl Jarg Periezaan | 5P-GU No
latgge Arg ket dknar sebesar Rp . o [rerbisang:
M Qo Er T LeDEfLEr SKPD Kab  wvakatoho Yaten
Arg gRrr ZECGAn on MErVAtAkAn MR EEDENAMyI Dahaal

1Lk Jan Dar g Fersazanc GUY (arSAELY TATBS Ak3n ZIDErgurakan ik kepetludr gurd

MerDay ke RIAL (@rg KAMIAMA LB 2 5LE DONSKP T

2 .omian Santiae gPerses aar (GUTATAEELT Lo dhars Sigurakar Lrtik ©Er A oer geluatan -

POrgeiLaran yarg Merufat KelErT.Br yang becakL RARE JhBesdr Sengar Perbavanar
angicrgls

Derikiar, SuralPerryataar SOLATLrT ok MERMZRALIgRTSIATALAT, pargaLdr SPR-GUSKFD

L¥ Lol

“igrgezte
Perg ZoBrQgataT ELERRP € GRNF . ABAIC
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Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA

Nama SKPD....cocvsmnns-

@ PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Alama SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomar 1l

Ya g Perranda tangan & bawaihim

Nama 12
NIP (]
Jabatan

Dengan il menvamasan dengan sesun ggahnye bahwa
1. Pertutungan NED sesesar 46 adengan haud telah dihitung
dengan benar.
2 Apabia di <emudian har terdapat wesalalnan dan/ainu xeeixhan atas
pemarvaran 7 erseiyas,  sebagan  elauw  selaruhnya,  Hanu
seanggang  j@wad  sepenuhnyva  dan  dersedia menyelor<an  ams
wesajphan dan/etau <elebihan pemoavaran tersebu; xe Kas Daerah

B g wakn dan dokamen asli tersedur telah divenfikns: oieh Pejbal
Penatpaselnaan Keuangs: (PPH-SKPD: dan disimpan sesiar Leleniuan
vang bergsw  pada  Satuan  Kena 18 unids  <elengdapan
admuiistras: dan Keperiuan peMEri<Sean BpargT pengawvas Sangsinna.

Demuc an surar peravataanin: diduar dengan seoenarnya dalam seadaan
sadar, dan idakdisawah teanan

19
Pengg.na Anggaran, Kuasa Penggana
Anggaran,
Maera:
[l

Nama lengxap
NIP



-182-

63. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Nama SKPD........ceee e

Alamar SKP3

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)
Nomor i:

Yang beranda mangan & bawanin:

Nama i2:

NP : 135

Jabhatan i

Dengan i menvamaken dan berlanggung awab oenuh atas sega.a
pengeliaaran  SPD2 i3 sedesar A6 idengan hurufi elan di
belan jak an  $edesar T idengan hurat} oeh Satmuan Kena 2:1
Kan\lagazon,

Buameouxt: dan doisumen asi tersedur di atas ctelah diverdikas: oieh
Pejn'on: Penactousahaan Keuangan PPK: dan disimpan sesuar Ketenvuan
vang seriaku pada Satagn Kena 19 AT Keen gkapan admunistras:
dan keperiuan pemeriksaan aparat pengawas fan.psional

Deaic an surat pemyvataan =i diduar dengan sedenarnya, dalam <eadaan
spdar, dan sdaddibavwan tedan an.

i:0y
Pengguia AnggarankKuasa Penggana
e A R AYALY,
Materar |

6000
i

Nama .engl<ap
Nip
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64. Format Berita Acara Rekonsiliasi pendapatan dan Berita
Rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi

B ADROYANEA MO SUWANGEANG] SELATAN Tulp. OG0 TEONFax. £900 Tk

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI
a BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH
rmall - dpplind,. mmmimty— =

BERITA ACARA REKONSILIAS BULAN ... 2021
ANTARA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKAD KAB, WAKA TOS
DENGAN . KAB. WAKATOR

et I s R st AT A TN e | AW sl At e T A BT RO AT TR B R

. PIHAK PERTAMA

TR D T L R LU T 0T NS ST S 8 LR pup s I c R e san Prarns s Hanan
feran ool Gonat o s & Bt [ Mgl 2

.. FIHAK

e e et et i [ A Al s g seeton Py mdapetes, OPD untupetiode . af__ 221 dengen cans
mebandingken dets berdemsion Surst Pertangmng Jawaben (SPT) Pungaloral den keleogiopn beben rekonsilianl yang disamm olsh
antites shustansl dengn dide pade. entites palaparm, dengen bl mbagsi berilout ©

| s Maparut Al Memna OPD Salinid Fa
i & - =
- - - |
= = = 1

R T | SRR, SN A bR T L L N R Kl M ol

Kesbid, Alontanal

Acara
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PEMERINTAH KABUPA TEN WAKA TORI
BADAN PENGELOLA KEUAGAN DAN ASET DAERAH
I ADMYAICAA NO.JOWAMGHWANGL SELATAN Telp. D) ZITOND Fax. DIO8 ST
T e g rvae

ANTARA BIDANG AKUNTANS DAN PRLAPORAN BPKAD KAB. WAKA TOR
DENGAN--- ... KAB. WAKA TOBL
Nomor : 90%-----/ BAR/ AK-PL/V / 2081

By o s areise AL AST

ab fant riar BPRAL W
b KT bt Lt s wein o .

L R

NE

gkainn Fesnhar Peeas) aans Keorgen
S TE R L TN AR TS DR A TR TR WA SErnd Ba o SerdweariaT | (ULR SR JLI S

et IMEARMIET AN A

™

i
b |
& Fas bz ARnuri

SR n Ve O LR A

NRSAET APT SPe ] ri o pet bt ana Ak e rtand re e
(R4S A2 A A Ll

ac... PIHAK KEDUA

SR T, i ekt Rt Il ok e i fu Belays OPD vk priode ... o8... 202! dengan cars
reebaringlon dets berdassrkon Surst Petscss ng Jeweban (5PF) Pasgaioned den fsslengiogen bebu rebonsitiesl yang s cleh
sntites sloxteosi dengan deis pads sntitss pulaporan, dengan hewil st barilos |

T s - e U = %7 L
TR = - =
L Szldama, Ooos - - -
1lezes N = = -
L flesian neang
L .S~ - . -
; 5 . =
T lieatien e
§ius i menmrnt - - &
= Heslims espem M ang - - -
SR R, - - .
Sl mane R tlen 2 - - -
Siem Kaa - = =

Berdenwian hasd reboonuiliasi eracbut, siaskas dapat dirinclican sebagel berfiat ©
2 Seldo Kes Tupsi

b Saldo Bark semai SIMDA
4 Sl Pujal

. Surmt Baterge :

Total Seldo Kas : T

Cetatan:
1) Salcko Ressiing Kormn
2 Ssidho Persediasn.

L opn Tbarted Lorn st Rl 0L A LK RS il
bR e e el A et 0 A

R, Pt RKED

E

Mlecare,
Fo et e Pe gom e,

=
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65. Format Berita Acara Rekonsiliasi persediaan dari bidang aset

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

S Adkyaksa Nov 30 Wang-\Wengl Wode Pos 937§0
Telp./Fax (000 222230, Ersit dppkad \Wakarabigyrusil 2om
ey

BERITA ACARA REKONSILIAS] PERSEDIAAN
PADA DINAS ... .. KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ...
NOIMOTL | csesmmssvwmsvsnmesnsnsssrnens

Pudu Mmoo RS 111177, 77 1 [PRRRA— L3 4T tahun . bert empat
di  Pudang Pengeloiwan Aset Baden Pengelpin Kewuwsgen dasn Aser Dacrun
Rabupeten Wekutob: kam: yvany bortande tungan o bewsh o

Lo Namu
NP
Jube tan
dujarn bl gr besindeak untuk dell Bles oRme Pengurus Barang
Pengpune peada Dhws ... Kab Waketob: wrtoke selasyjutnys disetiar
Piiis Perterrg,

Nurza

NIE

o tan

dafrn hmd ind bertodux untuk den oatwes owme bideng pengelolusn aset
pade  Budan Pengeiols Kevangun dan Aset Deerany Kab, Waebatobi untuk
selwnutnyve dmeian Piek Kedus;

mnenywakes behws telah melaxukun rekonstms date persedieen dengen oicd
tnembundingkur,  dats persedian pade  sporant yany  dsusen o oolel Do
Pengguns Harung dengun baporen Realises: Keuangen peds DPRAD Kab
Wakatobi vneck periode Teaggal o0 sdl dengant hasd
sehaga: benkol

. Husil Rekenstbast Dats Persedmaet (Daftar Ferlamper

w-itel pentiny lwinnyw meagenw dete tefxa penyusunen Lapomn Persedman
diswtkan delwrn Lampiran Beritd Avecw o weng merupekan bagen vang ik
terpisaniun dast Bents Avam i

Demikin Sesite Acume o dibust untuk dig urmken sepesicnyd, apabis o
kemudiun  hwn terdapst  kewkelrusn waan @ bwkes perbatcan scbagerrans
NeS TR

Sk Pertama - Pitsk Kedua:

XP NP L.

Nletyr ehat 1
Repals Didung Peogeioman Aset
KabWakatob:.
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66. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIRKAS! KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
BAN LAMPIRAN SPP-GU

Says vangoertands tangan dibdwan i
hama

NP
abatan PPK.SKPD

KNenataksn dengan seSunggulnys Canwa dokumen dan empirgs Suret Permintzan
Pembzysran GU homer Tanggs tezn lengadp dan sah sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan. ke di kemudisn haro pernyBtasn saya v tidsk benar,
makasaya bersediadicerikansanksi sesuai peraturan yangberiaku.

Cemikian surat pernyataan inisaye beat dalameeadssn sader dan tanca paksasndari oihzk
m aggun.

WaENg-wangl, . ..
PPK-SKPD v, o
Natera:

IR,
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67. Format Checklist kelengkapan dokumen SPP-GU  yang
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SURAIPENEUTIAN KELENGKAPAN QOKUMEN SPP

SPP .GU

D surat pengantar SPR.GU

nngkasan SPA.GL

[]
[__—] finzi@ SPP-GU
L]

aparan pertanggungiawaban (LPJ) penggunasn UP disertal dengan bukti-bukt

transaksi yanglengkapdansan, termasuk dokumen oefRajakanterkait

draft surat cernyataan pengaums PP-GU vntuk ditandatangan olen P4

L[]

s@inan SPC

PENELIT! KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggs

hEme

Tandz Tangan

Lempargn As!i :UntukPengguna Anggzan/ PPK -SKPD
Sinan 1l :LntukKussa BUD
Salinanz :Untuk BendagraPengelyiran/PRTK

5 :nan3 s Arsic Bendnata Pengeiugan [PPTK



68.

Format SPM-TU

- 188 -

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTAY

SURAT PERINTAH MEM BAYAR

leoLang

Nomor dap Tenggal SPP

tandatmngas

..‘_'f'!.:,'.sﬂ:_

hx

Tambah Uang {TU}
Tahuo Anggacesn: Ko. SPM:
KUASA BENDAHARA UM UM DAERAH | P —
PEMERINT AH PROVINSI! KABUPATEN; KOTA Uralan
Ko. Jumlah | Keterangan
{Ke. Rekeniog)
Sipea mensrak in SPID Kemda
Jumlah] Rz
SEID Informasi: Tiduk menqreng umiah pemdngeran ZRY
Bendanga s lor ., [Urelan
: y Ko. Jumlah Keternngan
o Renen pan o {No. Rekening)
b Bang
APRp Jutan|Ru
Casar Peontayaras
Lnvelk Bemeriuin
Pembebanan Pada Kegistan SPM Yaog Dibayarkan
KODE KEGIATAN CRAIAN NLAl Jumar Yang Dmina E.
Juman Paz wmn kg
Jusmaly By Jonan Yangloaversan R
langde Lman
Jumlah SPP Ysnp Diminta: Rp. .
BRI

Prcgguca Anggarac,/Knas a Penggura Az fgarae

SNy aaq op A LA Belag Sxid gnotamlle L ¢

Nk ppste 3P0
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69. Format Surat Persetujuan TU oleh PPKD

FEAMERIND AN RABUPAIEN W AKA TORI
BADAN PENGELOL A KELANGAN
DANASET DAERAH
fin Adhyehse No.o 30 Wange-Wang Selatan, KodePos: §3760

Emal: duphad wabatubi @y mai Lgom

Wangi-Woang:,

N aathar

Hal Dersetujunn Lpmbigl yanl augPercdigan

Rapade Yl

Pengpune Anggeran Kuasa Ponppune Anpgeran

Kab Wekateby
-
Woengi-MWopp:

1. Dasar:
e Perawren Menter: Dol Noger Nowor 77 Tehen 2020 tenteng Pedoren Pemgeicleen
Tehus Pengeluien Keuange n Doerah,
b Surat Pereichonen Toanbahen Uasp Persadcan der PA KPA Nowior tanppal
Senweng Pertiohonen Ta rmhehian UsnpPorsaediaan,

Sehubungan dengan bute | teesebut diaties, dengan tng Siberthin persetuuan Taaskann Leng

Pepsetbieen sebesir Rpoaveeiiinn (rerbilang). untuh beperiuen eendeossh §K T
dengan nncian:
Kanle -
ek Eraian LT E
Jumiah | Rp. -

2 Tenheben Cenp Persetiian forsebut bdeh depet dipunehen untuh rieebiasgr pengeiuaran
sang menurut ketentuan harus diakukan dengan Packasaren Lengsungil$)

b

Tabehen Unap Ponedain terscbul diguneken untuk pehing 2ane 1 ot bulen seeh engee
S0 daerbuhan. Ape bde Tanbahen Uang Persedican tersebut tdab habo dalans situ bula e
mehe ssz dene saog wde pade Bomdehera Poengelueran & setorken hembel he Kos Daeres
Kabupaten Wakatob Rek Nomor @ 05,0302 (006036 pada Hank Sultrz Cabeng W ahatob:,

D enrhian untuk mweny al: perhatt an,

Kepata BPRAD
Sclahu BUD,
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70. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-TU oleh PA

7. Forma: Pernvataan Pengeruan SPM-TU

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

SURAT PERNYATAANPENGAIUAN SPM-TL

Nomar:

5k Bungir sergar SoratPencmah Narodear Tamoatavacgtemenar (SPALTY

]

angga SRRG kit Gukan sbeiar Rp .. = = {Terbilang:

e rinse i memneeer]  WFLUE KAGLRYUBN  SKPD ka3t Wakatam Tanwun
Anggann &N W8Py ATEKDr EEngdr CADACBITVE DIF Wil

S..uMIar Tambaran Jarg Perseanr (TU0 thrsalol ZAS BRAT DDRIELOBMAF LOlue WESEMLAN LRI
rerthia A KEQBINe qErg B0 1 K3 fA L A N TeTul DPASRPD

2o.omialrbatran CacgParemar [TU arsabLtt-one ReDA 2Qurakdruriuk e e Diaya) oo ¢ S0
cargeluatar arg mencrat ketertdn yang Defadc Rans cikewar zengar Pembaanan

JargaglSs

Derikian Surat Perny 8130 Ir Sibuat Lt MEErkE0I pETIVAnAtAn pENgRLan SPI-TUSKED
karm

VRIGETRNL
Pergdoratrggaar [ ke g § v ra Arggarse
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71. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA

2. Format Surat Pernyvatasn Tanggung Jawab Mudek (SPTJM) untuk TU /LS

Nama SKPD........
Alemar SKPD

g FEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOBI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor il

Yang wertanda tangan db bawab i

Nama 124
NIP 3
Jabaan

Dengan i memyatai<an dengan sesangguhnya bahwa

1. Pertyrunmgan .48 6 sebesar VT idengan hurah
telah dinitung dengan senar

2 Apalnin & kemudian haern erdapal Kesaaben dan;atau Keiebthan atas
pembal raran i tersebul,  sebagan  amu selurabinya,  <am.
seranggang Jawab sedemunnyva  dan  bersedia menyenori<an  amas
xesalahan danetal selebin an pemoayvaran tersebul =e Kas Daerah

Buxti-ouksl dan dokumen asli tersesur telan divenflias: oleh Pejabas
Penatausahaan Keuangas PPK-SKPDY dan disimpan sesua: <elentuan
vang berdasuy  pada  Sataan  Kera W 2 an T UK ldeengxapan
admiustras: den X eseriian pemeriksaan aparar jengawas fungsiona

Dexican saras permyvaman i dibuar dengan sebenamya, daiam Aeadaan
sadar, dan dax dibawan texanan

[BReN
Penggune An ggaran /Kuasa Penggune
ANggEaran.
Matero.
LR

Nama leng<ap
NIP
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72. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIAKASI KELENGHAPAN DAN KEABSAHAN DOXUMEN
DAN LAMPIRAN SPP-TU

SayB yanghertands tangandibawah nic
hama

MNP
anatan PPE-5KPD

I enyatekan Agen SESUNgEUNngE bahwa dokumen dan ampiran Surat Permintaan
Pembayaran TU Nomer Tanggs .. telah lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan gerundang-undangan. Jia o kemuodian har pernyataan ssya i tidak benar,
maka says bersedha dicerikansanksi sesudi peraturanvangberizku,

Cemikiansurat pernyatagn ni saebuatdalameeadaan sadar Jantanpa naksaandari pinak
manaoun,

WENGI-w BNl

PRK-KPD. ..
Matersi

NP,
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73. Format Checklist kelengkapan dokumen  SPP-TU
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SURAL EENEUTIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

5pP

Ooopoou

- Ty
Sueat Persetujuan TU sien PPKD
surat cengantar SPR-TU
angkasan SPP-TU
friLian rencana senggunasn TU
s&!'nan 5PD

Jraft surat cernystagn cengajuzn Jengajuan SPP.TU yntuk dtandatsngam Dieh PA

sarat weterangan TU

PENELITIKELENGKAP AN DOKUMEN SPP

TangEs
kama

MNP

Tands Tangan

Lembaran Ask :LntukPengeana Anggaran /PPK -SKPD
SBinznl ‘ntukKussa UL

Sainan ‘Lintuk BgndanaraPengeiugran /PPTK
Saiinan3d . arsip Bendihara Pengeluaran /PPTK

yang
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Format SPM-LS
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PEMERINTAH PROVINGI/ KABUPATEN/KOTA"
SURAT PERINTAH MEM BAYAR

Lanpeung |LS}

Takus Anggerac:

No SPM:

Scwvamenermican SPIL Rouda

KUASA BENDA HARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATER /KOTA

Patosgae = potoggac!

No. Hab: Jueisk

Keterazgac
Mo, Rekeaict o

FrouIny

e
20 ek emani:Tidae TURETIR TR 0 D ayg ran 2
Fendanzre phad & Urai
3 f R Ko, =y ) |Jumlak Keteracgac
N EeneningRert {No. Reke nirg)
fwma By
NERE JumatR
Dasarmauran
vk Keterian
Pembebacac Pade Kegintan [sem Yarg Ditayatkae
KODE KEGLA TAN URatax  [xta imasVer gl I
e Prorean E
heriads RBr Sran WREOhE BVETRAT IR:,
Cengidam il
Jumlak SPP Yarg Dimicta: Rp.

Momor dac Tacggal SPP

LSRRl

Pengguna Angguran/ Kuxss Penpgu na Angpann

JLEI O ¥

e

FFEf o TR N T UUIU IO B LU R LT S L H s
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75. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA

2. Furmar Suray Perayutenn Tanggung Jawab Mutek (SPTJM| enmuk TU/LS
FEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Nama SKPD..............
Alemar SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Nomor [i

Yang beranda tangan 4 pawan .

Nama i2

NP ;
Jabaran i4}

Dengan it menyaiacan dengan sesunggaibnva bahwa

i. Perhitungan 13 16 sebesar tTroadengan nurad
relah dif wtung denga:n benar

2 Apamila & kemudan harn terdapat Kesaahan dan/atau <eedihan atas
pembayaran 1) terseRr.  selagan  alau  seurahnya, Ao
bersanggang  jawan  sepenuhinya  dan  bersedia  menyetorxan  atas
wesalohan danj/aan Lelebhan pembayveran tersehut «e Kas Daeraf

B axs.aeaxt: den doicamen asl Tersedut telakh diveritlxas: olen Pejabal
Penatatusahaan Keangan PPK-SKPD:i dan disimpan sesiia <etentuian
vang berlasu  pada  Sataan  Kera i ANTAR Kelengdapan
admunistros: dan Aeperfuan pemeri<saan aparat pengawas fungsional.

Dem:lcian saras pernvetasn in dibuar dengan sedenarnya, dalem <eadean
sadar, dan fidax dibawah rekanan

.0
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran
| Aatera:
if

Nama ieng<ap
NP
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76. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN
VERIAKAS KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN
DAR LAMPIRAN SPP-LS

Saya yangoertande tengan dicawah i:
hama

NP
sLatan PPK-SKPD

W enyatakan dengsn sesungguhnys GaRws dzkumes dpn lamgiren Surst Permintazn
Pembayeran LS hemer TEngEs telén @ngkap dan sah sesgai ketentuan

persturan perundang-undangsn. like di kemudiah nan perngtasn siya o ngak benar,
maka saya berfsediadioerikansanks sesuBi pers turanyangberlaku,

Cemikan suret pernyataan ¢ saya buat dalam keadaan sadar dan tanpz peksasndari pihak
managun.

SaNghwangl. o oun

PPK-SPC..,

hatera

NP
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77. Format Checklist kelengkapan  dokumen
ditandatangani oleh PPK-SKPD

SURAT PENELTIAN KELENGKAPAN QOKUMEN SEP

SPP -LS Gaj dan Turjangan

sufat pertgantsr SPR.LS

nngmsan SPP-LE

nnzignSPR-LS

sEinan SPD

ampiran SPP-LS

pembayFanga; nduk

g#jisusuan

kekuranginga)

Edjiterusan

$rat KeputUsENpEnEInEkItTRENpREIwE NR OISR

BUTAl KBCULUSRNPENEANEXILANTEEAv. B NEERIINITH

sural keputusan keamkangangkat

turst x@pututan pengéngkatan dalam jabatan
kenaikangajcerkaiz

surdt pernyatagnceantikan

surat pernyataan mendudak jaostan

SUrEl Cerfiyatzan me ¥ <BNa<An tugs s

surat keterangan pembasran tun@anganke dirga: kartaDermohsnan senamoanan
penghasiancegiveid negering! (KP4

fats zoeysurat nikeh

foctocapyakteke anirEn

sufal KelErangancemserhentian pemuayasnlSKPRigaji

surdt keterangan masih sekoian/kuiah

suTat pindsn

sarat kematian

e-piting dan

peraturan perundgng-undzngan mengena cenghasiian pmpinan
dan gnggotaDPRD serta gaj 980 twnjangan Bugat/WNakil Bupats

PENELIT] KELENGKAP AN DOKUMEN SPP

Tanggs

hama
NP

Tendz Tangan

Lempbaran Ash ‘untukPenggun@nggaran/PPK -5KPD
Saian 2 untuk Kuasa BUD

Samn 2 ‘Lntuk BendaharaPengeiuaran/PRTE
Einan3 4rsip Bendahsre Pengeluaran /PP7K

SPP-LS

yang
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUNEN SPP

SPP.L3Pengrdasn Barang dan Jans

-cErgE T SR F- S

smgeaiafEE- S

wme gBFF-L3

e wF F oL S

i == SFD

T IR TR TR U T

L cgDphedstaniioe e At Eat SOl AN wEiD DR

Y S TLE VTN R IO R LA -3 LA L R P DL PR ERT FLIL AW T

DET geo A3 g g0 CE TEETR TS w2 L g3 s tly e nLp TYSTIAY e g 2 Tgtame tge
Bl G e mlana B RS

i

Ty TETEC SIASA W35 R ST e Vel
£ LZEE T ERE T A e LT BT TN
wrEt Fep anberd FutlATan e Ter e deeradsegan o AdeElg

e BEL BT ¥R TS LBEEAET 3an o BY gy 28k mgam 2t WFA Casarlgadatacrsatancetgaess
ds= el m@may b amarig i T nge aERiL b oL gan wzaeSNFD

Mertoal 2 ot WD gary Stane

avgam DenkFA asTaLlaNET Ga AN DA AmlgalET

2w BT LT 8 M3

setath Nap o clagR ecolEEAe S ¥ DB Dem oy io omer AL 4 mopw Plonar.y
- AT =@ L oaAs b WAl ax TEE R 33 Tal CEretm”

I

R Rl e Ry O
FEYEE T Rt M MEF "§ v BETsaten

T - AR DEtE SATEAN IR BATsMid.
L R EL ETIERGEAELATERTTEA TR

EErlABET B LET VB E 30 B LOEE lu s §OE AR a8 T aBtaitaw
HE L N R R e B L - e L
Sy L R LT
ertans bErewleta ~ata/laslor oang Stendatacigat S By aelgadan SRN derladumli Cen sengiina
angRetan/suase pe gl LB 8T B
el e

sanaBal yang e AT EN vatg S Lat S et Bate Ay 2TIEgR (BUANEET NN TATL

[ IS L W)
E S R

etk nT M 2AETTET AL ET BUEt kI NA" ERF R LT o LY W U

wr g mug EE 1D v gav e PUa e tewm et a3 PRA

tELIVER LR i Ll
iz agma lan

RN T L ST E IS R A SR R R L

PSPPI TR A EREEPL IR AR T SRR LY S-af P Liat UL Ll rostes!

S 3 oy D g vl 1A g SEME L SF 80 TEPQE TET GERME T 2 Gk DEMOS D g 7t
SEthEasETAs uslM AE CASET TATUART I AT SR T g PRI S0 T T RN VO I o B |
LA LV LY TSR E RN L
ST 2787 A T ofs Do Bgmary coat 2a=Tiat et oW AT

MO moo00 O et

S.tl zevesanieT LT E A S LeIyer Ll .t . L

PEMELITIMELENGKAPAR DOKLNEN SPP

“amggn
T |
WE

TananTengin

mapcet & Lot Fenggamk dgaaran | FERSKPD
Ss wanl AL aNLayveBLD
Saage) Lot e BogeagrFer g ares PETY

Egman] Legn Doe- pwfat g oran  FETK
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SURAT PENELTIAN KELENGKAPAN RQKUMEN SPP
SPF .LS Pihak Ketiga Lainnya (Hibah Berupa Uang)

SJrEt cengantarSFP-LS

nngkasan 5PP-LS

nnzian SPP-LE

szinan SPD

Surat kegutussn Ducatiteatangpenetimg hiban

NPHD

Pezposal penggunasn

Pakta ntegritas

Fatcisgy ré<ening Senerima niban
FatzccphTPKetuadan Bendansracenerimahicah
fotzzapyhPLYP generma hibsh (kesuanitankecsdacantias cemaangunan mas)d;
Lapcranfeslisas penggunadndanzhitan tahap sebelurmva
RTINS

Bukti Kas

NooDoDocoouooioul

Dokumen<e engkaoan s3in cerdasarkancersturanserundeng-undangan

PENELITIKELENGKAP AN DOX LME N SPP

Tangga!

Nama

hd

Tandi TEngan s

Lpmbaran asi ‘LntukPengguna A n ggahP f K -SKPD
S nan 1 (Lntuxkussa BUD

Sainanl .Untuk BendanarzPeageiueran/PRTK

S nan3 - arsig Bandghare Pengeluaran /PPTK
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SUBAT PENEUTIAN KELENGKAP AN DOKUMEN SPP

SPP

poooodooooil

-L.5Pihak Kotiga Lainnya [Bansos Berupa Uang)

s.4rat cengantars SPP-LS

nngkasan SPP-LS

nazian SPRL.LS

i3/inan S0

Surst kegputusanbucatitentangpenerimaz bansas
Progosa

Fatzsopy rexen ngpenerma bansps
Fotzropy K7P cenerima Zansos
Bukt: Kas

SPTIN

Bukti Kas

Cokumenke engkapanlain Serdassrkanceratursn serundang-undangan

PENELITI KELENGKARAN DOKUMEN SPP

Tanggs
MNama

MR

anda Tangan

Lembaran Asi ‘untukPengguns anggasan / PPE -SKPD
Saimn 1 ‘bntukKuass BUD
Sainani Untuk BaadanaraPenge uaray FPTK

Bainand Arsip Bendanars Pengeiuaan JPPTK
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SUBRAT PENELITIAN KEIENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP L5 Pihak Ketga Lainnya {Bantuan Keusngan)

SLTIt pengantar PP
ningkasan §PP-5
tirzar §PP-LS

prlran SPD

Peratyrar bupatitertangtataz arapermbigansar DEnelapan besaran wiokail
DRRAZESE JISTIDCREA Sk ADLSATRD ABKILDL:

Rekomardas, 9at ) oean  ang merrbicang pkmenstaban d#sa
SUrEt perrOnIREr QROZ3rEn DA7 KD AR0RLE

SPT.I Kepala Desa

Pakta irtegtitas

Fotacopy xTP Kepala Desa, Bendarars Desa

WEWP Desa

F aoopved ening 2es:

RinCian perggurasn Jans Seia

SPT.8

R pmads) pd,ik Sum:ar banguran

B sk tias

Nooonooooopo boaon

Donumer xaiengrapan i@ berdasarkan peratluran pefundang-cwrdingan

PENELITIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targgal
Ema
l.- FI

Tarzz Tangan

LErebran Asl sJntokPerggera Anggatar /PPY.5KPD
Saimar tur ke s BUD
Salrar 2 idntuBersanaRergeann PPTK

83lingr 3 iargipBengaharg Pengeluarar SPPTK
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUIMEN SPP

SPP.LS Pihak Ketiga Lainnya [Subsidi}

Jooooaooon

surst pengantar SPP-L§

rorghasar SPP-LS

trzar §PP-L8

galiran 5PD

Guratkeputusan bupat: tentang pengr rasubiial

Sural perm ohorah pe rbyaran sLDidibunga KURA keo UK o7 ¢ giran teknis
Lagoran periad e kRO NambBank/eroagabevangar lairnyd
SPitdhepaipisrervat

Buky Xz

Dokumer kelanghzpac 3in berdasarkan peraturan SEfundang- wnJ3argan

PENELITIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targgal
hgrr

NP

Tarss Tangan

Srrbaran Ash Wntuk Poe gy uni ggunan JPPK -SKPD
Saltnarl Jn Tk .23 BUD
Saicar 2 ruUntea BandeacaP ergkaran JPRTK

Salinar 3 ‘afsip Benggrara Pengeluaran /PT R
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SUBAL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
SPP LS Pihek Ketiga Lainnya {Bagr Hasil)

surat pergantar §PP. 8
tirgkasar SPP.LS
rircan SPP.LS

palivan SP0

Peralurat pupaliterlan grataMp e bEgian Jer Denetapan besarzn Dag/hash pa ek
SuF rRtribus: STRCET BETE0 Df5A SIHKADuDEIRN wEhEIIDI

Rebamenrcas dazridar g marbdang perencdban J85a
Sufat pefT DROTAN pREZANE M SNnE SANKe0als Desd
Suratpelu=gias PES

§eT MK spala Desa

BSukti Kas

Ooo0od doo

Dokuman l.liﬁl"'h par &in berdasarkan peralutan pErundang-uroangan

PENELITIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targgal
Nara

NP

Tarca Targan

Lt or D3R Agl cdrtPerggurafingpain /PP SRPD
Silear 1 tdnton L ana 8UD
Satear I sdn o un BopnprPe rogelarar FPRTK

Sglmpr 2 Lrsin Berdarara Pengeludan /PPTK
[
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SURAT PENELITIAN KELENG KAPAN DOKUMEN SPP

SPP

[0 doooin

-L5 #ihak Ketgs Leinnya |Belanjz Tidak Terduge!

$urst pEngErtar SPP.LS

e ghar 5PP-S

ron@n SPELS

sahran SPD

SuratKetatapan Leb ik Bayvar [SKLS|

Suratketetzpan perggungan ETT untuk pergerbalan wkelebihat DB reé fRAY yBNE 18652
padatshurarggafan Sebelum g anNZoananva DELrr DRl Ja0 Dusal Zan Drovin

Dokymer gglnghddan 0 D8 TEEKEC DETECUEN DHUNZANG-URDATRER
PENELIT KELENQKAPAN DOKUMEN 8PP

Targgsi
Nara

NIP

Tarzy Targa~

Lerbarar 500 tUrtul P e ng gura Ar ggran £ PPY SKPD
Salinar L Utk BEUD
Salear 2 JrwBeroraraPen geanar PTX

Calmgr 3 = Arsip Bendghars PEngelrar /PPTK
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SURAT PENFLITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP -LS Pinek Ketiga Lainnya ig. Pembayeran kewajiban pemda atas putusan pengadilan,
o tehomendasi APIP dan'atau rehomendasi BPK)

s.rat pergantarSPP-§
rngkasae SPP-LS
riecian§PD 8

saliree SPD

Sustketetapar teN:angoerDARrA® neAd;han PET SR AEIOLTA” O ErpIacr,
agr rekomercasi AP dastas re ka e o @5 BPR

Suratrenar@ndail Jar) instanyiflenpaga terwaityang berwenarg
Fotozop, reteningpersnim s

Fotozaps KTPpensrims

aono aooin

Dokumer welengkapar ia:n berosiarkar peralutan pRIunJang-urdargan

PENELITIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Targgal
tars

NP

Tands Tardar

Leerbarar Mgl UnTuk Penggura AnggErEn | PPK-SKPD
Satirar L rpt uk Kosgg M D
Salmar 2 sdntukBerdanzrabengsnarars /EPTK

Saliran 3 5rsip Henganata Pengeiudan /PPTR
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SURAT PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SPP.LS untuk Pengekuan beianja pendukung beianje modal
Ber ta hegidtsn operasional ininnye yang telah ditetaphksn dalam
Rancana Pencawan Dena tibayarksn malsin mekansme LS
Surel penganter SPR.LS

fr gkaar SPP..S

rnzan §PP.LS

salinanSPD

s2linan surat rekomencas dari SKPD terkain

eniling pa sk danfaktur pajak yang telan drandatangan wallb paEn
SufElPepulosdn pECLT WP Dir

okt aE:

rotd pesr © car faktur perrbehar: dan

Bofal tugas, SPPD; dan

aoonoooono

Duktik@lenguapan l3inrye yang iah

FENELITIKELENGKAP AN DOKUMEN 8PP

Targgai
Nara

Hip

Tangs Targar

werrbaar Ash sJntucPenggea A rggean SPPK-SKPD
Salirgry wWhtuk Kuasabud
Salima~ 1 Urtow B e em@ e p ek SPPTK

Salicard tArgip Bendarata Pengeluarac (PPTX
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SYRAT PENELITIAN KELENGRAPAN DOXUMEN SEP

SPP.LSS wakeiola Pemasharsan Rutin Jatan

surat pEngantar 5P0-LS
tingkasar SPR.LS
tincian SPR-J5

sahiran§PD

nooanooo oooooon

Tangga!
AT

Ll

Tanos Tengan

LerrDFdn Ash
Silemr 2
Salnar 2
Salear 3

L2D2TRC BRIAN S ACER

backup2ata

e-biling paak 2acfabtur pajak yargieian S 30 3 M waph pEak
Kerangkeazurke s (RAKTerr ofReferencelToR):

SuratKepuiusan P tert3eg perbertukan L PECENIRAAN. pelaksandsn, Jan
pergay vELa 0w 8RS pE o mghasr e a0 embatie:

Rencans arggarar Baya (RAB)

Lapasan P er tagg ungpana e 5P

rINtAnga o dlek PPK.Liov DR ABCa . JaC LT DEM eSS

LapoTan MIngguan (an gt rEn gariien PRK, Lt DRALANE . Jan U PENGEN 35
Warthl, Cernfizate (G warg Ataroatac gar oleh PPY, G DEGErA | S50 O PROZAWES]
210/ bukuiZ ok ErTad. Drgkdth &, L3N QECYEIR53EN DRkET 23N,

parrbar ksl pelaksaradn peber gae asbulitdtaeg;

PENELITIKELENGKAPAN DOKUMEN SPP

SUntAP e rp gUB R FgRraAn (PPK-SKPD
sdr Ko U D

wdntuk BengraraPer gevarar /PRTK
:Arhip Heroartars PEroearan [PPTK
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78. Format Resume kontrak

U Format Resume Doxuamen Kontrak

KONTRAK

‘emee 5P Cantax
Tanggn S7X43+va.
‘ava P32 Paeenan
Anga el

Na fortae

A7 B2aing

“{ram Arasyr SMIARVI
*NyricRagrariSTia
ERe!

PERUSAHAAN

‘aw Sar oaet
58ty Pgrasanaan
AaTalFat e

B et Tgueataan

RINCIAN ASET
‘ama Srang
Mg

AT.an

=a'za Savan
Tea =a'3s

AST3le o 43T
DB 337

SPIC UANG MUKA

Mo 5P2T Tamgga 5720
%a

£3EE3aT

5P2C TERWIN
“e 5PIC Tasgga 5F2C

Wa

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

NAMA OPC
Aamat OPG

RESUME KONTRAK

4 d i

AT
S8
AashaTa

X

© Rgang

a8 satla Vew”

=
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WET

SPI0 PERUNJANG(ATK. HONORARIUM PERJALANAN DiNAS DLL)
Yo S92 Tangga 57l

“amangat AE FECEAstg

JEtan Sdeg Fetget @t AN <azaa P2

%12 w8

" Jma Jeris Postingan Kapitaasase 1$1400% Darang Jan register darang sasua 1 SIDA 8D
* Jika mengsjukar permintaan SPID tarmur sebSIumnys Parus sudan tens
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79. Format surat keterangan bebas Barang Milik Daerah

KOP OP1)

SIRAT KETERANGAN BEBAS ASET

NOMOR:
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
NIP
labatan
Alamat
Menerangkan tdengan sesungguhnya bahwa :
Nama
NIP

Jabatan
Alamat

benar-benar tidak menguasal Barang Milik Daerah yang tercatat pada Kelurahan
Patipelong, Kecamatan Tomia Timur Kabu paten Wakatobi.

Demiklan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlumya,

Kepala OPD,
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80. Format Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS

8. Format Regster SPA)

1. Register SPM-UP/GU TU/LS

Urald

Baam
UntOrponad s
St U A O o reld

PEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOBI

REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR [SPM)
Parcs .

(3]

HehiSSFH
o TARSGAL Wi, A UPGUITUILS URALAY NLATEPMH
R a5
<EMhL A SPD P2K SKPD
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PEMERINTAN KABUPATER WAKATOBI
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM

Format Register surat penolakan penerbitan SPM

-
x
Ny
Jnl Srgessan
B U 3 Dol
anBoAL NERTERY o o ETEI] YY) ETV Y o
mydLARAY
TOTAL
‘agEs . o
REPALA SO eud B0
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82. Format SP2D-UP

FORMAT SP22 - U9

PROVINSLUKABUPANTER KSTA .. BURAT PERINTAN PENCAIRAN DANAORIRID

%

Fomrans BPAL (S ETe BLD Koass
DL~ r
LR T T

T om o

famramBA L)

thar bk e ngieln . . - e
vdekish mencairkan o mrgaindel lukokan der e Rekeolng Romor Lang
scbesar Ky o . e i .

[PETE

s Far

A MR niogDens

- rim m

- pa R Untaoe

P Areme e i
e FLAKL A
3 [
m
1
]
e
ot R T A G
= =
Ko BT Haser "R
s -
i
@
3
o
=
e as . B e G TR T G BT Caarer S0
B L
Ny Lrhiar Nn Mpaar o o Wt nt A g
]
El
3
o
34 patd L lomarian
i &k ymna T omne & -
T R FtargeE -
T R e :"
BT TR
- e
e Kases THAF. R L gRE TR i s @ U L mam Lar sk

R TR T
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83. Format SP2D-GU

FOR!VAT 8P3D. GU

PROVINSI/HABUPATEN/KOTA" BURAT PERINT AH PENCAIRAN DANA 8P201)
- mea
Navar BN Dar. UL, Kussa BUTS
N
Tangasl

Tabiun Anade s

Naika BKPL

Barlc Perguran

Mendokioh men cairkan omentindahbukclkan daribaki Rekening Nosnoar,
Langselesar Res . ... e-blong 4

e pada

W

No, Kewnening Rana
Bane FEnetava
Keparisan Usntus

Pagu Angearan Ha
JUBMLAR
LTH HODEKEOLATAN/SUS KEOLATAN UMAIAN P
J 1
]
e
l'bll=- t) ungenl
ECT T
Mo Uraiss (Mo, Rekeniogl Keturangen
L]
]
A i
Informanil feiod =m gurorpl o peracgores 8520,
Frer ATy

Na. Usminn (No. Hehenisgl e Hetarange s

]

'

Jumlah |
HF2D yang Dibsyurkan
e —

Ju riim by L0 (5 e e
o ar. Favarpme =3 -
Jumia b Al mysrkan 55
lang Sejumis bk

Lo rtiber Bank Yarng Ditunjek LT a0

jerdar i Panggume Anggeran/Kusss Faoggune Anggeran LTS | ands s Uit Dasreh

Lamibmr 1 | Are  bpasddl) D

iz .eud P baPdmeri ma
imrde targms
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FORMAT BP2D.-TU

PROVINBI/ KABUPATEN/KOTA"

SURAT PERIISTAH PENCAIRAIV DANA (3P2D)

M
Xamur BPY LFTY BLD) Keawaid D
NEaw
Tutr gt
Tw il
- AK I
Tuie Fying ren
Bl ¢l ws wcane® it gha 11 P2 e Vet T Erdbat YN g e
Ly ir %
Ke pauda
% P fe
o Heacoculene
Patiin Pogianina
Kepg 1o Utitin
Puagtie g rat i He
JUML Ak
e K OUK CGLA T AN/ BUMKE O LA T AN URALAN
iR pi
1
4
a
o { k|
Falan gangatong an!
Dby
Ha. Urninn W5, Baburh e g " Hoabwrs gan
L4l
'
F]
2
off v b
It L e e g Lo e
dumie b
. Urpina (Ngftok s Lngs o Kelaras gan
1
2
3
L
o lak
WPl Ppang O i gar kan
STIEE EEP Gt om p
Somisn sang wn
S ak yun gLl is ayaras np

Vaagajum Iah

LB oAt ] Banh Yang Ditunjsis

commme 2 Pengye s AngaeTen/ K oes P o ns A Sgpsran
LamBAr 3 Are j Weas BUTH

wehmr & Fikab FeRerima

g
Husss Bandehars Urmuts Dassab

winle Tl g

R Lak] e

e e
Nik
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-216-

FORMAT BP2DLS

PROVINBI/KADUPATEN/HOTA™

AURAT PERINTAL PENCAIRAN DANA |BP2Dy

Hama
S AR Dair - LD Ko usa BLTY
. PR
L Tarwh Afg@aran
Sama BRI

Oark Per ginig

Lovasebesor R, mrhilorg:
L

Her dokial: eenzairkae » memisdehbukuckar don boke Rekecing Nooar

i

B2 e

=R

Ma Re'w & igha nis
Bara i'tnzt.na
Eepet Lan Lnlus

acrar 3 A ¢ sipissss MUD
ptmps  FMhak Peoarime

Fagu Sngaarar Hg .
NOD ROOE KEQIATANSUN MEOLATAN LIBLALA N SUMLAN
L)
1
F]
4
s s | s
S k.
Ne. Ursiss iNo . Haksning} " Mt oran yos
i
]
3
3
Ju miny
in farmasd: hidue mmelrofin orsre ~s aserne 55 350
Tum (ab
Nw Urnlan (Mg, Makar ingl Hatesangun
My
!
a
El
a
Junlak
—
RF -
S Fotangen Rp -
s | sy g Oy ot bs L =
Uas g Saju mish
Lat e | Hank Yangbitwnjws 1arggta
ik i Fengieas Angperen/Kves s Felgpuas ARggaran Huga sl o Deum Dsarah

urda iabame

ratts grgdes
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86. Buku Kas Umum

P. Format Dokumen Beadahara Pengeloasan
1, Scks Kew U
PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI
BUKU KAS UMUM
SKFPD B
Pex ggana Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ]
Beadahara Penenimaan o)
Nao. Nomor Kode i T gras
i Tanggal Bapterh || Rt Uraiany | Pen ertmaan| Penge uaran
i 2 3 - B 6 7
Jumiah Ro Ro
Jumiah perode ini Rp Rp
Jum.ab sampat periode laia Rp Rp
Jumish semua sampai periode i _Rp Rp
Sis0 Kas Ro
Pada has (i lnngga. - AWK

Oien ®am; didapa: da.am <es Rp

i dengan harad
Terdir dan

4, Tuna Re

e Sede Dunk Rp

. Suret Derharga Ro

Mengezahu;
Penggana Anggaran/ Bendaheara Penernimaan
K:asa Pengguna Anggaran

b NP

Carp Penp:sian

11. 1) Dusidengun nama SKPD;

12, 20 Difsl dengan neite PENEEUNE WIREETET AUNSE PRITGELTTE HRERRTAL

13 3] Dua dengun name bendeinre penerimasn;

13, Kolsm 1 diisi dengast nosss? Urut penerirnasn kas @wu pcng:lua."un kas;
15. Holorm 2 duwt dengun tunggel peresinaan kds @G pengeiudran s
16, Kolusn 3 dist dengast nomer be ki peseris naen kis sl SENEE.UHTHR A0S
17. Kolorn 4 dus denygun kode rekening penertnuis T Kus wal pengric aren kas;
18 Kelom 5 dust dengustl THIAT QEnesiTRMEn Kus sl pengeluaran kus;

16. Kolom 6 dist dengen sumleh penericnesan Kas,

20, Kolom T disi dengan urniuh peogeic sren ks,

Catatan
- Pengersunilu ko Hes Dmuondupsl menggond Ken < oy rerugiscust sofbvace

Penandatanganan vith pengguie anpgaran Kidss Pogs fe engRETEn puds
buke  kas  wmoem  diakokan  padd sEEb pengajuen pertanggungawabun
penersmsanpien bendaiara peneriinasn ke PPRD
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87. Buku Pembantu Bank

2 Buxku Pemozanty Simpanan Bank

=

FEM AR KAK AT E D W ALATOR:
BUKY FEMBANTL SIMPANAN BANK

ATUDANARAMNGTIUARAN
v o
Baey P S st
JRegE——
S oo Cvgmana
“a | W | owduee cmaan W wikn P e "0
I I I
| .
| [
| | ‘
A 1
- EECE TE 0
teb s
i

s fuprar ey
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88. Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPA TEN/KOTA _ .
SEPD

TAHUN ANOGANANM, .. .

-

BUKUPEMAANTL KAS TUNA

2 R
MNo. | Tengga! | No. Bukti Uralan Fenetimasn Pongeuaran Saldo
|
Dise tupul i h, Deviapagn alen,
Penpguss Anggaran Bend s 3 DBn ¢ 1 40 S
BunaProguna He=dahern Pne rimans
tl
a
=) 0
liema Niama
[ L[ —

PEMERINTAH PROMVINSIABURATENROTA .,
L L1 T
TarLly AMNGRARAMN

ELiE ] P EREEA " T BAYK

Pesiode
No, | Tanggs! | Bio. Aokt pban Paad<derd an Pon g s Saldo
N S — R _— - | -
— — I—— SIS e et 1
— P FREE—— T |
Dispiujieh Dy agrnawn olef
Pongguhd Andpean ! P ndah ¥ Evc i
Mo a P o gguni AriiahRming W
%
Yiaira

Lt
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89. Buku Pembantu Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TDBI
BUKU PEMBANTU PAJAK
BEWDA HARA FENGE LIJA RAN
200 ECe (24

Ll B MEMIBT KPERhE
Bidang Parals s 130 &
ok Digprarin
RabUnit Organdas

Passggund A& NDOIEKLXED BEO Of w3 A NGO B

BEEangs 3 PandRtudibn
= T Tt LB [ T FIEOTOROIG | FIRTITONEG | Wioo |
& e I
KEPALA SKEG . .. BENDARARA PENGELUARAN
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90. Buku pembantu per jenis pajak

rassn P e

Raha

B ang Pempd tahen

Lindt Orgmkal ¢

Subunt Drosndas

Pang gund 4 nQQ32 BAK skl Pt ng Quna & NQgbr 3n

Bl Spndr s PONDEN 4

ST

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI

BUKU PEMBANTU PAJAK
PER JENIS PAJAK
E &,

L] ThL

o KT

URALEN FENDTONOAN

PENTETORA N

e
ETTees

A N
AN S P flibule 3

-2y ¥
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91. Buku Pembantu Panjar

4. Buku Pembanta Panjar

PEMERINTAH KABUP ATEN WAKA TOBI
BUKU PEMBANTU PANIAR
BERDAHARA PENGEL UARAN

FR- 23

i P oLh

sl AN 828

b Uatgrndas

Pagrhm

L ¥ PR

Py il Angpn 1n 7 Bl b Ry wed Bl b
meanad Pagd vian

vy T8L | %0 BOKT FLT WAEAIMAAS | PLNGLLUARAY W0
LT . 2y
KEPALA SKPD BENDARARA PNGEUARAR
— -
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Format Register SPP/SPM/SP2D

L PEHEANTAN PROVASY CABUPATENKOTA....
T AN AGAAN .

)
REGE ThR SPRSPWYSPDD
Porinde! s
R " { :
e - e - fonlgh | larangmn
B | Nower | T | Neeww | Ty | Moo :
|
| 1
1 1
Sendahan Penpimain
Beadahan Penverimaan
Namg
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93. Format register penerimaan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ)

X Forma: Laporan Peranggungawsaidan Pengeuaran

Register Penerimaan Leporan Peranggungawadan rengelaran

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
REGISTER PENERIMAAN
LAPORAN PER TANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (SPJ)

xECE e

Uruaf e narictkhin
Ridang P@1annta han
unit Organitas

Sun LA 1 DrEnisas.

w0 TGL NO. BT URA LAN TIMAHSP ] KETERANGAN

[ 2
KEPALA SHPD . .. PRESKPD

T =
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94. Format register pengesahan

laporan  pertanggungjawaban
pengeluaran (SPJ)

2 Regster Pengesahan Laporan Pert anggungawaban Pengeluaran I1SPJ

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI
REGISTER PENGESAHAN
LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PENGELUARAN (SP)}

= ace &3

Urusanim & rimMahan |
Bidan§ am arinta han |
it Organmas |

S0 U ot Drga s

wo TGL N0 AUty URLA 1AM

M LAH 8] HETERA NGAN

.

KEPALASKPD PPd SKPD

T
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95. Format register penutupan kas

3 Register Perutuapan Kas Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAHKA TOBI
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tan gga. Pematapan Kas

Nama Penutup Kas

Tanggal Penutapan Kas vang Lan
Jumlah Transai<s: sid balan

- Jumiah Penenmaen s/d tanggal Ro
- Jumiah penge.uaran s/d tanggal Rp
Saido Busxu Rp
Sa.do Kas Rp
Terdir: awms
1. Uang Keras
Pecahan Rp (00000 = lembar Rp
Pecahan Rp. 50 000 = Lembar Rp
Pecahan Rp. 20,000 = lembar Rp
Pecahian Rp. 0.G00= Lembar Rp
Pecahan Rp.  3.CUC= emar Rp
Pecahan Rp. L.ODG= .enbar Rp
Pecahan Ro 500= lembar Ro
2 Usng Logam
Pecahan Rp. LC0C = Keping Rp
Pecahan Rp S00= Rep.ng Rp
Pecahan Rp. 200 = KEQNg Ro
Pecalian Rp RN Kemng Ro
DPecahan Rp K- isepng Ro
Pecahan Rp 25. feping Rp

3. Kerzas bernarga dan dagan

«as yang duzinkan ordonas:;8P2D

wese. cek. saldo bans, matera:, don <edbagamya Ra
Jumiah Ro

Perdedaan Pos.zi/ivegan! Ro

5 Perjelasan periredaan ded posii
Meunan

negani:

Mengetahu i, Mengetahui,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran
Kuasa Pengguna Anggaran

(tanda tangan) {tanda tangan)
(nama lengkap) {nama lengkap)
NIP NIP

Catazan

Daiam ha! register penurasan <as digunaren daam nemers saan <as.
erax tanda Tengarn pengEINA anggaranik udda pengguna anggaran berada
sada semelah kanan dan bDendah ara berada peda sedeah W
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96. Format Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS

e SEMERNTAH PROYVINSIKABUPATEN/KOTA.....
...

AN ANGGARAN. ..
G5 TR SPH/SP/SPD
Pende........

L_- = - - S U B S e

% | Nowwr | X | Yomr W [

BeadahiraFanttimapy
Seallidans Fenarimain

ey
W
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97. Format LPJ Bendaharan pengeluaran administratif

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATENSKOTA ...,
WPD-.....
g TdumaAnggian......

LAPORAN PER TAHGGUNGINNABAN BENDAHARA PEHGELUARAN

(SPF ADMBRSTRATIE]
Buletr.—.......

NS oai SMLS Barang dan bss

SHUPGUSTU Jurska S

sd 7 |
M
L

e =
= fe

LB

Efc

U} 5 Bulma

AR | |

Fanemang |

-
A

e L]
0

Lo h—

fatargan Paai

3 Ik |

B PPR1L

[ il

4pBR13

-Lbin e

LBk PR e !

Pangaigpar |

SRR

< Bertiienn Pak

3 My

L

N '

4 Bn il

R |

et ki L2

531 dalar | |

R Tt Skl o
Beadahara Pengeimirit

Frarg
- —



Tabwrt Anggarmm.....
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98. Format LPJ bendahara pengeluaran fungsional

LAPGRAN PERTAM IGGUNGIA WABAN BEHOAHARA PINGELUARAN

{SPIRUNGHIOTIAL

[ 7T B

M6

SPSLS Masamyg s bad.

SHUMMNY

|
Sotie, | it
=

i
L L

Balag |

u
L
A

Dontah 30

Uhsd ol | Asgzaran

HMEAM

B erprindyr

S0

- POLATEAT RN

u PPH

[N IY

L Fen

LIRS

sLarisn

- - -

[ b B ¢ tdugas

PErgdiaan i

-5 iR T GU TV

Fep o et 1

s PPN

¢ Wl

PPN

agprd

Ll ]

o A1) Perge uban

t3aEs 3 3

i

=1

hiemvtaiL
Peagquas Engpan

Dosiapans pak
Bendahdes Pengeluman

tma
[ -
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Laporan Pertanggungjawaban TU

Program e
Sub Kegiatan LT
Tonggal SPDTU e

Kode Rekening Uralan

Fombahan Uang Persediaon {TU)
Sisa Tambohon Yang Persediaan {TU)

Menystuu,
Pengguna Anggaran

Nama
IR e

TOTAL

Dussapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran

5 BB

[ —
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100. Format Laporan penutupan kas

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/XOTA ..
SKP() ..
§ Tahun Anggaran........

LAPORAN PENUTUPAN KAS
Buban:....oe

Kepada Yth,

Di Tempat

Dengan memgerhatikan Peraturan Gubernur /Bupati/Walikota.. ...

No............ Tahun mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah, bersama int kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengetuaran SKPD. .. adalah
sejumiahRp ... dengan perincian sebagai berikut.

A. Kas di Bendshara Pepgeluaran

A.lSaido awal buian tanggal Rp.

A.2lumlah Penerimaan Rp.

A3jumaiah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Ro.

Saido Akhir butan tanggai,.. iri dart saido di kas tunai sebesar
(1o — gansaido di bank sebesarRp... ...

B, Xas & Bendahara Pengeluaran Pembantu

AlSaldo awal bulsn tanggal Rp.

A2Jumiah Penerimasn Rp.

AZjumaiah Pengeluaran Rp.

AA Saldo akhir bulan anggal Rp.

Satdo Akhir bulan tBngEal.—...... terdiri dari saldo o kas tunai sebesar
RP.rarerem BN S8100 di bank sebesarRp e

C. Rekapitulasi Posisi Kas ¢ Bendahara Pengeluaran

€ 15aldo Xas Tunai Rp.
¢.25%aldo Bank Rp.
C.3 Saldo Toral Rp.

Bendahars Pengelvaran
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101. Format Berita acara pemeriksaan kas

Y. Furmat Dertta Acars Pemeriksaan Kas
1. Penggana Anggaran/Kuasa Penggana Anggaran

KABUPATEN WAKATOBI
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Peda harinl sangga. yang werianda tangan d bawah in

Nama Lengiap
Jaxamn

Sesuea!l dengan  Peraturan  Menter: Dalam  Negeri/ Peratruran
Daeran Nomaor REEHRA - V., 51 , EAmL MeRARTIAAN  penlerLdsaan

setempar pada -

Nama lengkap
Jaoatan

Herdasarizan Keputusan Bupait Nomor angga

mengurus uang, dan sesual has!l pemeridsaan xas sena OukTi vang erada

dalam pengurasan 1Ty, Kany menemul <enyatann sedagal Den il
Jumlah vang sam. hitung dihadapan peqabar tersebur adaiah

a. Uangaeras =R,
2. Uan giogam = Ro
¢ SP2D den glat posrbasaren izmme yeng helun diceirkan = Ro
d Sa.do Bans = Rp.
& Sural barang benda berhargeyang dnzinken i
Jumlah = Rp

Saldo uang menurar Buam Kes Umnam Daerah, Register dan
.ain sebagamyva heramiah = Ro,
Pernedaan posinf, negar? antare sado kes dan saldo buxu= Rp
Perjelasan oerdedaan posini/megact?

Mengetahui:
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

(Tanda Tangan)

{Nampa Lengkap)
NIP
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102. Format Laporan keadaan kas pemegang kas

LAPORAN KEADRANKAS PEMEGANGKAS

[LKXPK;
PEULHNTAH Faddi
EHTORGA R Ay
Trmrnm M s o
e wanas Saadan [ LI Batuaewe Paa vasc Ladiie
P
e s s = : Tasia <
B D030 g
sawr e [ YEi
u el
- o = oumea i .
a o Zam lmn L o oy
y o mE e y ] y
u . =
LH of camw Ny =] ¥ &
"
rerarTonm §AapTeeDd tmp nas
L= ch .

TR
NEMGETA LI

Frrgpersisgrrs Barser s Perge oww
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103. Format penerimaan uang makan minum dan lembur

DAFTAR : PENERIMAAN UANG MAKAN DAN MINUM LEMBUR PADA ....

Ubhbgméﬂmﬁw“
SATUAN KERJA :

BULAN
JUMLAH HARI LEMBUR PADA TANGGAL HARGA = i o
“ 301311 1012|345 ]6l7 8o ipJi1]i12]13]14] JUMLAH | SATUAN | JUMLAH LA
| N AM ’
= AR | 15|16 |17 |18 |19 |20 |21 [22|23 |24 [25 |26 [27 [ 28 |29 | 30 HARI UANG KOTOR | 21 BERSIH TANGAN
MAKAN
= 2 3 4 5 6 7 = 5X6 9 =78 10
IBE ] 15
[ 2 2.
3 3
e 4,
I8 5,
= 6.
| 7 7.
Wangi-Wangi, ..... ;
Mengetahui : Pembuat Daftar :
Kepala OPD
NIP. ...ccoaamaenmamennnns

Hkmsetdawktb 0241003



DAFTAR
DALAM RANGKA :
SATUAN KERJA
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: PENERIMAAN UANG LEMBUR PADA ....

BULAN
_ JUMLAH JAM KERJA LEMBUR PADA TANGGAL |
UANG JUMLAH JAM HARGA JuU H PPh | JUMLAH | 7
NO | Nama/nie | goL. |39 |3 | makany | 2| 3| 4| 5|6 |7 |8 |9 1011121314 | SATUAN x%ﬂ%m o el
15|16 ] 17 1819|2021 |22[23 |24 |25|26 |27 |28 20|30 HARI HARI | LEMBUR
KERJA | LIBUR
| I 2 3 4 5 6 | 7 8=(5+6)x 7 9 | 10=829
B ; 1
| 2 !
[ 3 " 3
|4 |
3 _ ]
6 |
7 _ 7]
Wangi-Wangi, ......
Mengetahui : Pembuat Daftar :
Kepala OPD
IR e T

Hkmsetdawktb 0241003
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104. Format Surat Perintah Tugas (SPT)

PEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOR!
£ ) T TN Telp. (0404}
WA GIWA! TGI

SUIRAT TUGAS
Nomar 1 D94

Tasar

MENUMABK AN
Kepads
NAama
xip
Jabaary
.Nsmas
Nip
Jabatar

[

Nak aud

Tu juar.
mnia Perislacan

Dircrapkar, di: Wargi-Wan g
tar.gRal : '

Kepsla SKPD

NP
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105. SPD (lembar 1 dan 3)

PEMERIN TAH KABUPATEN WAKA TOSI
D o i s
SURAT PERJALA NAN DINAS |8PD}
JIn. onecrsiisesensn. Telp. [0404)
WA! {GL-WANGI

hemar

Merdrnkesaingarn fpntanag

&r lasatar, baa

2 hegen, dan Fegees: Thlax Yeap
PR ] L S S

Yargea! dJduuldiid

SURAT PERJALANAN DINAS (1BPFDj

Nonior:

vares Bag Poaba Negara,

Peiabat berwerang yang mesberi perisah
Z. | Kapwg/XIP Pegawal v ang diporintaikan
3 | & Pargksar den golargar rusn.g geil mererat
22 Ng 6 Talan (977
. Jabatar nstans
c.  Tisgkat menunet Peraturar: Penalaran
= | Maksud Perialaran Dines
3. | Alat angkutar yargdperguakan
& |a.  Teniypst Serar.ghart
b.  Tempat Tufuan
7. | isanianvePerislansn Diss
8. Targeal herarghar
b Ta:geal barus kembali, oba
8 | Pergthour @ Naa Pangaut Golingan | Jabatan
:
2.
2
3 Perns bebarar ArgRaran
&. li5tentsl
L. Aaw Argparsn
16 | Keterar.gaes lsin -lain

Coret yvang udsk periu

Titptapkan dit Wange'Wang

rargqeal ]

Kepala SKPD,

PP T T T T TS PT T Ty faie

NP
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TerpeNadadaaay
Pedewagye

E;.L‘:.L& BLEALashil
T

n Thall Meran e das.
Padetanggp. ke
Keraw Feds Tangze
Kz
o bk e A LA T e
1 Tinads Barangnadzn
Pudi angygs Ka
LErL Fads Tangga
Kama
i w1
e T firreagaan dan
Fak wogds K
Kaes Pad:fing g
Kama s
N F
W, Thagdl lhersng sasdes
Paderangps Kz
LS FHY Fade famgge
Ksmia
sF P
] ] Toa wdeeakenge ka3 Tangn Basee
=11k rdadaien Pepd mea tooeetat dapen remat duakeas Al
Fada tangps srrinlavge Jun et gt = el InTdh kemantigm
vmtalan deer wanl y@igeng azbnghs Vo
Npng Juransn Ke2aa SKPD Namre lzzatan Kepa o SKID
et yREE 4 SR PO SAMLKELAMSSRLD.
NP e
w1 Camian &inea

Wi PIREATIAN

Pouggame Soggaral mes sdns Raggamn ety rensmiaaea EPPLYL faranWaibgaz
aaw dan AagaulFRD PNS Len Pgras, %oal ™% sa ol IR SRS TMzad dinan.7ard
i il g E 0 TETAEhAONL. wTR T rangs | daten DeHEAgE L AT
toun o crasts K AERI £ koma roaditis fdp abmal bomade h o2 Mo
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106. Rincian Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALAIVA!( DI NAS

Lempiran, 877 Nomaor

Targgal
NG PERINCIAN BIAYA JUNLAH RETERANGAN
'
2
’,
JULEAH Ap.
Terbilar. g
. e gRel bularm, ralhun
Telahk dibayar sejumlal Telal nmsorering funslsk var gschesar
Ber.dsitara Pergeluarsy, Yag Mererina
NP ST,
PERHITUNGA! { SPD RAMPU NG
citetapkan sejunilah fORP i
Yang telsh dibaysr sentcls o Rp.
Siza kurang. lebik A —

Hepals SKPT
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107. Surat Keterangan Perpanjangan Tugas

SURAT KETERANGGAIV PERPATVJANGAIY TUGAS

v phertar datar gar dibeacalt i

wama

NIP

Jabara:

Berdasarkas Surar Pencealh Tugss SPT1 Nomar, oo targeal. . iy
Args  nama Dergaer  ini kenii menyaiskan  dengsh

CETAL b =B . 7 L 6T Mgy v

Adara  porpacisngas tegas. . han dischabkws  bBukar alelr kelalaiarn
pelakseta SPO

P beri Tugas.
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108. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas

SURAT PERNYA TAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALA' (AN DINAB
NOIMOR:.

Yarigbtrmndstangan dbesal i

Nama B s S T FER R R e e LRk s
Kip T et et e Z
Jabatar ST - KTRRRIRTNOREIRRPRERrY |- |
Tnp Orgacisas o=t
enihags ! . g e e e 151

Mervyatakars dergar sesungipukiova. bahwa tugas Perjalara:: Diras atas ranis:

Nana R iraa s T - dim e rati
NP ! ¥
Jabaian e A R it
Iri Crganisasd N ieviiel
etsbags W e

Dibatalk & afsy tdak dapar dilaksarskar disghabksr sdaryve keperiuan dic ss
lairiya yang sangst iierdessk; pentng dan tidek dspat dirurda
veajw . B 5] - . . .
Sehuburgsl dengal penshbaials wersebut. pelakescisar perjslaran divas tidsk
dapar digar tikar olebh peiabary PS¢ Pegamai Tidak Terap

Semikiern  surat  pereyaes  ini dibust dengan  schermamye  dan spablls

dikersudian  kar rernyats osurs perc.vataal, i tidak  bosrsayva

berarggusg swab perul dan bersedia diproses sesust dengar kesertuan hokum
vargboiake.

A2

Yaghlenabuar Perryvatans

FIVHAARR, | 1

Pewarr juk Pergisist: Farmet Sursr Pernnyatasrs Pentbatalan Tugss Peralanar Dinas
Jabararn

1l Ciisimenie peisbar pererkit Surat Tugas

125 Limi NP peljabat perierbit Surat Tugas

131 Tilsi jabarar pererbit Surar Tugss

1 Dilsi cama Uit Xeris penerbit Surat Tugss

151 Diisi namia SKPD penerbn Surat Tugas

] Diisi cams DPelsksara SPD T Disi NP Pelaksara SPO

8 Dgsl jebamar Pelaksans SPL

% Diisiram.a Wne Keijs Peisksare SPU

1101 Diisi reae SXPD Pelakssca SPO

(101 Tilsl alasar pembatalan pelsksar.aar perjslanar diras

1121 Diigl wemrpat ar.gral.bulsr 481 b ur ditardatar gar.iSUrac poryyatssr
113]  Diigi iedatangan dat tania jelss pejabat pererbit Surst Tugas.
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109. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas

SBURAT PERNYATAAN PEMBEBANAIY
BIAYA PEMBATALA N PERJALANAN DINAS

Yargberwardstangar dib swal o

Nama Wil
il EENEAR: k el reeadiel]
Jabatan o ok e A A e By b Pl e B B PR T
it Qrgariizang =l
Lembags e
Menyetskan decgar scsunggubya, balina wgas Peoryalana: Dirss berdasarkan
Surat  Tugas  Naniar PP - -7 — veeeee  dBrn BPT
Nonor, ... targgsl. BrES A Al
NAME gy i ey sia DS (L]]
NP toer 171
Jabatar ikl L) e e L e e L LY
Urue Crgavisast e e e i kb e e s b g B
Leinbaga i - Ny PRI, | <
Libatalkar Besusl JdergRl SUrar Fernystasls Pembaralar Tugas Penalacat Dirnas
Kot . .tar.ggal. Berker.aar  degar pentbaralan
tersebut,  blaya  wecsport  beruwps . 0T wden biava
pengrapar vang relak terlanjur dibevarkar stas bebas DPA- BRPDU udsk dapat
divern balikansrefurd isebagisrsselurulinyat scbesar
[~i/x R —— Y2 e o SERI e dikebar ke pada O PA-SKPD
Norar wargral. iy SKPD. [HETH

Derakis;n  surat pervyatear v dibuat  dengar  seberarnya  dar apabia
dikeraudian hari ertvel surat pertystssr nd ddek bosrdes menim bularn
kerugiar, NeRarBEaya  hertan ggungiewsb peruh  dar bersedim  mienyetarkas
kerugiar daeral. rersebut ke Was dacrab

¥ o e DL

Yasghlenibuatr Pemyatas:

. (13
Perurjuk Pengeis Farmat Surat Permyataar Pembarslar, Tugss Pojalacss Dias
Jabata: - o )
11 Dist nama PARPA SKPC;Urit Kejs 5aP5 yarg dibebarti bisys perjalar.an
dirssta

PA&/ADPA SHPD/Unit Kerja SXPD varg dibebsri biays perjalan st
diesmya

31 Tilsl jabarsn PAKPA SKPINUrir Rerfa SKPD warg dibebsri biaya
perjatarsr dic.asrve

<1 Diisl rams Lreit Kerja SXPD yang dibebari bisya perjalan.an dinaseya

31 Titisi rama SXPD varg dibebard kiava perisiav.er dicase.ya

1 Diisi vata Pelaksans SPPD

171 Dilm X1P Pelaksana SPPL

18 Dilsi lsbetsr Pelakssr.a SPPL

191 Diisin sma Urir Kerjg SEPS vang dibebart taava perialanarn A -asye

10 Thisi rams SiFD yang dibebesi baya perjalanan dirasr.ya

111 Diist trasport vargdigun.skan

1121 Diim derger funialy ruplsh blays ransport den pa.gin.apar. vang tidsk
dapat diker:balikarireturd sebagarisciumubnre

{43 Diim romisr DPA-SK PDL. rar.ggal dar ama SaPD yvang dibchsni Tieva
perjalar. sy dir.asrya

i1=1 Clisl dersger tenpar dsi TARERAL e ardaranga surat POrryStEan

115 Ditsi tardatargar dan nama jelas PAKPA pada SKPD;Unit Kerja SAPD
vy dibcbar i bisya perjalarar dirasnya.
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110. Daftar pengeluaran riil

DAFTAR PENGELUARAN RIIL
Yo ghertandstwerger, dibewals 1t
Nas 1 assiaunsaaas canaaa s dnasis
N

Jsebatar

Berdasarker Surat Perbiah Tuges (SPTI Noror voeeeo TArgRE!
e QETLRRG I KAm menvalakan, dongar sesusggubiive babwa:

. Biaya perginapss dsc/etau bisys fracsperiasi dibaweh ini yerg tidak dapsr
diperalels bukii-bukt petigelurraratya, rielipur:

No. URAIAN JUM LAH
H ]

£

S MLAH

2. Juntiah wacg tersctut pads acgks 1 distss. bear-berar dikelusrkarn wrtuk
pelakiarcaar perjslarar e as diniaksud dar apabils  dikerudien frarct
rerdspat kelebisr &tas pesbavaran, kamt bersedia vk mienyetorkar
kelebinan rersebur ke Kas Daerak

Denukist, pernyataar, Int kani buat derger seboramya. unnk Sipergusakalt

sehAgRINTAS (ESTINVE,

rarggal.bulen, tahun
Mergemabaly Mettvenaius
PEnRRUNE ALRRACSN ! Pelaksars SPD
Kupsa Pergguina Anggsran

s e NP,
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111. Daftar rincian perjalanan dinas peserta (kolektif)

DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANANY DINAS PESERTA

KEGIATAN
TANGGAL S0
Bawva Rogd
~ % . e . Uang Bam Bova Taxs. Tes::! RIMLAH "
e - & Fenenma Fransporias: Marar Pengnapan Periganan | Pemernicsnan Rp 2
&
Fi H 1 * = g L Fe3-d-55~ ]

TOTAL

fargmalbolan, tahor,

Merperabutidtenyoifat
Perggura Arggara) Tgiabat Palnkomna Tekmue Azgaran
AUk PECARLTE ACRRAT AT
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112. Pakta Integritas Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

.9.

Logo
Daerah KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSIKABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama

Tempat, tanggal tahir
NIK

Jabatan

Alamat

Dengan ini menyatakan'

1) bahwa saya akan melaksanakan lugas perjalanan dinas sesuas dengan Surat

Tugas nomor langgal : dalam rangka melaksanakan
kegiatan P P e L i
ke dari langgal ....s d

2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas
kepada pember tugas dan mempertanggungjawabkan biaya peralanan dinas
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (hma)
hari kefja terhitung setelah peraianan dinas dilaksanakan

3) bahwa saya berseda mengembaikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan
dinas apabila biaya pefalanan dinas yang dibayarkan kepada saya metebihi biaya
perialanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beriaku

Dernikian pernyataan inc saya bual dengan sebenarnya secara sacdaf dan tanpa
paksauan dart siapa pun. Apabila dikemudian han lerdapat kekeliruan dan/atau
penyimpangan. saya bersedia ditluntul sesuai dengan hukum yang berlaku.

20

Pelaksana Peralanan Dinas,

fheters:
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113. Kuitansi Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

5 0 -
Logo
Daeran KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
Tanhun Anggaran
No. Kuitansi:
KUITANS!

Sudah terima dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembaniu
Sebesar Rp
T e L e L T o e
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan keglatan

1.uang hanan = R
2 biaya transportasi LR
3.biaya penginapan R e
4 yang representasi perjalanan dinas : Rp
S tiaya \aksi Rp.
0.
Penenma
! I ttd
| Metera |
'; Rp10 006G
Menyetujui
Pengguna  Anggaran‘Kuasa  Pengguna Bendahara
Anggaran Pengeluaran/Bendahara
' Pengeluaran Pembaniu,
s td
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114. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan

1) Format surat usulan pergeseran

KOP BURAT
SKPD
Kepada

Namar e Buapan Waisatws:
Sifa: Penting Cq. Sewretars Daerah
Lampiran : LisaTu) berias seinlx 1 Kerag TAPD
Periha. Usulan pergeseran anggaran di -

antar obyek helanja dalam Wang-Wang:

jenis belan ja yang sama
pada sub kegiatan berkenaan

QLQJD_,ABEQ_I 5 PRI

Dengan mem perhati<an xetemtuan Peraturan Bupai
Wakatob: XNomor Tahun 20.. cestang  Pedoman
Pelaksanaan APBD Kabupaten Waxarob: Tahun Anggaran
20.. dengasn N Lkanr mengaukien usuaian  jiergeseran
anggaran antar axcedk Dejama  delam  jems  Delana
serkenaan pada sub Kegiatan yvang sama dalam AFPBD
Tatun Anggaran 2., dengan alasan dan perunbangan
sedagal Dencut

[Pl

Eres

Berdesarken nal ersebut  dintas, Kem:  mohon
permmangan  Bapak  untik dapat  <wanya  asubuan
rsergeseran anggaran dengan .incien seljagaimena terlamps
dimanas oien TAPD. antuk selamamya dicdangi<an daam
SK Perseraiuen Sexresaris Deermh sedagal dasar peneriuian
ran ca:*‘g:m'per-.l‘aa}mn DPA-SKPD

Demic an uatad dimasuri den atas perumbdangan
Bapax dracepian terima <asih.

Wang-\Vang:.,

Kepaa SKPD

Nama
B
Tembusan
v Kepaia Badan Perencannan, Peneuten don Pengemangan
Deergh Kah Wak ao'an
2. Kepaia BPKAD Kab Wakatobi
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

oaze #aas ~i3eas
e e B o
<1 R
LRI O A
TR

Di FT AW LAY
MERGERAANANGIARANANTAN OAIEKDELANIA DA LAV EWSDEANAYANGS A MARADASUE £ SATANBEAKENALY

wEii1t
NDwA TN MRELUW ESLDAS
a3h tRE AT
LY o o
=313
AEI™5I 5153w
RIVCAN PERGLSERA % ANGGAR ANBELANIA
50 B8 um Perunan B4 SEE 3R oy ob s
= e o L BELTLT
r; t}
SaTenmtoity . wams | satasa B pman | voums | mraes | FF L aemisn | fseraane
aan S1.80
ARTE AT
@ N
i
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3} Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
Nomor: ....cccevevenesnnsnennas f TAPD/20xx

Pada har o rangga. Tanuan . iserdasarkan uswien dan

Kepala SKPD menvang <t Surat Nomor

Saocstans: Usulan

&, Pergeseran antar oonel dalam jenis vang sema pada suh kegatan
serxenaan;

». Pergeseran antar rincan ones dalam obiek yang sama dalam sam
jenig pada suxégaten bDergenaan;

¢. Pergeseran antar sub rnincian ovexk doam nnean obes dan daam
orex vang same daism satujenis bada Kegatan bHerkenaan:
Pergeseran atas uraian dar subrin.can objes

e Pergeseran anggaran vang menyedadian perubahan APBD.

ipilth salah satu yang berkenaan;

Su's Kegatan ,crelah disicukon peneltan

dan anaisis Ternadap usuarn pergeseran yang diatisan oleh Kepa.a SKPD

cersebus d: atas.

Berdasar< an pemibahasan yang diaicuxan, masa disimpuikan sedage:
berzur

1. Usulan pergeseran anggaran Piiin saeh saty
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeséran anggoran {Piih salah sartuj.
TIDAK DAPAT DISETUJUL
3. Hal-hal peniinglainnya

Demilcan Herm acara i dizoal untak diperganakan  sedagaumana
Mestinya
Wang-Wang:, 20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Namae Lengkap izanda angan
Hepale Buppede

2. Nama Lengxap vanda tangan
Kepalo BRPL AD

3. Nama Lenge ap wanda mngant
Rubag Fembangunar:

4 Nama Lengw ap izanda tangani
AKubid Angoaran;

5 Nama Lengkap randa angan
(Kubid Pereacasaan Mo,



4) Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan
pergeseran
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KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPAERAH KABUPATEN WAKATOERI

NOMOR: TAHUN 20..
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK
BELANJA DALAM JEKIS BELANJA YANG SAMA PADA SUB KEGIATAN
BERKENAAN DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20..

Menimbang

Mengingat
Menezens an

KESATU

KEDUA

KETIGA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

g oabwa dalam rangka terub admumstrasi anggaran
dan pengguniaan anggaran delan)a secara epar guna
oada SKPD . periu dilaguia  pergeseran
anggaran yang sercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20

2. hetwwn pergeseran anggaran sesagachana dimai<sud
nada hwmf a elah dibanas  oleh  TAPD, dan
d.a< sanasan  berdasarkan  persetuiuan  Seidretans
Daerah sesua: kereruat pada Bed VI bhuraf D
iempiran Peraturan Menter: Dalam Negern: Nomor 77
tencang Pedoman Texnis Pengeloaan Keuangan
Daereh;

¢ hahwa edasark an  perumbangan  sebagarmana
denagsad pade hurad a dan o perca menelapLan
Kepurisa:n Sekretaris Daerah ‘entang PersetLipian
Terhadep Pergeseran Anggeran Anwar Qdvex Belanma
Daiam Jemis Belanja Yang Samea pada sub Kegiatan
serxenaan dalam APBD Tahun Anggaran 20

Undang-Undang Nomer
2. Perazaran Peran dang-undanganlainya yang re.evan

MEMUTUSKAN

\enverinn hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran

anggeran antar 0Oyex bHeana do.em jenis belenia yang

sama pada sub Kegatan berkenaan dalam APBD Tahun

Anggaran 20Kk sebagainana ercantiin dalam Lempran

sengga bagian vang rdax Terpesahkon dar Kepurusan ot

persetljuan sebaga.niana d.maksud dalam dik “am Kesata

Keputusanin: menad: dasar daam

a Peneroan ranmngan DPPA.SKPD sesual < etentaan
seraruran erundang.undangan: das

1 Peaxsanaan pemodayvaran setelan pengesahan DPPA-
SKPD.

Keputusan wn mraa: beru seas ranggal duempx an dan

nase beriald antik Tabun Angaran X8N

Diretap«an d Wang.-Wangt
Pade Tanges!

SEXRETARIS DAERAH

NAMA TANPA GELAR
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115. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dalam satu
jenis pada sub kegiatan berkenaan

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada
Nomor Bupan Waxawod:
Siar : Penung Cq. PPKD
Lampiran :7Usa 1| iderdas d: -
Peral Usulan pergeseran anggaran Wang-Wang!

antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja yang sama
dalam satu jenis beianja

pada sub kegiatan berkenaan
dalam APBD T.A. 20..

Dengan mem;erhatii<an xKetentuan Peraturan Bupat
Waxkatod  Nomor o Tahmm  20., tentang  Pedoman
Pelalxsanaan APBD Kabupaten Waxkatod: Tahun Anggaran
2., dengan Ly KeM: mMengajld At us2lan Dergeseran
anggaran anar nician gsyvex Delanya dalam oexk be.ana
veng sama pada sat jenis delanja pada sud xegiatan yang
serik enaan dalam APBD Tahun Anggaran 20, dengan
pasan dan perumdangan sedagal DeSElT
2
8. Dsz

Berdasar<an ha. ctersebur  digtas, Kam:  mohon
perumoangan Bapax  untuk depat  ranya asulan
oergeseran anggaran dengan nincien sebdgalmana terlampls
dibanas olen TAPD, untui selanmmye diwoang<an da.am
SK Persesuian PPKD sesoga: dasar oenerbiian rancangan
serubahan DPA-SKPD
. Demikan unmz dimakam: dan aas perumbangan
Bansas diucapxan temma Kasih

Wang:-\lang. pLOL
Kepaia SKPD,

Nama
XIP

Temisusan

i, Y:n Kepain Badan Perencanaan. Peneuuen dan Pengembangan
Daerady Kas. Waxato'a

2. Kepaio BPKAD Kad Waikatodl
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

DAFTAR RINCIAN

RAGIREAAN ANTAR ANCIAN DI I SELANA DAAY DRIEN BEIANIA YANG SAWA DALAW JATL JENSBIANIA PADA SUB KEGIATAN BEAKENAAN

“wdiitac

NOWATOR

ERELLW

SESLDAY

B=FIamty R o
LI B b

~I5

1 2™ TE_‘I"

T
ANDIA N FERSES ERANANGGAR ANBILA A

Sebe igher 203" ga

5 pto.ah PaT D Bngs

LT L~

£ade [t iz arg i
LT FEL
= n | iberasrang)
e wtan - Jaman TILNE 2151 Wroas A
LS B RS B ]
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PER SETUJUAN TAPD
OO Ui i oo b itia JITAPD/ 20xx

Pada hari 11 ... mnggal ... Tahun ... , berdasarkan usulan dar;
Kepala SKPD ., menvanglut Surat Nomor @ ........
Substans: Usulan:

a. Pergeseran antar objelc dalam jenss yang sama pada sub kegiamn
berkenaan,

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objelr vang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rmcian objek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

d. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

e Perpeseran anggaranyang menyebabkan perubahan APBD.

(pilih salah satu yang herkenaon)

SHB) BB . g st e b b . teiah dialrukan penelitian
dan analisis rerhadap usulan pergeseran yvang diajukan oleh Kepala SKPD
tersebut di ams.

Berdasarkan pembahasan vang dilakukan maka disimpulkan sebagas
beriout:
1. Usulan pergeseran anggaran ... {Pilih salah sani.
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeserananggaran ... {(Pikh salah sata).
TIDAK DAPAT DISET UJUL
3. Hal-hal penting laingva ...

Demilian berita acara ini dibuat untuk dpergatiakan sebhagamana
mesnna
Wang-tVang, ..... 201

PERSONALIA TAPD,

1. Nama lLengkap {anda tangan)
{Kepala Bappeda)

[ ]

Nama Lengk ap tanda tanpan)
1Kepala BPKAL}

3. Nama Lengl ap (tanda tangan)
{Ka bag Fem bangunan!

4. Nama Lengkap itanda tangan}
1Ka ind Anggaran}

5. Nama Lengkap (tanda tangan)
{Ka bd Rerencanaan Makro)
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4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran

KOP SURAT SKPKD

HKEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD}
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: TAHUN 20XX
TENTANG
PER SETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJAPAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a bahwa dalam rangka tertib admmustras: anggaran
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna
pada SKPD .., perlu  dilakukan pergeseran
anggaran vang tercantam dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada mmuruf a telah dibahas okh TAPD, dan
dilalrzanak an berdasarkan persemijuan PPKD sesuai
ketentuan pada Bab V1 huruf{ D lampiran Peraturan
Menter: Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman
Teltmis Pengelolaan Keuangan Daerah,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Pejabat FPengelola Keuangan Daerah
tentang Persemujuan Terhadap Pergeseran Anggaran
Antar ... dalam APBD Tahun Anggaran 20...

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor d

2. Peraturan Perundangan vang lain vang relevan;
MEMUTUSKAN

Mienetapkan :

KESATU - Menvetujui hasl pembanasan TAPD terhadap pergeseran
anggaran antar rincian obyek dalam obiek yvang sama
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Anegaran 205X, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian yvang tdak terpsarikan dari Keputusan 11

KEDUA . Persemujuan sebagammana dimaksud dalam diktum Kesam
Keputisan ini menjadi dasar dalam:

a Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelarsanaan pembavaran setelah pengesahan DPPA-
SKFD

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku sejal tangeal diterapkan dan
hanva berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapl an di Wangr-Wangi
Pada Tangpal AP

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (PPKD)
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116. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT ==
SKPD
Kepada
Nomor e Bupati Wakatobi
Sifat : Penting Cg. FFKD
Lampran :lisatu) berkas di-
Perihal : Usulan pergeseran anggaran Wang-Wangi

antar sub rincian obyek

dalam rincian obyek yang sama
pada sub kegiatan berkenaan
dalam APBD T.A. 20..

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati
Wakaroh Nomor ... Tahun 20.. tentang Pedoman
Pelalsanaan AFBD Kabupaten Wakatob: Tahun Anpgaran
20.., dengan mni kami mengajukan usulan pergeseran
anggaran antar sub rincian obvek dalam rincian objek vang
sama pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Anggaran 20., dengan alasan dan pertimbangan sebaga:
berdrut

Berdasark an  hal tersebur diawms, kami mohon
perimbangan Bapak untuk dapat lurama usulan
pergeseran anggaran dengan rincian sebagaimana terlampir
dibahas oleh TAPD, unmik selanjumra dituangkan dalam
SK Persetajuan PPKD sebagai dasar penerbitan ranc angan
perubahan DPA-SKFPD.

Demikian untuk dimaklum: dan atas pertmbangan
Bapak diucapkan terma kasih.

Wangi-Wangi, ... 2019
Kepala SKPD,

Nama
NIP
Tembusan
1. Yth Kepala Badan Perencanaan Penelinan dan Pengembangan
Daerah Kab Wakatoba:
2 Kepala BPKAD Kab. Wak atoby




2) Format daftar rincian usulan pergeseran
DAFTAR RINCIAN

Urusan Pemenntahan :
Bidang Pemenntahan

Wit Qrganisast
Sub Unit Organisasi
Program

Kegiatan

Sub Kegiatan
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PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYESABKAN PERUBAHAN APED

INDIKATOR

SERELUM

SESUDAH

Lokasi Kegiatan
Keluaran

Hash

Kelompok Sasaran

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN

Sebelum Pervbahan

Setelah Perubahan

=

. 3 T Bertambah/
Kode rekening Uraian b s Harga satuan Arga Jumlah | (berkurang)
— | Satuan Satnan______
Wangi-wangi, ...
Kepala SKPD.....

NP




-257-

3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
I AR - i ol il /TAPD/20xx

Pada hari ind ... mngeal ... Tahun ... , berdasarkan usulan dari

Substansi Usulan:

a Pergeseran anmr objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan;

b. Pergeseran antar rincian oObjek dalam objek vang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam mncian obtek vang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

d. Perpeseran atas uraian dar sub rincian objek.

e Perpeseran anggaranvang meniiébabkan perubahan APBD.

ipilih salah satu yang berkenaan|
S RN & o il e i o b e e . telah dilalukan penelitian

dan analisic terhadap usulan pergeseran vang diajukan oleh Kepala SKPD
tersebut diams.

Berdasarkan pembsahasan vang dilakukan maka disimpulkan sebagas
berout:
1. Usulan pergeseran anggaran
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseranangparan ................. {Pikh salah satuj.
TIDAK DAPAT DISET UJUL
3. Hal-hal penting lainmra ...

Demikian berita acara ini dbuat untuk dpergunakan sebagaimana
mesnnya.

Wangi-Wangi, ... 20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap {tanda tangan)
1Kepaln Bappeda)

2. Nama Lengkap {tanda tangan|
{Kepala BPKAL)
3. Nama lenglkap {tanda tangan}

{Kabag Fem bamgn iian!

4. Nama Lengkap {anda tangan)
{Kabad Anggaran)

w
‘

Nama Lengk ap {tanda tangan)
(Ko bxd Rerencanaan Makro)
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4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAER AH (PPKD}
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: TAHUN 20XX
TENTANG
PER SETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI

Menimbang : a  bahwa dalam rangka tertb admistrasi anggaran
dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna
pada SKPD ..., perlu diakukan pergeseran
anggaran vang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun
Anggaran 20..;

b. bahwa pergeseran anggaran sebapgaimana dimaksud
pada furuf a telah dibahas oleh TAFPD, dan
dilaksanalran berdasarkan persetujuan FPKD sesuas
ketentmian pada Bab VI huruf D lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman
Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daeran
tentang Persetujuan Terhadap Perges an Anggaran
Ly [ P dalam APBD Tahun Anpggaran 20..

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor
2.  Peraturan Perundanpgan vang lain vang relevan;

MEYUTUSKAN

Yenet apkan ;

KESATU - Menvetujui hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran
anggaran antar nncian obiek dalam obuek vang sama
pada sub kegiatan berkenaan dalam APBD Tahun
Angparan 201x, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
sebagai bagian vang tidak terpisalikan dariKeputusan mi

KEDUA : Persetujuan sebagamana dimaksud dalam diktum Kesami
Keputasan ini mergadi dasar dalam :

a Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesua: ketentuan
peraturan perundang-undangar 1, dan

b. Pelaksanaan pembavaran setelah pengesahan DPPA-
SKPD

KETIGA - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
hanva berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Datetagkan di - Wang+Wang:
Pada Tanggal

PEJABAT PENGELOLA KEUANGATN
DAE RAH (PPKD)

NAMA TANPA GELAR

NAMA TANPA GELAR
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117. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kepada

Nammor Bunan Wakkatoo
St : Pening Cg. Sexretaris Daerah
Lampwran 1 isatu) berkas selaku Kevaa TAPD
Periha. Usuian perubahan uraian di=-

dari sub rincian obyek Wang-Wang:

belanja APBD T.A. 20...

Dengan  memperngil<an  <etentuan  Peraturan
Bupaz Wak gm0t Nomor . Tehun 20.. tentang Pedoman
Peak sanaan APBD Kabupazen Walkaton, Tahun Anggaran
20, dengan n KRN mengayukaen usudlan pergeseran
anggaran antar 1D Ancian ooyved Stanja da.am anclan
ghies 2elanis vang sema pada obiex Delania vang sama
s jenis belanje pada sub kKegatan jeng derkXennan
da.am APBD Tehun Anggaran 20.. dengan as.ssan dan
Jgerumbangan sebagal Denk

Berdmsarsan hal rersebut  diatas, kami  mohon
serumbangan Bapak untuk  dapar  <ranya  usalan
pergeseran  anggBran  dengen  nnclan  selagainniana
terlampir  dicahas ok TAPD.  untuk  seianjuinya
diraangxan daiam SK Persergyjuan PPKD sedagmi dasar
penerian rancangan perabanan DPA-SKPD.

Demucan anmk dimadian: dan atas pernmodangan
Bapak diacapxan ermao £asin

Wang:-"Vang. 20
Kepaa SKPD,

Nama
NP
Temb>asan
I Y Kepain Badan Perencansan, Peneluan dan Pengembaongan
Daeraty Ka2. Wakatodt
2 HKepaia BPKAD Kan Waxaon

|
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2) Format daftar rincian usulan pergeseran

Urusan Pemernntahan :
Bidang Pemenintahan :

unit Organisass
Sub Unit Organisasi
Program

Kegiatan

Sub Xegiatan

DAFTAR RINCIAN

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYERABKAN PERUBAHAN APED

INDIKATOR

SEBELUM = = SESUDAH

Lokasi Kegiatan
Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

RINCJAN PERGESERAN ANGGARAN BELANIA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan | pentambahf
ji Uraian Har
Kode rekening volume | satuan ‘.‘::us:n Jumlah | volume | satuan Satusa: Jumlah | {berkurang)
Wangi-Wang, .. .

Kepata SKPD......
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
(1 J(TT0E (3] (g BPR e e e /TAPD/ 20xx

Pada hari in1 ... anggal ... Tahun ... ., berdasarkan usuian dari

Kepala SKPD ., menvaiglut Surat Nomor:

Substans: Usulan:

a. Pergeseran antar objelr dalam jenis vang sama pada sub kegiamn
berkenaan,

b. Pergeceran antar rincan objek dalam objek yang sama pada sub
kegiatan berkenaarn;

¢. Perpeseran antar sub rincian objek dalam rmcan cbjek vang sama
pada sub kegiatan berkenaan:

d. Pergeseran alas uraian dan sub rmcian objek.

e. Pergeseran anggaranvang menirebabkan perubahan APBD.

ipilih salah satu yang berkenaan)

S T IARAEN | s e s telan dilakukan penelitian
dan analisis whadap usuian pergeseran vang d:aju]ran oleh Kepala SKPD
tersebutdiats.

Berdasarkan pembahasan vang diakukan, maka disimpulkan sebagai
berkut:

1. Usuian pergeseran anggaran
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseran ANgEAran .................. [Pilh salah sata).
TIDAK DAPAT DISETIMUL
3. Hal-hal peating lasruya ...

Demilijan berita acara ini dibuat untuk diperguriakan sebagamana
mestnia.

Wangi-iVangi, ...... 20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lenglagp (tanda tangan;
{Kepuoizc Bappeda}

2. Nama Lengk ap (anda tangan)
{Kepala BPKALD)

L

Nama Lengl ap {manda tangan)
{Kabag Rem banigunan}

4. Nama Lengkap {mnda tangan)
{Kabd Anggarani

3. Nama Lengkap {mmnda tangan|
Ka bd Ferencargan Malzo)
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4} Surat PPKD tentang persetujuan pergeseran

KOP SURAT SKPKD

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAER AH {PPKD)

PER SETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ARGGARAN ANTAR

KABUPATEN WAKATORBI
NOMOR: TAHUN 20XX
TENTANG

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PERGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

Menimbang

Mengingat

Menetapk an

KESATU

-

)]

EDUA

KETIGA

(1. Undang-Undang Nomor

KABUPATEN WAKATOBI

: a bahwa dalam mangka ternb admwustras anggaran

dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna
pada SKPD ., periu  dilakukan pergeseran
anggaran vang tercanmam dalam DPA-SKPD Tahun
Angegaran 20..;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagmmana dimaksud
pada iwuruf a telah dibahas oleh TAPD, dan
dilaksanalran berdasarkan persemijuan PPKD sesuai
ketentuan pada Bab \1 huruf D lampiran Peraturan
Menteri Dalam XNegeri Nomor 7 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagammana
dimaksud pada huruf a dan b perlu menstapkan
Keputusan Pejabat Penpebla Keuangan Daerah
wentang Pergsetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran
Anar ... dalam APBD Tahun Anggaran 20. .

2.  Peraturan Perundangan vang lainvang relevan;
MEIMUTUSKAN

Menverujui hasili pembahasan TAPD terhadap pergeseran

arggaran antar nncian obvek dalam obwek yang sama

pada @ub kegiatan bherkenaan dalam APED Tahun

Anggaran 20:cx, sebagaimana tercantum dalam lampiran

sebaga: bagian yang tdak terpisankan dari Keputusan =3

Persetujuan sebagammana dimaksud dalam ditum Kesata

Keputusan ini menjadi dasar dalam:

a Penerbitan rancangan DPPA-SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Pelaksanaan pembavaran setelah penpesahan DPPA-
SKPD

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diretapkan dan

hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Datetapkan di s WangrWangi
Pada Tanggal :

PEJABAT PENGELOI.: KEUANGAN
DAE RAH (PPKD}

NAMA TANPA GELLAR
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118. Pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD dengan
pemberitahuan ke DPRD

1) Format surat usulan pergeseran

KOP SURAT
SKPD
Kesada

Nomor Bunar Walkaszobt
Sifar Penuing ., Sexrezarns Daerah
Lempuwan ! satu! berkas selaxd Ketan TAPD
Pesitial Usulan pergeseran anggaran < -

Yang menyebabkan Wang-Wang:

Perubahan APBD T.A. 20..

Dengan memzyerhalikan Kerentuan Perataran Bupan
Warato  Nommor Tahun 20. centang Pedoman
Pe.aksanaan APBD Kabuopaten Wakatoia: Tahun Anggaran
20... dengan in. RKaM mengailian  Uslan  pergeseran
anggaran yang menvebaskan Perubadan APBD  Tabun
Anggaran 20., dengan alasan dan  oertumbangen sebaga:
serikur

e periu dibuer Sncan yang lebh detl dajam
bentak naras: amu masngs/dafarh

2 inia perma dibuar rincian vang iebih denl deiam
etk naras: atau mariigs/defran:
3 Dst
Menurar  hasit  evaluas: WL, amtax dapar

melaxsanax an  kebiaxan/program rersebur Ternyvama tidax
sersed:a  anggarannya dalam APBD TaA 20 sementara
peax sanaamnya axan dledusan  sebelum penelapan
perapahen APBD T A 20 Senubungan dengan hal tersedur
mada menuras opendapar kame peru diak ukan pergeseran
anggaran aniar vang menyvesadidan Perudahan APBD
den gan £in.ClAN Derudanan SeSagaunans teriampir

Berdasarkan ha  tersedbu:  diatas, kam:  mohon
sermmbdangan Bapax untak dapat i ranva usuan pergeseran
dimaxsud didbahas dan disesaaeeh TAPD

Demiidan wntas dimak.ami das atas  oertimbdangan
Bapak diacapian enma Lasin

Wang-‘Vang, 2.
Kenala SKPD,

Hama
Xip
Te:mdusan .
1. Yt Kepdaa Badan Perencanaarn, Peneutan dan Pengemiangan Daeran
Kan Wak atoon
2 Kepaia BPKAD Kab. Waxatob.
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2} Format daftar rincian usulan pergeseran
DAFTAR RINCIAN

Urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan
unit Organisas

Sub Unit Crganisasi
Program

Kegatan

Sub Kegiatan

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBASKAN PERUBAHAN APBD

INDHKATOR

SEBELUM

SESUDAH

Lokasi Kegiatan
Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN

BE LANJA

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
de rekeni Urai Har, H gt B rtambah/
Ko [ a1an arga
veRenng - volume | satuan 8 | jumiah | volume | satuan L Jumlah | (berkurang) |
Satuan . Satuan 1
Wangi-Wangt, ...~

Kepala SKPO.....
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3) Berita acara persetujuan TAPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
MO  ca bie o it /TAPD/20xx

Pada har: i ... tanggal ... Tahun ... . berdasarkan usulan dari

Kepala SKFD ..., menvangkut Surat Nomor :

Substans: Usulan :

a Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub kegiatan
berkenaan:

b. Pergeseran antar rincian objek dalam objelc vang sama pada sub
kegiatan berkenaan;

¢. Pergeseran antar sub rincian cbjek dalam rmcian objek vang sama
pada sub kegiatan berkenaan;

4. Perpgeseran ates uraian dari sub rmcian obyek.

e Pergeseran anggaranvang menj/ehabkan perubaiian APBD.

{pilth salah satu yang herkenaan;

) BN i s e ki , telah diakukan penelitian
dan analisic wrhadap usuian pergeseran vang diajukan oleh Kepala SKPD
ters ebutdiams.

Berdasark an pembahasan rang dilalukan maka disimpukan sebagas
beriout:
1. Usulan pergeseran anggaramn ............... {Pibh salah sata).
DAPAT DISETUJUL
2. Usulan pergeseran anggaran ................. {Pilth salah sata).
TIDAK DAPAT DISET BJUL
3. Hal-hal penting lain:ga ...

Demikian berita acara ini dibuart untul: dipergunakan sebagaimana
mMesuna

Warigi-\Wangi, ..... 205

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap {tanda tanganj
1Kepala Bappeda)

2. Nama Lengkap {manda tangan)
(Kepala BPKAL|
3. Nama lLengkap (tanda tangan)

(Kabag Ferbangt.nan)

4. Namalengkap {mnda tangan)
{Ka bid Anggarani

5. Nama Lengkap (mnda tangan;
(Ko bid Berencanaan Makro;
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4) Surat pemberitahuan atas perubahan peraturan bupati tentang
penjabaran APBD kepada pimpinan DPRD

KOP SURAT
BUPATI
Ke nada
Nomor Punpinan DPRD
Sifar : Penzing Kaxuosaten Wakatob:
Lampiran wsata) bherkas d -
Pertha Pemberitahuan tentang WangWang!

pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan
APBD T.A. 20xx

Dengan mempernatik an  <etentian  Peraturan
Bupat Wakateh: Nomor Tanun 20 . tenyiang Pedomarn
Pelax sanaan Anggaran Pendapetan dan Belanja Daeraiy
Kabupaten Walkato: Tanhun Anggaran, dengan i <Lami
melasusen pergeseran  anggaran  vang  menyvedadisan
Perubahan  APBD  Tahun  Aasggaras 20xx dengan
melasasan  Perubahan  Peraturan Bupat tentang
Penjabaran Anggaran Penda osatan dan Belanga Daerab
Tahun Anggaran 20xx, dengan clasan dan pernmbangan
sedage: bertk ur

g

3

Dennikan disampaizen untag dimaxiani dan atas
pernanannya diucaps an Terima <asih

Wang:-Wang:, 20

Bupa: WakatoDl,
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119. Format Stempel tanda terima Nota/bukti pembayaran/pembelian
oleh PPK

BARANG TELAH DITERIMA BAIK DAN LENGKAP
SESUAI UKURAN DAN JUMLAH

Nomor :
Tanggal diterima:

Pejabat Pembuat Komitmen
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120. Format Nota Pencairan Dana {NPDj)

SRR e
NOTA PENCAIRAN DANA {NPD)
BB 1 asciinn srosiagiasiie Tanggal @ ...ccoiiiiinii

Jenis :0O Panjar O Tanpa Panjar

PPTK

Program
Kegiatan

Sub Kegiatan :
No. DPA
Tahun Anggaran

....................

--------------------

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Rincian Belanja:

: . Sisa )
No | Kode Rekening | Uraian | Anggaran Anggaran Pencairan
Jumlah ) ) -

Disetujui Oleh, Disiapkan Oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengguna Anggaran

Nama Nama
L S — HIRY o

BUPATAWAKATOBI,




